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ABSTRAK
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MUI sebagai Solusi Problematika Praktik Bank Syariah di Indonesia.
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Promotor : Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, M. A.

Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, M.A.
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Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dalam bentuk telaah pustaka
(library research), kategori penelitian agama sebagai gejala budaya dengan
pendekatan historisitas dan ushul figh. dengan jenis deskriptif analitik.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) kedudukan fatwa dalam istinbat
hukum Islam, (2) kontribusi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam pengembangan
bank syariah di Indonesia, dan (3) aktualisasi fatwa DSN-MUI sebagai solusi
problematika praktik bank syariah di Indonesia.

Kesimpulan penelitian ini yaitu (1) Fatwa merupakan bagian dari ijtihad,
namun bersifat lebih khusus daripada ijtihad, karena dilakukan ketika adanya suatu
pertanyaan atau kejadian nyata pada saat itu. Dengan demikian, kedudukan fatwa
dalam istinbat hukum Islam memegang peran yang sangat strategis karena merespon
dan menjawab setiap persoalan figh kontemporer yang muncul, (2) Majelis Ulama
Indonesia memprakarsai berdirinya bank syariah melaluikajian-kajian, seminar-
seminar dan simposium sejak tahun 1990, hingga pada tahun 1992 lahirlah Bank
Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia, lalu diikuti oleh bank-bank
syariah lainnya, baik yang murni syariah maupun bank konvensional yang
menyelenggarakan unit syariah. Kemudian, untuk menjamin praktik bank syariah
sesuai dengan prinsip syariah maka MUI membentuk Dewan Syariah Nasional
(DSN), sebuah lembaga fatwa yang khusus mengeluarkan fatwa di bidang ekonomi
syariah. Dengan demikian, MUI telah memberi kontribusi yang besar dalam
pertumbuhan dan pengembangan bank syariah di Indonesia, (3) Fatwa DSN-MUI di
bidang perbankan syariah sudah bertransformasi menjadi Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia (PBI).
Transformasi ini menjadikan fatwa DSN-MUI memiliki kekuatan hukum yang kuat
dan mengikat. Namun, tidak bisa dipungkiri masih terjadi praktik bank syariah yang
tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI karena adanya beberapa kendala di lapangan,
padahal sudah dilakukan pengawasan oleh Bank Indonesia (BI) dan Dewan Pengawas
Syariah (DPS), sehingga fatwa DSN-MUI belum menjadi solusi problematika praktik
bank syariah di Indonesia. Oleh karena itu, harus terus diupayakan agar keyakinan
masyarakat terhadap praktik bank syariah terus tumbuh untuk menghindari praktik
ribawi yang dilarang oleh Islam.
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ABSTRACT

Title : FIQH OF ISLAMIC BANK; a Critical Analysis of Fatwa DSN-MUI,
(National Board of Sharia Fatwa — Indonesian Ulema Council)asa
Problem Solution on the Practice of Islamic Bank of Indonesia

Author : Mu’min Firmansyah

Promoters : Prof. Dr. H.M Ridlwan Nasir, M.A.
Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, M.A.

Keywords : Fatwa, Contribution, Actualization, DSN-MUI, Islamic Bank

This research is a qualitative research in the form of library research, religion as a
symptom of culture with historical and usul al-figh (principles of Islamic jurisprudence)
approaches, with descriptive analytic research.

The Purpose of this research is to find out (1) The position of fatwa within
Islamic istinbat law, (2) The contribution of the Indonesian Ulema Council (MUI) upon
the development of Islamic Bank in Indonesia, (3) Actualization of DSN-MUI fatwa as
problematic solution in the practice oflslamic bank in Indonesia.

The conclusion of this research are; (1) Fatwa is a part of ijtihad, yet more
specific than ijtihad. Since it was given when there is question or problem given at the
moment. By that, the position of fatwa within istinbat in Islamic law holds a strategic role
in responding and answering every contemporary figh question arised. (2) The
Indonesian Ulema Council (MUI) initiates Islamic Bank through discussions, seminars
and symposium since 1990, in 1992 Muamalah Bank was born as the first Islamic Bank
in Indonesia and followed by other Islamic banks. Furthermore, to guarantee the practice
of Islamic Bank according to syaria principle, MUI creates Dewan Syariah Nasional (
DSN; National Syariah Council), a fatwa council which specificied to give fatwa toward
islamic economy. MUTI has given huge contribution toward the establishment of Islamic
Bank in Indonesia. (3) DSN-MUI fatwa in islamic banking has already transformed into
the Law no. 21 2008 about Islamic Banking and Indonesian Bank Regulation (PBI). The
transformation made DSN-MUI has strong law power, however there are practices of
Islamic bank that contradict toward the fatwa of DSN-MUI, whereas Bank of Indonesia
(BI) and Syaria Investigator Council (DPS) supervised them. The fatwa of DSN-MUTI has
not become the problem solution toward the practice of Islamic Banking in Indonesia.
Hence, further solution should be given so that society will have faith toward the practice
of Islamic banking to avoid usury in islamic banking.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan masyarakat dan perkembangan hukum adalah dua hal yang
saling berkorelasi dan berinteraksi. Hukum harus dapat mengarahkan
percepatan perkembangan masyarakat, karena hukum merupakan sarana
rekayasa masyarakat, dan di lain pihak perkembangan masyarakat akan
berdampak pula pada perkembangan hukum. Hukum harus bersifat dinamis,
tidak boleh statis, agar bisa mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Hukum
harus berorientasi ke masa depan (forward looking) bukan berorientasi
kepada masa lampau (backward looking). Hukum harus dapat menjadi
pendorong untuk mengubah kehidupan masyarakat yang lebih baik dan
bermanfaat bagi semua pihak, bukan memundurkannya. Masyarakat modern
pasti mengalami berbagai problem kontemporer yang mungkin saja belum
pernah terjadi di era sebelumnya, misalnya saja problem seputar perbankan
Syariah dan pro kontra riba di dalamnya. Oleh karena dinamika problematika
hukum yang semakin kompleks inilah, pembaharuan hukum Islam dipandang

sebagai sebuah keniscayaan demi mewujudkan kemaslahatan umat Islam.’

' Abdul Manan, menuliskan secara rinci fungsi hukum yaitu: Pertama, hukum sebagai
sandaran tingkah laku yang harus ditaati (standard of conduct). Kedua, hukum sebagai sarana
mengubah masyarakat ke arah lebih baik (as a tool of social engineering). Ketiga, hukum
sebagai alat kontrol tingkah laku perbuatan manusia agar tidak melakukan perbuatan melawan
hukum, agama dan susila (as a fool of social control). Keempat, hukum sebagai hukum tidak
hanya menciptakan ketertiban, tetapi juga perubahan masyarakat dengan cara memperlancar
proses interaksi sosial dan menjadi pendorong menimbulkan perubahan dalam kehidupan
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Perkembangan dunia yang semakin maju ditandai dengan era
globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat
dalam beberapa bidang kehidupan masyarakat telah membawa pengaruh yang
besar, termasuk persoalan-persoalan hukum Islam.”> Umat Islam Indonesia
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dunia, tentu tidak dapat
melepaskan diri dari persoalan-persoalan dunia global, termasuk persoalan di
bidang ekonomi.

Di bidang ekonomi, sudah sejak lama mereka menginginkan
pemberlakuan sistem perekonomian yang berbasis pada nilai-nilai dan prinsip
syarial’ yang dapat diterapkan dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan
transaksi umat. Keinginan ini didasari oleh suatu kesadaran untuk
menerapkan Islam secara utuh dan total (kaffah). Hal ini sebagaimana

termaktub dalam Surat al-Baqarah [2]: 208 sebagai berikut:

(S

w

masyarakat (as a facility on of human interaction). Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah
Hukum (Jakarta: Kencana, 2005), 3.

Musthafa Muhammad al-Zarqa, Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Komparatif Delapan
Mazhab), alih bahasa Ade Dedi Rohayana (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 45. Menurut Imam
Syaukani, dalam bukunya ‘“Rekonstruksi Metodologi Hukum Islam Indonesia dan
Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional” Pada konteks hukum Islam, juga memiliki
fungsi yang sama: Pertama, sebagai kontrol sosial (social control). Kedua, sebagai nilai baru
dan proses perubahan sosial (sosial change). Jika yang pertama hukum Islam ditempatkan
sebagai blue print atau cetak biru Tuhan yang selain sebagai kontrol juga sekaligus sebagai
sosial engineering terhadap keberadaan suatu komunitas masyarakat. Pada fungsi yang kedua
hukum Islam lebih merupakan produk sejarah yang dalam batas tertentu diletakkan sebagai
justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya dan politik. Pada konteks ini hukum
Islam dituntut akomodatif terhadap persoalan umat tanpa kehilangan prinsip-prinsip
dasarnya, sebab kalau tidak, besar kemungkinan hukum Islam mengalami stagnasi dan
kemandulan fungsi. Imam Syaukani, Rekonstruksi Metodologi Hukum Islam Indonesia dan
Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 23.
Pasal 1 ayat 12 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan Prinsip
syariah adalah prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang
dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang
syari’ah. Baca Departemen Agama Rl, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2008 Tentang Perbankan Syariah (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
dan Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2008), 4.
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam
keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan.
Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.*

Di samping itu, pada rentang waktu antara tahun 1997-1998 telah
terjadi krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan Asia pada khususnya dan
resesi serta ketidakseimbangan ekonomi global pada umumnya. Mereka
menganggap krisis ekonomi ini suatu bukti ada yang “tidak beres” dalam
sistem ekonomi konvensional yang selama ini dianut. Ditambah lagi
kenyataan adanya 63 bank yang sudah ditutup karena bangkrut, 14 bank telah
di-take over dan 9 bank lainnya harus direkapitalisasi dengan biaya ratusan
trilyun rupiah.”

Oleh karena itu, mereka beranggapan sudah saatnya para bankir

muslim khususnya untuk mengenalkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan

ekonomi, khususnya transaksi perbankan. Sudah saatnya diterapkan

* Allah SWT menegaskan pula untuk menerapkan Islam secara utuh dan total di dalam Surat al-
Bagqarah [2]: 85 sebagai berikut:
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Ayat tersebut dengan tegas mengingatkan bahwa selama umat Islam menerapkan Islam secara
parsial maka akan mengalami keterpurukan duniawi dan kerugian ukhrawi.
> Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001),
viii.



mu’amalah syariah dengan filosofi utama yaitu kemitraan dan kebersamaan
(sharing) dalam laba (profi)® dan resiko (risk)’ untuk dapat mewujudkan
kegiatan ekonomi yang lebih transparan dan adil. Sudah saatnya pula
dibuktikan bahwa sistem perbankan syariah dapat menghilangkan wabah
penyakit negative spread (selisih nilai) dari dunia perbankan.’

Banyak tujuan dan manfaat yang ingin dicapai melalui pembentukan
dan pendirian perbankan syariah, terutama untuk membangun perekonomian
umat. Mengacu pada pengamalan al-Quran dan al-Sunah, tujuan utama yang
hendak dicapai secara umum terbagi menjadi dua, yaitu (1) menghindari
praktik riba'® dan (2) mengamalkan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan

untuk tujuan kemaslahatan."’

® Profit adalah kelebihan pendapatan dibandingkan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh pendapatan tersebut. Lihat Trikaloka H. Putri, Kamus Perbankan (Jogjakarta: Mitra
Pelajar, 2009), 269.

" Risk adalah tingkat kemungkinan terjadinya kerugian yang harus ditanggung dalam pemberian
kredit, penanaman investasi, atau transaksi lain yang dapat berbentuk harta, kehilangan
keuntungan, atau kemampuan ekonomis, antara lain karena adanya perubahan suku bunga,
kebijakan pemerintah, dan kegagalan usaha. /bid., 295.

¥ Spread secara umum diartikan perbedaan antara harga pokok atau penawaran dengan harga
penjualan atau permintaan, sedangkan dalam perbankan spread berarti perbedaan antara
pendapatan bunga (kredit yang diberikan dan aktiva lainnya) dengan biaya dana bank (bunga
yang dibayar kepada deposan dan bunga utang lainnya). /bid., 313.

? Syafi’i Antonio, Bank Syariah, viii.

' Dalam al-Qur’an Surat al-Bagarah ayat 275, Allah berfirman:
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Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti
berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka
yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu
sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-
orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari
mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan);
dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu
adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.



Melihat dorongan yang kuat dari masyarakat terhadap pendirian bank
syariah di Indonesia, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan
respon yang positif dan bersikap proaktif,'* yaitu dengan mengadakan
Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan pada tanggal 18-20 Agustus 1990 di
Cisarua Bogor Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas dalam Munas IV
MUI di Hotel Sahid Jaya Jakarta pada 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan
amanat Munas [V MUI ini dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan
bank Islam di Indonesia, dan pada tahun 1992 lahirlah Bank Muamalat
Indonesia (BMI) sebagai bank pertama di Indonesia yang berlandaskan

syariahdalam kegiatan transaksinya."” Kelahiran BMIini kemudian diikuti

Istilah riba secara bahasa berarti tambahan (ziyadah). Dengan kata lain, riba artinya tumbuh dan
membesar. Sedangkan secara terminologi, riba dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan
dari harta pokok secara bafil, sehingga hukumnya diharamkan. Pemberlakuan riba dalam
kehidupan ekonomi dan perbankan haram hukumnya, karena selain bertentangan dengan prinsip-
prinsip keadilan juga menyalahi ajaran Islam. Baca Abdullah Saeed, /s/lamic Banking and Interest:
A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation (Leiden: EJ Brill, 1996),
15.
"' Allah Swt telah memberikan peringatan keras kepada para pelaku riba sekaligus
memerintahkan untuk selalu mengedepankan takwa demi kemaslahatan hidup, yakni berupa

keberuntungan. Firman Allah Swt dalam al—Qgr’an Surat Ali Imran ayat 130:

T Oyl (S0 T 1,850y 2aeald Gl ip)T el ik 2l s

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda]

dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
Tujuan mendasar mengamalkan prinsip-prinsip shari‘ah ialah untuk mendapatkan kemaslahatan
hidup di dunia dan akhirat. Begitu pula dalam dunia perbankan, tujuan penerapan prinsip-prinsip
shari ‘ah ialah untuk mencapai kemaslahatan di bidang ekonomi dan mengharap rida Allah. Baca
Burhanuddin Susanto, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Y ogyakarta: UII Press, 2008), 24.
12 Prakarsa untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. MUI
menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan pada tanggal 18-20 Agustus 1990 di
Cisarua Bogor Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas dalam Munas IV MUI di Hotel Sahid
Jaya Jakarta pada 22-25 Agustus 1990. Munas ini mengamanatkan pembentukan kelompok kerja
untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Lihat Syafii Antonio, Bank Syariah, 25.
' Akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991
dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 dengan modal awal sebesar Rp
106.126.382.000,00. Berdasarkan annual report Bank Muamalat, hingga Februari 2008, Bank
Muamalat Indonesia telah memiliki 89 kantor kas dan lebih 45 outlet yang tersebar di Jakarta,
Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Samarinda. Lihat, www.iirating.com diakses
pada hari Senin, 16 Agustus 2010.
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oleh munculnya bank-bank syariah yang lain, baik yang berbentuk layanan
penuh bank syariah(full branch) maupun yang hanya berbentuk divisi atau
unit usaha syariah saja dari bank konvensional (dual banking system)."* Tidak
ketinggalan, lembaga keuangan lainnya seperti asuransi dan lembaga
investasi juga ikut mengeluarkan produk yang berbasis syariah. Bahkan pada
tahun 2001, Departemen Keuangan Republik Indonesia memprakarsai
pertemuan tim 17 di Bali demi memantapkan visi ekonomi Islam di
Indonesia.

Secara umum produk perbankan syariah ada tiga macam, yaitu (1)
penghimpunan dana, (2) penyaluran dana dan (3) produk jasa. Produk
perbankan syariah di bidang penghimpunan dana ada 3 macam, yaitu giro,
tabungan dan deposito.”” Produk perbankan syariah di bidang penyaluran
dana ada 8 macam, yaitu (1) pembiayaan atas dasar akad mudiarabah,(2)
pembiayaan atas dasar akad musyarakah, (3) pembiayaan atas dasar akad
murabahah, (4). pembiayaan atas dasar akad salim, (5) pembiayaan atas
dasar akad istisna’, (6) pembiayaan atas dasar akad 7jarah, (7) pembiayaan
atas dasar akad gard dan (8) pembiayaan multijasa.16 Sedangkan produk
perbankan syariah di bidang jasa adalah Wakalah,Kafilah, Safe Deposit Box,
Rahn, Rahn Emas, al-Sarf, Pengalihan Utang, Letter of Credit Impor

Syariah, Letter of Credit Ekspor Syari’ah, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia,

" Dual Banking System adalah penyelenggaraan dua sistem perbankan (syariah dan konvensional)
secara berdampingan yang pelaksanaannyadiatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Baca Heri Sudarsono dan Hendi Yogi Prabowo, Istilah-istilah Bank dan Lembaga
Keuangan Syariah (Yogyakarta: UlI Press, 2004), 37.
12 Bank Indonesia, Buku Saku Perbankan Syariah (Jakarta: Bank Indonesia, 2005), 31-48.

Ibid.



Sertifikat Investasi Mudarabah Antarbank (IMA),Syariah Charge Card, Line
Facility (at-Tashilaf) dan al-Qardh."”

Produk-produk perbankan syariah di Indonesia bila dikaitkan dengan
hukum Islam, maka paling tidak terdapat dua kemungkinan jawabannya,
yaitu (1) produk-produk tersebut sudah terdapat jawabannya secara langsung
dalam al-Quran dan Sunah dan (2) produk-produk yang jawabannya tidak
ditemukan landasan shara’ secara eksplisit dalam al-Quran dan Sunah.
Terkait masalah yang pertama, Abdul Wahhab Khallaf (w. 1206
H)menegaskan bahwa tidak dibenarkan berijtihad pada hukum-hukum yang
sudah ada keterangannya secara pasti di dalam al-Quran dan as-Sunah,'®

sesuai dengan ga’idah usul al-figh yang menyatakan:
:;m@ﬂuz;@@;m?wiwv

Adapun terkait masalah yang kedua, yaitu hukum sesuatu yang belum pasti
ada dalam al-Quran dan as-Sunah maka dibutuhkan ijtihad dari ulama yang
memiliki otoritas di bidangnya dalam bentuk fatwa."

Fatwa sebagai hasil ijtihad hukum Islam dianggap sebagai materi
hukum terbaru dan terlama yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.”’ Hal
ini paling tidak karena dua hal: (1) fatwa merupakan respon terhadap

pernyataan tentang masalah baru, sehingga fatwa memberi peluang untuk

"7 Tbid.

'8 Abdul Wahhab Khallaf, ‘Z/m Usul al-Figh (Jiddah: al-Haramain, 2004), 216.

¥Yusuf al-Qardawi, Fatwa: Antara ketelitian dan Kecerobohan, alih bahasa As’ad Yasin (Jakarta:
Gema Insani Press, 1997), v.

* Faisar Ananda Arfa, Sejarah Pembentukan Hukum Islam: Studi Kritis Terhadap Hukum Islam
di Barat (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 39.



memperbesar materi hukum sebagai sumber hukum yang tidak terputus,* dan
(2) sifat tidak mengikatnya fatwa memberikan peluang bagi mufii dalam
berijtihad untuk memberikan jawaban alternatif pemikiran hukum yang
sesuai dengan kebutuhan zaman. Dengan demikian, fatwa memiliki daya
adaptabilitas hukum tinggi, dinamis dan responsif terhadap perubahan dan
keragaman sosial.””

Tugas pemberian fatwadi Indonesia sepenuhnya dilakukan oleh para
ulama, karena istilah-istilah fugaha’ dan mufti tidak dipergunakan secara
umum, meskipun tidak asing sama sekali. Pada permulaan abad ke-20, fatwa-
fatwa di Indonesia telah diberikan oleh ulama secara perseorangan,” dan
pada kuartal kedua abad ke-20, beberapa fatwa telah mulai diberikan oleh
para ulama secara Dberkelompok, seperti yang dilakukan oleh

Muhammadiyah®* dan Nahdlatul Ulama.”’

2l Mohammad Atho Mudzhar, Membaca Gelombangljtihad: Antara Tradisi dan Liberasi
(Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), 90.

22 Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, cet. Ke-3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 12.

2 Pada waktu itu dikabarkan, misalnya tentang seorang alim yang memberikan fatwa haram bagi
orang yang mengenakan pakaian secara Barat. Lihat Mohammad Atho Mudzhar, Farwa-fatwa
Majelis Ulama Indonesia; Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975 —
1988, (Jakarta: INIS, 1993), 4.

# Muhammadiyah yang berpendirian modern, yang didirikan pada tahun 1912, pada mulanya
tidak memperhatikan soal fatwa hingga tahun 1927, sewaktu organisasi itu membentuk suatu
panitia khusus yang diberi nama Majelis Tarjih, yang bertugas menetapkan soal-soal keagamaan
umumnya dan hukum Islam khususnya. Panitia ini dari waktu ke waktu mengadakan rapat dan
menghasilkan fatwa-fatwa yang dihimpun dalam Himpunan Putusan Majelis Tarjih
Muhammadiyah. Soal-soal yang dibahas kebanyakan juga mengenai upacara keagamaan, dengan
beberapa perkecualian seperti soal perbankan dan keluarga berencana. Untuk pengumpulan hasil-
hasil rapat-rapat panitia, lihat Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Himpunan
Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, terbitan
ketiga). Muhammadiyah tidak memberikan sebutan fatwa, melainkan tarjih kepada himpunan itu.

** Pada tahun 1926 para ulama tradisional telah mendirikan perkumpulan Nahdlatul Ulama dan
mulai memberikan fatwa-fatwa bersamaan waktunya dengan kongres pertamanya pada tahun itu
juga. Sejak itu, setiap kongres Nahdatul Ulama, disamping mengeluarkan pernyataan-pernyataan
keorganisasian dan politik, juga menghasilkan fatwa-fatwa mengenai hal-hal yang berkaitan
dengan hukum Islam, yang dikumpulkan dan diterbitkan dengan judul Ahkam al-Fuqaha’. Lihat:



Lembaga bentukan pemerintah yang sering mengeluarkan fatwa
kolektif adalah MUI. Sejak didirikannya pada tahun 1975, MUI telah
mengeluarkan berbagai macam fatwa, di antaranya fatwa tentang upacara
keagamaan, pernikahan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, kedokteran, dan
ekonomi.”® Lahirnya MUI pada awalnya dimaksudkan sebagai jembatan
antara pemerintah dan umat Islam, namun dalam perjalanan selanjutnya MUI
berperan besar dalam kehidupan keberagamaan di Indonesia.

Untuk merespon perkembangan lembaga keuangan syariah, khususnya
perbankan syariah di Indonesia, maka MUI membentuk Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada tanggal 10 Februari
1999 sesuai dengan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia No. Kep-
754/MUI/11/1999. DSN-MUI beranggotakan para ahli hukum Islam (fugaha)
serta para ahli dan praktisi ekonomi, terutama sektor keuangan, baik bank
maupun non bank. Keberadaan ulama dalam struktur kepengurusan
perbankan merupakan keunikan tersendiri bagi perbankan syariah. Para ulama
yang berkompeten di bidang hukum syariah dan aplikasi perbankan memiliki
fungsi dan peranan besar dalam penetapan dan pengawasan pelaksanaan
prinsip-prinsip syariah di perbankan syalriah.2 7

DSN-MUI merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai

kewenangan untuk mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk atau

Pengurus Besar Nahdatul Ulama, Ahkam al-Fuqaha’ fi Muqarrarat Mu’tamarat Nahdat al-
‘Ulama’, Kumpulan Masalah-Masalah Diniyah Dalam Mu’tamar N.U. Ke 1 s/d 15, 2 jilid
(Semarang: Toha Putra, 1960).

%% Baca Atho Mudzhar, Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia.

7 Burhanuddin Susanto, Hukum Perbankan Syariah, 70.
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jasa keuangan syariah di Indonesia serta mengawasi penerapan fatwa
dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.”® Sejak
didirikannya tanggal 10 Februari 1999 hingga tahun 2008, DSN-MUI telah
mengeluarkan sebanyak 75 fatwa yang menjadi landasan syariah bagi
Lembaga Keuangan Syariah.”

Di antara fatwa DSN-MUI sebanyak 75 tersebut, terdapat 39 fatwa
yang memberikan ketetapan hukum Islam bagi praktik perbankan syariah,
khususnya terhadap ketiga jenis produk bank syariah, yaitu penghimpunan
dana, penyaluran dana dan layanan jasa.”® Melalui Peraturan Nomor
7/46/PB1/2005, Bank Indonesia telah mengatur akad penghimpunan dan
penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan
prinsip syariah.”!

Fatwa-fatwa DSN-MUI yang terkait dengan penghimpunan dana ada
3 fatwa, yaitu fatwa tentang giro,”> tabungan®dan deposito.”* Sedangkan
fatwa-fatwa DSN-MUI tentang penyaluran dana ini ada 22 fatwa, dan dibagi
menjadi delapan bagian,® yaitu (1) fatwa tentang pembiayaan atas dasar

akad mudirabah’®(2) fatwa tentang pembiayaan atas dasar akad

*Heri Sudarsono dan Hendi Yogi Prabowo, Istilah-istilah Bank, 36.

2 Fatwa-Fatwa DSN-MUI, www.dsn-mui.com, akses 13 Agustus 2010.

3% Abdul Ghofur Anshori, Payung Hukum Perbankan Syari’ah, UU di Bidang Perbankan, Fatwa
DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 2009), 115-220.

*! Ibid., 284-295

32 Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.

33 Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

3* Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

** Wiroso, Produk Perbankan Syari’ah, dilengkapi UU Perbankan Syari’ah dan Kodifikasi Produk
Perbankan Syari’ah (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), 573.

*® Adapun fatwa DSN tentang pembiayaan atas dasar akad mudirabah ini adalah fatwa DSN No.
07/DSN-MUI/TV/2000 tentang Pembiayaan Mudarabah ( Qirad).
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musyirakah,”’(3) fatwa tentang pembiayaan atas dasar akad murdbahah,’™(4)
fatwa tentang pembiayaan atas dasar akad sakim,(5) fatwa tentang
pembiayaan atas dasar akad istisna’,*’(6) fatwa tentang pembiayaan atas
dasar akad jjiarah'(7) fatwa tentang pembiayaan atas dasar akad gard* dan
(8) fatwa tentang pembiayaan multijasa.*

Adapun fatwa-fatwa DSN-MUI di bidang pelayanan jasa ada 14 fatwa

yaitu fatwa tentang Wakalah,* Kafilah* Safe Deposit Box,” Rahn,”” Rahn

Emas,4831-Sarf,‘49 Pengalihan Utang,SOLetter of Credit Impor Syari’ahﬂ,

37 Adapun fatwa DSN tentang pembiayaan atas dasar akad musydrakah ini adalah fatwa DSN No.
08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

¥ Fatwa-fatwa DSN tentang pembiayaan atas dasar akad murdbahah ini adalah fatwa DSN-MUI
No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000
tentang Uang Muka dalam Murabahah, Fatwa DSN-MUI No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang
Diskon dalam murabahah; Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan
Pelunasan dalam Murabahah;, Fatwa DSN-MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan
Tagihan Murabahah; Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUV/I1/2005 tentang Penyelesaian Piutang
Murdbahah bagi Nasabah tidak Mampu Membayar; Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/11/2005
tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murdbahah, Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUV/11/2005
tentang Konversi Akad Murabahah.

3 Fatwa DSN tentang pembiayaan atas dasar akad safim ini adalah fatwa No. 05/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.

" Adapun fatwa-fatwa DSN yang berkenaan dengan pembiayaan atas dasar akad istisnd’ ini
adalah fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istjsna’ dan fatwa DSN
No.22/DSN-MUV/111/2002 tentang Jual Beli /stisna’ Paralel.

I Adapun fatwa-fatwa DSN yang berkenaan dengan pembiayaan atas dasar akad 7jarah ini adalah
fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Jjarah dan fatwa DSN No. 27/DSN-
MUI/II/2002 tentang al-ljarah al-Muntahiya bi at-Tamfik. Sedangkan fatwa-fatwa DSN lainnya
yang memiliki relevansi dengan pembiayaan multijasa ini adalah fatwa DSN No. 29/DSN-
MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari’ah dan fatwa DSN
No. 30/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syari’ah.

2 Fatwa DSN yang berkenaan dengan pembiayaan atas dasar akad gard ini adalah fatwa DSN
No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qard.

“ Fatwa DSN yang berkenaan dengan pembiayaan multijasa ini adalah fatwa DSN No. 44/DSN-
MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.

* Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah

% Fatwa DSN No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah

46 Fatwa DSN No. 24/DSN-MUV/III/2002 tentang Safe Deposit Box

47 Fatwa DSN No. 25/DSN-MUV/III/2002 tentang Rahn

“ Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas

* Fatwa DSN No. 28/DSN-MUV/II1/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sarf)

>0 Fatwa DSN No. 31/DSN-MUI/V1/2002 tentang Pengalihan Utang

>! Fatwa DSN No. 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Impor Syariah
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Letter of Credit Ekspor Syari’ah”  Sertifikat Wadiah Bank
Indonesia,’*Sertifikat IMA (Investasi Mudharabah Antarbank),”* Syariah
Charge Card,” Line Facility (at-Tashilat)’® dan al-Qardh.”’

Dari paparan di atas, terlihat jelas demikian urgennya kedudukan
fatwa DSN-MUI bagi perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan
usahanya. Fatwa DSN-MUI mempunyai peranan penting dalam upaya
pengembangan produk hukum perbankan syariah. Hal ini berarti, kedudukan
fatwa DSN-MUI menempati posisi yang strategis bagi kemajuan ekonomi
dan perbankan syariah di Indonesia.

Oleh karena itu, menurut hemat penulis, fatwa DSN-MUI menarik
untuk dikaji mengingat:

1. Pada tataran teoritis, dewan ini menggali, meneliti, mengkaji, membahas
dan memutuskan masalah-masalah yang amat urgen untuk ditetapkan
kepastian hukumnya dalam praktlk perbankan syariah.

2. Sedangkan dalam tataran praktis, fatwa DSN-MUI dijadikan sebagai
landasan hukum Islam dalam praktik perbankan syariah khususnya dan
ekonomi syariah pada umumnya, baik oleh praktisi Lembaga Keuangan
Syariah (LKS) maupun masyarakat Indonesia, terutama yang beragama

Islam.

>? Fatwa DSN No. 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C)Ekspor Syariah
>3 Fatwa DSN No. 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia

34 Fatwa DSN No. 38/DSN-MUI/X/2002 tentang IMA

>> Fatwa DSN No. 42/DSN-MUI/V/2004 tentang Syariah Charge Card

°6 Fatwa DSN No. 45/DSN-MUI/II/2005 tentang Line Facility (at-Tashilat)

>7 Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IX/2002 tentang al-Qardh
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Fatwa DSN-MUItidak dapat dilepaskan dari sumber-sumber hukum
atau landasan syariah yang digunakan sebagai acuan dalam mencari jawaban
terhadap masalah figh mu’amalah yang dibahas. Landasan syariah yang
dimaksud yaitu al-Quran, Sunah, Ijmak, Qiyas, dan lain-lain. Dari sini timbul
pertanyaan, bagaimana implementasi al-Quran, Sunah, Ijmak, Qiyas dan
manhaj yang lain sebagai rujukan DSN-MUI guna menetapkan suatu
keputusan hukum.

Mekanisme dan proses keluarnya fatwa DSN-MUI secara teoritis
telah ada aturannya sebagaimana pedoman dan tata cara penetapan fatwa
MUI. Dari sini yang perlu diperhatikan dan dicermati adalah apakah ada
kesamaan atau perbedaan metode fatwa antara MUI dan DSN-MUI. Bila
terdapat persamaan, mengapa perlu dibentuk DSN-MUI. Namun bila terdapat
perbedaan, maka metode apakah yang digunakan oleh DSN-MUI.

Secara umum fatwa bersifat tidak mengikat, sebagaimana fatwa-
fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI selama ini. Namun dalam hal
keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, fatwa DSN-MUI dijadikan
sebagai landasan hukum syariah bagi produk-produk perbankan syariah. Dari
sini timbul pertanyaan, bagaimana tingkat kekuatan fatwa DSN-MUI sebagai
landasan syariahdalam praktik perbankan syariah dan sejauh mana respon
DSN-MUI terhadap munculnya produk perbankan syariah.

Berpijak dari deskripsi di atas, penulis berusaha mengadakan
penelitian dan memberikan analisis untuk mengkritisi fatwa DSN-MUI

dengan berangkat dari refleksi terhadap landasan syariah yang digunakannya,
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metode yang diterapkan dalam pengambilan fatwanya, dan solusinyaatas
problematika praktik figh mu’amalah pada perbankan syariahdi Indonesia.
Analisis dengan kerangka pemikiran demikian diharapkan dapat memahami
sinkronisasi antara fatwa DSN-MUI sebagai teori dengan praktiknya di
lapangan dalam menghadapi permasalahan umat di bidang figh mu’amalah.
Penelitian ini berjudul “Figh Bank Syariah: Sebuah Telaah Kritis atas Fatwa
DSN-MUI sebagai Solusi Problematika Praktik Figh Mu’amalah pada Bank

Syariah di Indonesia”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah
1. Identifikasi Masalah
Agar disertasi dengan judul “Figh Bank Syariah: Sebuah Telaah Kritis
atas Fatwa DSN-MUI sebagai Solusi Problematika Praktik Bank Syariah di
Indonesia” ini fokus pada permasalahannya,maka perlu identifikasi
masalahsebagai berikut:
a. Figh
Figh merupakan ilmu tentang masalah-masalah syar’iyyah (ajaran
agama) praktis yang berkenaan dengan ibadat (peribadatan), mu’amalat
(transaksi dalam masyarakat), munakahat (pernikahan) dan ‘uqubat
(hukuman),”® Secara teknis figh menunjuk pada ilmu tentang perumusan
hukum Islam dari dalil-dalil yang terdapat dalam sumber-sumber hukum

Islam. Dalam kaitan ini, figh juga berarti poskk hukum Islam yang telah

*% Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa’il 1926-1999 (Yogyakarta: LkiS,
2004), 2.
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dirumuskan.”® Dalam pandangan Abdul Wahhab Khallaf, figh adalah
kumpulan hukum-hukum syariah yang berkenaan dengan perbuatan
manusia yang diambil dari dalil-dalilnya secara detail.*’

Adapun figh yang dimaksudkan di sini, adalah proses penggalian
hukum dari dalil-dalil yang taf$hil (rinci) merupakan kegiatan akal pikiran
melalui ijtihad dalam mengeksplorasi dan merumuskan kajian yang
berkaitan dengan hukum-hukum bank syariah yang berkembang
dilndonesia.

b. Bank Syariah

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank
Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan
prinsip hukum islam atau syariah. Laba pada bank syariah tidak

didasarkan pada sistem bunga seperti pada bank konvensional,’'

namun
berorientasi bagi hasil. Bank syariah menurut jenisnya terdiri atas Bank
Umum Syariah® dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.”* Bank Umum

Syariah merupakan bank umum yang melakukan kegiatan usaha

berdasarkan prinsip syariat Islam, termasuk unit usaha syariah dan kantor

%% Abu Ameenah Bilal Philips, Asal-usul dan Perkembangan Figh; Analisis Historis atas Mazhab,
Doktrin dan Kontribusi (Bandung: Nusa Media, 2005), xv.

5 Abdul Wahab Khallaf, Zimu Ushul Figh; Kaidah Hukum Islam, Terj. Faiz el-Muttagin, (Jakarta:
Pustaka Amal, 1977), 1.

' Baca Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 7.

%2 Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu
lintas pembayaran. Baca Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 8

% Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Baca Undang-undang Republik Indonesia Nomor
21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 9
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cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip
syariat Islam®. Adapun yang dimaksud dengan unit usaha syariat adalah
unit kerja di kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai
kantor induk dari kantor cabang syariah.

c. Sebuah Telaah Kritis

Suatu kegiatan penelitian, pembahasan dan pengkajian secara

objektif dan kritis terhadap masalah yang diteliti. Dalam kaitannya
dengan penelitian terhadap DSN-MUI, maka penelitian ini bukan sekedar
mendeskripsikan dan membandingkan, namun juga mencermati dan
mengkritisi DSN-MUI dalam hal penggunaan dalil-dalil hukum, metode
istinbat hukum yang digunakan dalam menetapkan fatwa, dan hasil-hasil
fatwanyayang dijadikan solusi problematika praktik bank syariah di
Indonesia.

d. Fatwa

Ibnu Manzur(w. 711 H) mendefinisikan fatwa sebagai berikut:

doll @l o Y1ge sl

“... memberikan fatwa tentang suatu perkara berarti menjelaskan

kepadanya“®®

Definisi ini mengandung pengertian bahwa fatwa ialah suatu

istilah bahasa Arab yang memberi arti pernyataan hukum mengenai

*Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan
telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

% Muhammad bin Mukrom Ibn Manzur, Lisan al-Lisan; Tahzib Lisan al-‘Araby (Beyrut : Dar al-
Kutub al-Ilmiyyah, 1993 M/ 1413 H.), 298.
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sesuatu masalah yang timbul kepada siapa yang ingin mengetahuinya.
Dengan kata lain fatwa berarti menerangkan hukum-hukum Allah SWT.
dengan berdasarkan pada dalil-dalil shar’i secara umum dan menyeluruh.
e. DSN-MUI
DSN-MUI adalah lembaga khusus yang dibentuk MUI yang
bertugas menangani masalah-masalah terkait dengan sistem ekonomi
syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan al-Quran dan Sunah. DSN-
MUI dibentuk pada tanggal 10 Februari 1999, dengan Surat Keputusan
(SK) MUI No. Kep-754/MUI/I1/1999.%
2. Batasan Masalah
Penelitian ini dibatasi hanya pada 39 fatwa DSN-MUI yang
menjadi landasan produk-produk perbankan syariah di bidang
penghimpunan dana, penyalurandana dan layanan jasa perbankan
syariahdalam domain hukum figh,*” yakni penyelesaian problem figh
(masail fighiyyah)atas produk-produk perbankan syariah di Indonesia
yang dilakukan oleh DSN-MUI.
C. Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang penulis asumsikan sebagai problem akademis
dalam disertasi ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan fatwa dalam istinbat hukum Islam?

% Burhanudin Susanto, Hukum Perbankan Syariah, 69-70.

%7 Hal ini didasarkan atas pertimbangan:
a. Sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuni penulis, yakni figh (Aar7’ah).
b. Figh merupakan masalah yang paling banyak muncul di masyarakat
c. Masalah-masalah figh mendominasi fatwa DSN-MUI
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2. Bagaimana kontribusi MUI dalam pengembangan bank syariah di

Indonesia?

3. Bagaimana aktualisasi fatwa DSN-MUI sebagai solusi problematika

praktik bank syariah di Indonesia?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

L.

Tujuan penelitian
Di samping untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis yang
ditetapkan oleh Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya guna
memperolehgelar doktor dalam Program Studi Studi Islam, penelitian ini
juga bertujuan untuk:
a. Mengetahui kedudukan fatwa dalam istinbat hukum Islam.
b. Mengetahui kontribusi MUI dalam pengembangan bank syariah di
Indonesia.
c. Mengetahui aktualisasi fatwa DSN-MUI sebagai solusi problematika
praktik bank syariah di Indonesia.
Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian ini dalam tataran teoritis adalah sumbangsih
pikiran bagi khazanah pemikiran hukum Islam di Indonesia, terutama
mengenai figh al-iqtisadiyyah al-islamiyyah (hukum ekonomi Islam) dan
metode istinbat hukum yang dikembangkan oleh DSN-MUI dan sebagai

kajian objektif terhadap keputusan hukum figh yang dihasilkannya.
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Sedang dalam tataran praktis, disertasi ini diharapkan akan
menjadi jawaban bagi keraguan umat Islam mengenai peran fatwa DSN-
MUI sebagai landasan praktik bank syariah di Indonesia. Sehingga, hasil
penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi yang besar bagi semua
pihak yang berkepentingan dalam pengembangan bank syariah di
Indonesia.

E. Kerangka Teoritik

Era globalisasi yang melanda dunia ini ditandai dengan perkembangan
dunia yang semakin maju disertai perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang pesat dalam beberapa bidang kehidupan masyarakat telah
membawa pengaruh yang besar di segala bidang, termasuk persoalan-
persoalan hukum.® Masyarakat Islam sebagai suatu bagian yang tidak
terpisahkan dari dunia, tidak dapat melepaskan diri dari persoalan-persoalan
yang menyangkut kedudukan hukum suatu persoalan.

Persoalan-persoalan baru yang status hukumnya sudah jelas dan tegas
yang dinyatakan secara eksplisit dalam al-Quran dan al-Hadis, tidak akan
menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat Islam. Akan tetapi, terhadap
persoalan-persoalan baru yang belum jelas status hukumnya dalam kedua
sumber itu, menuntut para ulama diperlukan jawaban yang cepat dan tepat
agar hukum Islam menjadi responsif dan dinamis. Di sinilah letak
strategisnya posisi ijtihad sebagai instrumen untuk melakukan ‘social

engineering’.

o8 Az-Zarqa, Hukum Islam dan Perubahan, 45.
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[jtihad mengandung banyak pengertian, bisa berarti pengerahan
kemampuan seorang mujtahid dalam rangka memperoleh pengetahuan
tentang hukum syara’® atau mengerahkan segenap kemampuan guna
memperoleh hukum syara’ yang bersifat praktis dengan cara istinbat,”® atau
mencurahkan kemampuan seorang ahli figh dalam ber-istinbath hukum yang
bersifat operasional dari dalil-dalilnya yang terperinci.”’

Dari definisi tersebut dapat diperoleh pengertian tentang komponen
pokok ijtihad, yaitu:

1. Ijtihad adalah suatu usaha yang maksimal

2. Ijtihad harus (dan hanya dapat) dilakukan oleh orang yang ahli.”*
3. Lapangan ijtihad adalah hukum shara’yang bersifat zanniy.

4. ljtihad harus ditempuh melalui cara istinbat

5. Status hukum hasil dari ijtihad adalah zanniy (bersifat dugaan).”

Hukum-hukum yang dicapai dengan ijtihad ulama bersifat dinamis dan
elastis, karena ia berubah sesuai dengan perubahan ruang dan waktu. Di

samping itu karena kemaslahatan umat manusia itu menjadi tujuan pokok

hukum Islam, maka wajar jika terjadi perubahan hukum sebagai bentuk

5 Abu Hamid Muhammad al-Ghazaliy, al-Mustashfa min “Ilm al-Usul (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1993), 342.

" Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Shawkaniy, Irshad al-Fuhul (Beirut: Dar al-Fikr, tt),
250.

" Muhammad Abu Zahrah, Usi/ al-Figh (Kairo: Dar al-Fiqr al-Arabi, t.t.), 301.

7 i of BN s 3y ol Al £ clid bt Blas) e (DL a5 LU Wl 501 Dy )l
ol gb a2l i iy e ae I ey s degde il iy ool 3 sl d 7l W Gl a2l
BEVE U | JEURE=Ve L UPUR{ P PR I

Uraian lebih lengkap dapat dilihat pada: Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-

Shatibi, Al-Muwataqat fi Usul al-Shari‘ah, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Kutub ‘Ilmiyah, 2009), 49.
> Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU, 99



21

adaptasi dan fleksibilitas hukum berdasarkan kebutuhan dan perkembangan
permasalahan yang dihadapi masyarakat Islam di era saat ini.’* Sehingga
kegiatan ijtihad di masa sekarang dan masa mendatang menurut Yusuf al-
Qaradhawi dapat dilakukan melalui tiga bentuk ijtihad, yaitu ijtihad dalam
bentuk perundang-undangan, ijtihad dalam bentuk fatwa dan ijtihad dalam
bentuk penelitian dan studi.”

Dalam melakukan ijtihad, menurut Ma’ruf ad-Dawalibi yang dikutip
oleh Wahbah az-Zuhaili dikenal tiga macam metode, yaitu metode
bayaniy,qiyasiy dan istislahiy.”® Metode ijtihad bayaniy adalah ijtihad yang
dilakukan untuk menjelaskan hukum-hukum shara’dengan cara mendasarkan
argumentasi secara normatif pada otoritas teks nas shara’ (al-Quran dan
Sunah). Metode ini membicarakan cara pemahaman suatu ngs, baik al-Quran
maupun Sunah, dari berbagai aspek yang mencakup makna /afaz sesuai
bentuknya, seperti ‘am (umum), khas (khusus), mutlag (tak terbatas),
mugqgayyad (terbatas), dan lain sebagainya.

Sedangkan metode ijtihad giyasi adalah suatu cara istinbat hukum
dengan membawa sesuatu yang belum diketahui hukumnya kepada sesuatu
yang sudah diketahui hukumnya melalui nas (baik al-Quran maupun Sunah)

dalam rangka menetapkan atau menafikan hukumnya karena ada sifat-sifat

™ Yusuf al-Qardawi, a/-Fatawa Baina al-Indibaf wa at-Tasayyub (Surabaya: Risalah Gusti, 1995),
55.

> Tbid.

® Wahbah az-Zuhaili, Usal al-Figh al-Islamiy, Juz II (Damaskus, Dar al-Fikr, 1986), 1040-1041.
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yang mempersatukan antara keduanya.”’ Dalam pelaksanaannya, metode ini
membutuhkan terpenuhinya empat unsur, yaitu kejadian yang sudah ada nas-
nya (as/), kejadian baru yang belum ada ketetapan hukumnya (far’u), sifat-
sifat khusus yang mendasari ketentuan hukum ( 7//¢f) dan hukum yang
dilekatkan pada kejadian atau peristiwa yang sudah ada nas-nya (hukum a/-
‘as).”® Termasuk dalam kategori metode giyasi ini adalah istihsan, yaitu
beralih dari suatu hasil giyas kepada hasil giyas lain yang lebih kuat, atau
mentakhsis hasil giyas dengan hasil giyas lain yang lebih kuat.”” Dalam
rangka mencari yang terbaik (istihsan), mujtahid beralih dari hasil giyas
pertama dengan hasil giyds kedua.*® Hal ini dilakukan demi memenuhi
kebutuhan riil masyarakat yang sesuai dengan asas kemaslahatan.

Adapun metode ijtihad istislahi adalah ijtihad yang dilakukan untuk
menetapkan hukum shara’terhadap permasalahan baru yang tidak ditemukan
dalilnya dalam al-Quran maupun Sunah dengan cara penalaran yang
didasarkan pada asas kemaslahatan (al-maslahah al-mursalah) yang sesuai
dengan magqgasid al-syari "ah (tujuan pokok syariat Islam), yang mencakup tiga
kategori, yaitu daruriyyat (pokok), hajjiyyat (penting) dan tahsiniyyat

(penunjang). Beberapa metode yang dapat dikategorikan sebagai metode

" Abdul Hakim ‘Abdur Rahman, Mabahith al-‘illat fi al-Qiyas ‘Inda al-Usuliyyin (Beirut: Dar al-
Basyar al-Islamiyyah, 1886), 36.

"8 Ibid., hlm. 36-92; lihat juga Zaidan, a/-Wajiz fi Usul, 208-212.

" Abdul Wahab Khallaf, Masadir al-Tashri’ al-Islami fi ma la NassaFih (ttp: Dar al-Qalam,
1970), 69.

% Menurut Husain Hamid Hasan mengutip al-Sarakhsiy yang menjelaskan, bahwa istihsin itu
pada hakekatnya melakukan dua kajian giyas. Hasil kajian pertama cukup jelas kaitannya dengan
‘asl tapi kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat, sedang hasil kajian kedua kurang kuat
kesamaannya dengan ‘as/ tetapi cukup relevan dengan kebutuhan masyarakat. Baca Husain
Hamid Hassan, Nadhariyyat al-Maslahah fi al-Figh al-Islami, (Beirut: Dar an-Nahdah al-
‘Arabiyyah, 1971), 587.
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istislahi adalah al-maslahah al-mursalah (kemaslahatan yang tidak terdapat
acuan nas-nya secara eksplisit), al-istishab (pada dasarnya segala sesuatu itu
hukumnya boleh), bara’ah az-zimmah (pada dasarnya sesuatu itu tidak
terbebani hukum, yang populer dengan istilah praduga tak bersalah), shadd
adh-dhara’i (menutup jalan yang menuju pada terjadinya pelanggaran hukum)
dan ‘urf(adat kebiasaan yang baik)."’

Hukum Islam akan berperan secara nyata kalau ijtihad ditempatkan
secara proporsional dalam mengantisipasi dinamika sosial dengan berbagai
macam persoalan yang ditimbulkannya.*”Hal ini disebabkan karena hukum
Islam adalah hukum yang bersifat dinamis, fleksibel dan elastis. Ketika nas-
nas al-Quran dan Sunah sudah tidak mampu untuk menjawab permasalahan-
permasalahan ekonomi kontemporer saat ini, maka jalan ijtihad merupakan
solusi untuk menjawab semua permasalahan baik secara individu maupun
kolektif. Bahkan ijtihad sudah diberlakukan sejak pertama kali wahyu
diturunkan, yaitu pada zaman Nabi Muhammad saw.® Selain Nabi
Muhammad saw, para sahabat seperti Umar bin Khattab juga telah

melakukan ijtihad.®

1 Ahmad Zahro, Lajnah Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama 1926-1999 (Telaah Kritis Terhadap
Keputusan Hukum Figih). Disertasi UIN Sunan Kalijaga, 2001, 104. Disertasi ini telah
diterbitkan dalam bentuk buku yang berjudul Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa’il
1926-1999, (Yogyakarta: LkiS, 2004).

82 Ridwan, “Hukum Islam dan Perubahan Sosial’, dalam http://www.pdfqueen.com/html/, akses
18 februari 2010.

% Noor Ahmad, dkk., Epistimologi Syara’: Mencari Format Baru Figh Indonesia. Cet. Ke-1
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 93. Lihat juga Amir Mu’alim dan Yusdani, /jtihad Suatu
Kontroversi antara Teori dan Fungsi, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Titian [lahi Press, 1997), 68.

¥ Pembahasan lengkap mengenai ijtihad-ijtihad Umar bin Khattab bisa dibaca dalam Atho
Mudzhar, Membaca Gelombang Ijtihad, 39-60.
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Dilihat dari jumlah pelakunya, ijtihad dibagi menjadi dua, yakni 7jtihad
fardi(ijtihad secara individu) dan jjtihad jama (ijtihad secara kolektif)®’.
Pengertian ijtihad fardi yaitu ijtihad yang dilakukan secara mandiri dan
sendiri oleh seorang mujtahid, baik dalam hal metode dan prosedur penetapan
hukum suatu masalah maupun dalam kaitan proses pengambilan
keputusannya. Sedangkan J7jtihad jama’iy adalah ijtihad yang dilakukan
secara bersama-sama oleh sekelompok orang mujtahid dengan potensi
keahlian yang berbeda. Jenis mujtahid fardiy sekarang ini sulit ditemukan,
karena pada dirinya harus terdapat beberapa disiplin ilmu yang memadai
sebagai persyaratan dan modal ijtihad. Sedangkan mujtahid jamaiy lebih
mungkin dan bahkan layak dilakukan saat ini guna menutupi
kekurangan/kelemahan pada pribadi masing-masing mujtahid, sekaligus
menghimpun berbagai potensi guna mendapatkan hasil ijtihad yang
memadai.®

Salah satu bentuk ijtihad kolektif oleh suatu lembaga di Indonesia
adalah ijtihad kolektif yang dilakukan oleh DSN-MUI. DSN-MUI sebagai
pemegang otoritas pemberi fatwa di Indonesia yang mempunyai fungsi
melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang
berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah, yaitu perbankan
syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah dan

akuntansi syariah. Salah satu tugas pokok DSN-MUI adalah mengkaji,

¥ Khairul Umam dan A. Achyar Aminuddin, Ushul Figh 2 untuk Fakultas Syari’ah Semua
Jurusan (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 134.
8 Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU, 105.
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menggali dan merumuskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam
bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di Lembaga
Keuangan Syariah, khususnya perbankan syariah.

Kaidah wshul figh yang bisa digunakan untuk mengkritisi fatwa yang
dikeluarkan oleh DSN-MUI di bidang produk perbankan syariah adalah

kaidah yang disampaikan oleh Al-Imam Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman bin Abi

Bakr al-Suyufi (w. 911 H)*’ yaitu ool sseY! artinya segala sesuatu itu

tergantung kepada tujuannya. Sedangkan kaidah untuk menangani masalah-

masalah pada Lembaga Keuangan Syariah, khususnya perbankan syariah bisa

digunakan kaidah** i\ by el de oYl Ojasyang mengandung

pengertian bahwa apa yang dilakukan oleh DSN-MUI itu dalam rangka

kemaslahatan umat.

F. Studi Terdahulu
1. Studi terdahulu terkait fatwa atau metode ijtihad
Kajian tentang fatwa-fatwa MUI sudah cukup banyak dilakukan. Di
antaranya adalah disertasi yang ditulis oleh Mohammad Atho Mudzhar
dengan judul Fatwa’s of The Council of Indonesia Ulama: A Study Of
Islamic Legal Thought in Indonesian 1975-1988. Disertasi ini telah

diterbitkan oleh INIS dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa

87 Al-Imam Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyufi, a/-Ashbah wa al-Nadha'ir fi al-
Furu’ (Surabaya: Irama Minasari, t.t.), 6.
¥ bid., 83.
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Inggris. Atho Mudzhar melakukan penelitian yang tujuannya adalah untuk
mengetahui materi fatwa yang dikeluarkan oleh MUI sejak berdiri di tahun
1975 sampai saat penelitian itu dilakukan di tahun 1988 serta latar belakang
sosial politik yang melatarbelakangi timbulnya fatwa tersebut.®

Karya lain Mohammad Atho Mudzhar adalah bukunya yang berjudul
Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik dan buku Membaca
Gelombang Ijtihad antara Tradisi dan Liberasi. Kedua buku tersebut
membahas tentang fatwa MUI, yaitu membahas tentang metodologi
perumusan fatwa dan memaparkan ringkasan dari hasil penelitian
sebelumnya, di antaranya tentang latar belakang sosial politik yang mengitari
perumusan fatwa-fatwa MUI antara tahun 1975-1988.%

Sedangkan penelitian tentang metode ijtihad lembaga sejenis MUI,
namun milik institusi atau organisasi kemasyarakatan Islam, adalah seperti
yang telah dilakukan oleh Ahmad Zahro’' yang memfokuskan pada metode
ijtihad Lajnah Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama dan hasil-hasilnya sejak
muktamar tahun 1926 di Surabaya sampai dengan muktamar ke-30 tahun

1999 di Lirboyo Kediri. Ada pula Fathurrahman Djamil®® yang fokus pada

% Kajian ini merupakan disertasi doktornya di Universitas of California, Los Angeles USA. Dan
telah diterbitkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Fatwa-Fatwa Majelis Ulama’ Indonesia:
Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (1975-1988), edisi dwibahasa
(Jakarta: INIS, 1993).

% Mohammad Atho Mudzhar, Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 1998).

! Ahmad Zahro, Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, 1926 — 1999 (Telaah Kritis terhadap
Keputusan Hukum Figih, Disertasi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001. Disertasi ini
telahditerbitkan dalam bentuk buku dengan judul Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa’il
1926-1999, (Yogyakarta: LkiS, 2004).

°2 Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah (Jakarta: Logos Publishing
House, 1995).
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kajian metodologis mengenai ijtihad di Majelis Tarjih Muhammadiyah, lalu
Dede Rosyada’ fokus pada kajian metodologis mengenai ijtihad di Dewan
Hisbah Persis (Persatuan Islam) dan Kholidah® yang fokus pada kajian
metodologis mengenai ijtihad di Jam ’iyatul Washliyah.

Adapun karya ilmiah dalam bentuk tesis yang penulis temukan terkait
dengan metode ijtihad dalam fatwa-fatwa DSN-MUI adalah tesis yang ditulis
oleh Alwan Shobari dengan judul Studi Metode Ijtihad dalam Fatwa-fatwa
Dewan Syari’ah Nasioanl (DSN) tentang Pembiayaan di Perbankan Syari’ah
Tahun 2000-2005. Dalam tesis ini ditemukan metode ijtihad bayani dan
giyasi yang digunakan oleh DSN-MUI dalam memberikan fatwa terhadap
pembiayaan di perbankan syariah. Penggunaan kedua metode tersebut dalam
rangka mewujudkan magqgasid al-shariah yang bermuara pada asas
kemaslahatan®.

Yang terbaru, oleh Muhammad Maksum. Fatwa Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam Merespon Produk-
Produk Ekonomi Syariah Tahun 2000-2011 (Studi Perbandingan dengan
Fatwa Majelis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia). Sekolah
Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Agustus 2013; Disertasi ini
membuktikan bahwa fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

Indonesia (DSN-MUI) merespon pertumbuhan produk ekonomi syariah

» Dede Rosyada, Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,
1999).

% Kholidah, Metode Ijtihad Dewan Fatwa al-Jam’iyatul Washliyah Periode 1988-1998 (Tesis
MA, TAIN Sumatera Utara, Medan, 2000). Tesis ini tidak diterbitkan.

> Alwan Shobari, Studi Metode Ijtihad dalam Fatwa-fatwa Dewan Syari’ah Nasioan! (DSN)
tentang Pembiayaan di Perbankan Syari’ah Tahun 2000-2005. (Tesis pada Program Magister
Studi Islam UIN Yogyakarta Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah, 2010). Tesis tidak diterbitkan.
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dengan mengesahkan kombinasi akad, inovasi pendapatan, dan syarat
tambahan. Longgarnya fatwa dalam merespon pertumbuhan ekonomi
semakin memperbesar peluang pengembangan produk keuangan syariah.
Fatwa DSN-MUI mengesahkan kombinasi gard-mu‘awaat dan pendapatan
gard yang diambil dari kombinasi gard-ijarah, sedangkan MPS Malaysia
melarangnya. Tatkala MPS mengesahkan bay‘ al‘inah untuk banyak produk,
DSN-MUI menggunakannya secara terbatas dan karena darurat. DSN-MUI
menghindari bay* al-‘inah dengan alternatif sale and /ease back. Dasar hukum
fatwa DSN-MUI dan MPS adalah Al-Quran, hadis, kaidah figh, dan pendapat
ulama (klasik dan kontemporer). Di setiap fatwa DSN-MUI terdapat sumber
hukum hadis dan hampir semua fatwa DSN-MUI melansir kaidah figh,
sedangkan pada fatwa MPS paling banyak merujuk hadis dan fatwa lembaga
lain. DSN-MUI terbatas dalam merujuk fatwa lembaga lain.

Hasil disertasi ini memperkuat pendapat Mervyn K. Lewis (2008), ‘Abd
al-Jabbar Hamd ‘Abid al-Sibhani (2003), dan Abdullah Saeed (2006) yang
menyatakan model kontrak figh tidak diterapkan secara utuh dalam kegiatan
keuangan syariah. Fatwa harus menetapkan diversifikasi produk, terutama
dengan melakukan kombinasi akad untuk memenuhi kompleksitas transaksi
modern dan menghindari riba. Disertasi ini juga mendukung pendapat
Shamim Ahmad Siddiqui (2010) dan Asyraf Wajdi Dusuki and Abdelazeem
Abozaid (2008) seputar upaya dan klaim LKS menghindari riba. LKS masih
banyak menggunakan produk pembiayaan berbasis utang yang rentan

terhadap praktik bunga yang diharamkan. Disertasi ini berbeda dengan
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pendapat Adiwarman A. Karim, M. Nadratuzzaman dan Ma'ruf Amin yang
menempatkan fatwa DSN-MUI tidak lebih longgar dari fatwa MPS. Fatwa
DSN-MUI, menurut Ma'ruf Amin, menjembatani longgarnya fatwa MPS dan
konservatisme fatwa Timur Tengah. Disertasi ini juga membantah pendapat
Umar Ibrahim Vadillo dan vi Zaim Saidi (2003) yang menilai praktik
perbankan syariah tidak sesuai dengan Islam karena masih terlibat dengan
penggunaan uang kertas yang menimbulkan riba. Fatwa DSN-MUI telah
berupaya, terutama dengan metode hilah shar‘iyah, keluar dari riba yang
diharamkan.
2. Studi terdahulu terkait DSN-MUI

Karya ilmiah yang membahas tentang fatwa-fatwa DSN-MUI dalam
bentuk skripsi misalnya tulisan Bambang Isnianto dengan judul Fatwa-Fatwa
Ekonomi DSN-MUI (Studi Terhadap Fatwa DSN No. 28/DSN-MUI/IIl/2002
Tentang Jual Beli Mata Uang). Dalam skripsi ini dibahas tentang latar
belakang perumusan fatwa jual beli mata vang ( as-sharf), bagaimana landasan
filosofi hukum yang dijadikan dalam dasar penetapan fatwa tersebut, dan
bagaimana istinbath hukum yang dilakukan DSN-MUI dalam merumuskan
fatwa tersebut.”®

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Siti Solikhah dengan judul 7injauan
Hukum Islam Mengenai Wa’ad Jual-Beli dalam al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-

Tamlik (Studi atas Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/I1I/2002). Dalam skripsi ini

% Bambang Isnianto, Fatwa-Fatwa Ekonomi DSN-MUI (Studi Terhadap Fatwa DSN No.
28/DSN-MUIIT/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang), (Skripsi pada Fakultas Syari’ah Jurusan
Mu’amalat, UIN Sunan Kalijaga, 2008). Skripsi tidak diterbitkan.
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dibahas mengenai deskripsi jual beli sebagai hak opsi dalam /easing dan jual
beli sebagai wa’ad dalam al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik dengan melihat
diperbolehkannya satu akad dan satu wa’ad dalam jual beli.”’

Kemudian ada tesis yang berjudul Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 25
dan 26 Di Pegadaian Syari’ah (Studi Kasus di Pegadaian Syari’ah
Yogyakarta) yang ditulis oleh S. Sodriyatun. Dalam tesis tersebut, yang
menjadi pokok masalahnya adalah bagaimana pemahaman pengelola cabang
Pegadaian Syariah Yogyakarta tentang fatwa DSN-MUI No. 25 dan 26, serta
bagaimana penerapan fatwa DSN-MUI No. 25 dan 26 di Pegadaian Syari’ah
Yogyakarta.”®

Karya ilmiah lain dalam bentuk tesis adalah tesis yang ditulis oleh
Ambari dengan judul Fatwa DSN-MUI Sebagai Hukum Materiil Peradilan
Agama (Suatu Tinjauvan Yuridis di Indonesia). Dalam tesis tersebut, pokok
masalah yang diteliti adalah Bagaimana Kedudukan Fatwa-Fatwa DSN-MUI
dalam Tata Urutan Perundang-Undangan dan Apakah Fatwa DSN-MUI
mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

Sedangkan kajian ilmiah lainnya tentang fatwa DSN-MUI ini adalah
tulisan Rahmani Timorita Yulianti dalam jurnal Ekonomi Islam La Riba yang

berjudul Pola Ijtihad Dewan Syari’ah Nasional MUI tentang Produk

7 Siti Solikhah, Tinjauan Hukum Islam Mengenai Wa’ad Jual-Beli dalam al-Ijarah al-
Muntahiyah bi al-Tamlik (Studi atas Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/II/2002), (Skripsi pada
Fakultas Syari’ah Jurusan Mu’amalat, UIN Sunan Kalijaga, 2008). Skripsi tidak diterbitkan.

% S. Sodriyatun, Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 25 dan 26 Di Pegadaian Syari’ah (Studi Kasus
di Pegadaian Syari’ah Yogyakarta), Tesis pada Magister Studi Islam (MSI) UIl Yogyakarta
Konsentrasi Hukum Bisnis Syari’ah, 2008). Tesis tidak diterbitkan.

% Ambari, Fatwa DSN-MUI Sebagai Hukum Materiil Peradilan Agama (Suatu Tinjauan Yuridis
di Indonesia). Tesis pada Magister Studi Islam (MSI) Ul Yogyakarta Konsentrasi Hukum Bisnis
Syari’ah (2007), Tesis tidak diterbitkan.
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Perbankan Syari’ah yang dititikberatkan pada pola ijtihad apa yang paling
banyak dipergunakan dalam penetapan fatwa DSN-MUI tentang produk
perbankan syariah serta faktor apa yang melatarbelakangi pertimbangan
penectapan fatwa DSN-MUI tentang produk perbankan syariah.'”Tulisan
Ramani Timorita Yulianti ini membahas fatwa-fatwa DSN-MUI sebelum
tahun 2002.

Selanjutnya, Ahyar A. Gayo, S.H., M.H. Laporan Akhir Penelitian
Hukum Tentang Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong
Pelaksanaan Ekonomi Syariah. Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum Dan HAM RI Tahun 2011; Penelitian ini adalah
penelitian yuridis sosiologis dan bersifat deskriptif, dengan menggunakan
data primer berupa wawancara kepada lembaga perbankan syariah, Bank
Indonesia serta para ahli dan data sekunder berupa bahan hukum primer dan
sekunder.

Hasil penelitian Ahyar Gayo menyimpulkan bahwa Fatwa DSN-MUI
merupakan perangkat aturan kehidupan masyarakat yang bersifat tidak
mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi sasaran diterbitkannya
fatwa untuk mematuhi ketentuan fatwa tersebut. Namun di sisi lain,
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya
UndangUndang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, melalui pola-
pola tertentu, adanya kewajiban bagi regulator dalam hal ini Bank Indonesia

agar materi muatan yang terkandung dalam Fatwa MUI dapat diserap dan

1% Rahmani Timorita Yulianti, “Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI Tentang
Produk Perbankan Syari’ah” dalam Jurnal Ekonomi Islam La Riba, Vol. 1 No. 1, Juli 2007.
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ditransformasikan dalam merumuskan prinsip-prinsip syariah dalam bidang
perekonomian dan keuangan syariah menjadi materi muatan Peraturan
Perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat umum.

Diterbitkannya fatwa bahwa bunga bank adalah riba nasi’ah yang
diharamkan oleh MUI menjadi salah satu pendorong pelaksanaan perbankan
syariah di Indonesia, selain itu keberadaan fatwa DSN-MUI semakin
menunjukan peranannya sebagai pedoman pelaksanaan prinsip-prinsip syariah
dalam perbankan syariah sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 21
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mewajibkan para stakeholders
untuk memerhatikan dan menyesuaikan kegiatan-kegiatan usaha sesuai
dengan prinsip-prinsip syariah yang tersebut dalam Fatwa yang dikeluarkan
DSN-MUI.

Peranan fatwa DSN-MUI dalam mendorong pelaksanaan perbankan
syariah dapat diindikasikan juga dengan banyaknya bank umum syariah dan
bank dengan unit usaha syariah yang memulai kegiatan operasinya setelah
MUI membentuk Dewan Syariah Nasional. Namun demikian, berdasarkan
hasil penelitian ditemukan ada beberapa hambatan dalam penerapan fatwa
DSN-MUI dalam kegiatan perbankan syariah, antara lain fatwa yang sulit
untuk diterjemahkan atau sulit diaplikasikan dalam peraturan perbankan,
fatwa DSN-MUI yang tidak selaras dengan hukum positif, adanya pro dan

kontra penerapannya di lapangan dan beberapa kendala lainnya.



33

3. Studi terdahulu terkait bank syariah

Para sarjana luar negeri lainnya yang menulis buku berkenaan dengan
teori dan praktik bank syariah juga cukup banyak, yaitu MA. Mannan'®' yang
mengulas tentang larangan melakukan praktik transaksi atau harga yang tidak
sejalan dengan nilai-nilai Islam, praktik riba dalam perbankan, bagaimana
lembaga keuangan membangun hubungan (promosi) dengan para deposan dan
para pengusaha, bagaimana sikap yang harus diambil agar lembaga tersebut
tetap eksis di masa depan.

Kemudian ada Bagqir al-Sadr yang mengkaji teori ekonomi Islam dan
berbagai macam aliran yang berkembang dalam perekonomian seperti
sosialisme, kapitalisme dan Islam. Dalam kajiannya juga membahas faktor-
faktor produksi, faktor terjadinya kepemilikan dan distribusi'®®. Sarjana luar
negeri lainnya yaitu Ahmad Muhammad al-‘Assal dan Fathi Ahmad Abdul
Karim,lo3 Fuad al-Omar dan Mohammad Abdel Haq,lo4 ‘Ashur ‘Abdul
Jawwad ‘Abdul Hamid,'” Mereka memaparkan antara teori perbankan

syariah dan praktiknya melalui pendekatan normatif.

0 MLA. Mannan, Ekonomi Islam: Teori dan Praktik, Terj. Potan Arif Harahap, (Jakarta:
Intermasa, tt).

12 Muhammad Bagqir al-Sadr, /gtisaduna, Buku Induk Ekonomi Islam, Penerjemah Yudi, (Jakarta:
Zahra, 2008).

% Ahmad Muhammad al-‘Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, Sistem, Prinsip dan Tujuan
FEkonomi Islam, Terj. Imam Saefudin, (Bandung: Pustaka Setia, 1999).

1% Fyad al-Omar dan Mohammad Abdel Hagq, Is/amic Banking; Theory, Practice & Challenges
(Karachi: Oxford University Press, 1996).

195 < Ashur ‘Abdul Jawwad ‘Abdul Hamid, a/-Nidzam al-Qanuni Li al-Bunuk al-Islami, (Virginia:
al-Ma’had al-‘Ali Li al-Fikr al-Islami, 1996).
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Dari dalam negeri ada Muhammad Syafi’i Antonio'*® yang menulis
buku Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Di dalam buku tersebut
digambarkan pandangan Islam tentang harta dan ekonomi, perkembangan
sistem perbankan syariah, perbedaan antara bank syariah dan bank
konvensional, prinsip-prinsip dasar perbankan syariah, operasional perbankan
syariah, hingga peran ulama dan umara dalam pengembangan dan sosialisasi
perbankan syariah.

Ismail Nawawi'”’ menulis buku dengan judul Ekonomi Islam
Perspektit Teori, Sistem, dan Aspek Hukum. Buku tersebut memberikan
gambaran yang jelas tentang dasar-dasar ekonomi yang meliputi konsep dasar
ekonomi, lingkup kajian ekonomi, metodologi ekonomi, sistem ekonomi dan
problematika yang dihadapi dalam perekonomian. Penulis juga memaparkan
pemikiran dan paradigma ekonomi Islam, ekonomi dalam kerangka hukum
Islam hingga kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi Islam.

Arif Hoetoro'® memberikan gambaran tentang sejarah pemikiran
ekonomi Islam dan aspek metodologisnya dalam buku yang berjudul
Ekonomi Islam; Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi. Arif
membahas ekonomi pada masa Nabi SAW, tradisi pemikiran ekonomi Islam
pada masa klasik, lalu menganalisa metodologi ekonomi dari sudut

rasionalitas Islamisasi ekonomi, aspek-aspek dasar metodologi yang

1% Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik.

197 Ismail Nawawi, Ekonomi Islam Perspektif Teori, Sistem danAspek Hukum (Surabaya, ITS
Press, 2009).

1% Arif Hoetoro, Ekonomi Islam Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi (Malang: Badan
Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007).
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digunakan untuk menganalisa ekonomi, hingga gagasan untuk membangun
sistem ekonomi Islam.

Hermawan Kartajaya dan Syakir Sula melakukan pembahasannya di
bidang pemasaran. Dalam pandangan mereka, sebagai seorang pemasar
hendaknya mengacu kepada sifat-sifat wajib rasul yang jumlahnya ada empat
yakni : siddiq (integrity), amdanah (trusty and responsibility), tabligh
(communicate openly), dan fatanah (smart). Di samping itu juga harus
mengacu kepada sembilan hal yang harus dijalankan oleh seorang pemasar, di
antaranya adalah memiliki kepribadian taqwa, jujur, ‘ad/ (adil), khidmat
(melayani), tidak melakukan ghibah (adu domba)dan rishwah (suap). Paparan
ini memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa dalam melakukan
pemasaran individu atau corporate memegang nilai-nilai luhur yang
bersumber dari ajaran Islam.'?”

Kemudian ada penulis lain yaitu Muhammad. Melalui pendekatan
kualitatif menemukan data bahwa perilaku menabung nasabah di bank
syariah sangat berbeda bagi yang memiliki pemahaman nilai syariah dan yang
tidak memahami nilai syariah. Kesimpulan yang dipaparkan dalam
penelitiannya adalah nasabah yang melakukan transaksi dengan bank syariah
dipetakan menjadi tiga, yakni rasionalis, spiritualis dan rasionalis-

1 110
spiritualis .

' Hermawan Kartajaya & Muhammad Syakir Sula, Pemasaran shari’ah (Bandung: Mizan, 2006).
10 Muhammad, Dialektika Pemahaman Nilai Tauhid di Komunitas Bank Muamalat Indonesia
Cabang Malang, Universitas Negeri Malang (UM), 2006.
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Hasil penelusuran disertasi yang telah ditulis dan dipajang di
perpustakaan Program Pascasarjana (PPs) UIN Sunan Ampel Surabaya,
penulis mendapati penelitian terkait dengan pemasaran bank syariah yang
ditulis oleh Nur Asnawi''' dengan judul Pemasaran syariah; Studi tentang
Pembudayaan Nilai-nilai Shariah (N2S) dalam Pemasaran di Bank Muamalat
Indonesia Cabang Malang. Asnawi menemukan nilai-nilai syariahterwujud
dalam perilaku individu dalam perusahaan maupun strategi pemasaran Bank
Muamalat Indonesia Cabang Malang.

Ja'far Baehaqi,Paradoks Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama
Indonesia Dalam Regulasi Hukum Perbankan Syariah. Jurnal AL-AHKAM,
Volume 27, Nomor 1, April 2017

http://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/1330/1061berma

ksud mencari jawab terhadap problem yuridis akomodasi fatwa DSN-MUI
dalam regulasi perbankan syariah. Dengan pendekatan perundang-undangan,
diperoleh jawaban bahwa struktur kelembagaan DSN-MUI dan motivasi
keluarnya fatwa DSN-MUI menjadikannya diterima secara baik sebagai dasar
operasional bank syariah. Hanya saja kerangka pengaturannya berpotensi
menimbulkan ketidakpastian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan fatwa
DSN-MUI melalui tiga skenario, yaitu pemberian mandat, menjadikan DSN-
MUI sebagai institusi negara, adopsi dan transformasi fatwa DSN-MUI ke

dalam peraturan perundang-undangan secara lebih baik.

"U'Nur Asnawi, Pemasaran Shariah; Studi tentang Pembudayaan Nilai-nilai Shariah (N2S) dalam
Pemasaran di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang, Disertasi, (Surabaya: IAIN Sunan
Ampel, 2008). Disertasi tidak diterbitkan.
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Ada juga beberapa buku yang memusatkan kajiannya pada produk
hukum perbankan syariah misalnya buku tulisan Hirsanuddin yang menyoroti
tentang kewenangan DSN-MUI, ketentuan perubahan bank konvensional
menjadi bank syariah, dasar-dasar akad syariah dalam hukum perbankan dan
penyelesaian sengketa syariah.''”> Adapula buku yang ditulis oleh
Burhanuddin Susanto yang lebih banyak menyoroti sisi hukum bank
syariah'"® Kemudian buku tulisan Abdul Ghafur Anshori yang berisi UU di
bidang perbankan, fatwa DSN-MUI dan peraturan Bank Indonesia.''*
Sementara itu, /ndonesia Legal Center Publishing menerbitkan buku yang
memuat UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan UU No. 19
Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.'"

Dari uraian di atas dapat dijelaskan posisi penelitian ini sebagai
berikut: di tengah-tengah studi tentang lembaga yang mengeluarkan fatwa,
penelitian ini fokus pada DSN-MUI, yaitu lembaga fatwa milik MUI yang
khusus mengeluarkan fatwa di bidang ekonomi syariah. Di tengah-tengah
studi tentang metode istinbat hukum lembaga-lembaga fatwa di Indonesia,
penelitian ini mengkhususkan diri pada metode ijtihad DSN-MUI yang
meliputi metode istinbat hukumnya, sumber hukum yang digunakannya dan
fatwa yang dikeluarkannya. Di tengah-tengah studi tentang fatwa DSN-MUI,

penelitian ini terkonsentrasi pada fatwa DSN-MUI tentang produk-produk

"2 Hirsanuddin, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia; Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip
Kemitraan (Yogyakarta: Genta Press, 2008).

'3 Burhanuddin Susanto, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia.

"4 Abdul Ghafur Anshori, Payung Hukum Perbankan Syariah.

"Indonesia Legal Center Publishing, Himpunan Peraturan Perundang-undang Perbankan Syariah
(Jakarta: Karya Gemilang, 2009).
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perbankan syariah dalam rentang waktu tahun 2000 — 2008 serta kedudukan

fatwanya dalam praktik perbankan syariah di Indonesia.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode riset ini memiliki makna asal dari
bahasa Inggris. Metode sendiri berasal dari kata method, yang berarti ilmu
yang menerangkan cara-cara yang ditempuh untuk mencapai sebuah tujuan.
Sedangkan kata penelitian sendiri juga berasal dari terjemahan bahasa Inggris
research yang terderi dari kata re (mengulang), dan search
(pencarian,penelusuran dan penyelidikan), maka research berarti melakukan
pencarian, sehingga langkah egois dan sistematis tentang pencarian yang
berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisa, diambil

kesimpulan dan selanjutnya dicarikan solusinya.''®

Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif.
Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka
yang diteliti yang rinci. Dibentuk dengan kata-kata, gambaran Aolistik dan
rumit. Definisi ini lebih melihat perspektif emik dalam penelitian yaitu
memandang sesuatu upaya membangun pandangan subjek penelitian yang

rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik, dan rumit.'!’

Dari kajian
tentang definisi-definisi tersebut dapatlah disintensiskan bahwa penelitian

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi,

"% Wardi Bachtiar, Metode Penelitian Dakwah (Jakarta: Logos Wacana, 1999), 1.
""" Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 6.
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motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi
dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah
dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.''®

Dilihat dari sudut kawasannya, penelitian kualitatif dibagi ke dalam
dua hal. Pertama, penelitian kepustakaan (/ibrary research). Kedua, penelitian
lapangan (field research). Penelitian kepustakaan mengandalkan data-datanya
hampir sepenuhnya dari perpustakaan sehingga penelitian ini lebih populer
dikenal dengan penelitian kualitatif deskriptif kepustakaan atau penelitian
bibliografis dan ada juga yang mengistilahkan dengan penelitian non reaktif,
karena ia sepenuhnya mengandalkan data-data yang bersifat teoritis dan
dokumentasi yang ada di perpustakaan. Sedangkan penelitian lapangan
mengandalkan data-datanya di lapangan (social setting) yang diperoleh
melalui informan dan data-data dokumentasi yang berkaitan dengan subjek
penelitian (emik). Metode yang digunakan dalam penelitian disertasi ini

adalah sebagai berikut:

"8 Setiap penelitian memiliki pendekatan yang berbeda, tergantung dengan metode masing-
masing. Pendekatan penelitian kualitatif ditentukan oleh karakter penelitian kualitatif, yang tentu
berbeda dengan karakter penelitian kuantitatif. Menurut Creswel (2012) karakter utama dalam
penelitian kualaitatif adalah: Pertama, penelusuran problem dan pengembangannya secara detail
terpusat pada satu fenomena tertentu. Kedua, literatur atau teori dan peraturan yang digunakan
menjadi sandaran dalam merumuskan problem. Ketiga, dalam merumuskan masalah dan
pertanyaan penelitian serta tercapainya tujuan penelitian secara umum, ditentukan oleh
pengalaman langsung peneliti berpartisipasi dalam sosial setting pada studi pendahuluan “grand
tour” hingga proses penelitian yang dilaksanakan “mini tour”. Keempat, pengumpulan data
bertolak dari pilihan kata yang sederhana atau khusus hingga yang lebih luas atau lebih umum.
Kelima, analisis data yang dideskripsikan dan tema-tema yang ditampilkan dalam analisis
diinterpretasikan menjadi makna. Keenam, penulisan laporan penelitian, baik menyangkut
struktur dan berbagai bentuk penyajian data sangat fleksibel dan ditentukan oleh refleksi
subjektivitas peneliti.
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1. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu melakukan
pendekatan masalah dari sisi normatif, mencari suatu persoalan baik atau
buruk, benar atau salah. Dalam penelitian ini akan dilakukan pendekatan
normatif terhadap fatwa-fatwa DSN-MUI tentang produk perbankan
syariah tahun 2000-2008 dengan mendekati masalah yang diteliti
berdasarkan pada metode ijtihad yang digunakan dalam penetapan hukum
Islam, misalnya giyas, istihsan, ataupun maslahah mursalah dan juga
berdasarkan pada magqgasid al-shari °ah.

2. Jenis Penelitian
Dalam penyusunan disertasi ini digunakan jenis penelitian pustaka
(/ibrary research), yaitu menggali dan mencari data yang berasal dari
literatur-literatur yang terkait dengan penelitian ini seperti kitab, fatwa-
fatwa, buku-buku, majalah, jurnal, artikel yang memiliki relevansi dengan
tema yang dibahas. Menurut pandangan Soerjono Soekanto dan Sri
Mamudji, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan
pustaka atau data sekunder dinamakan penelitian hukum normatif atau
penelitian hukum kepustakaan.'"

3. Sifat Penelitian
Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu penelitian yang

bertujuan memberikan gambaran yang jelas tentang fatwa-fatwa DSN-

MUI tentang produk perbankan syariah tahun 2000-2008, yang kemudian

% Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, ed.
Kesembilan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 13.
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dianalisa tentang bagaimana metode dan metodologi ijtihadnya dalam
merumuskan fatwa-fatwa DSN-MUI tentang produk perbankan syariah
tersebut.
4. Kategori penelitian
Penelitian ini dapat dikategorikan penelitian agama sebagai gejala
budaya'?’ dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu historisitas dan
usul figh. Pendekatan pertama yaitu historisitas, karena membahas
permasalahan ekonomi umat, khususnya produk perbankan syariah yang
terjadi dalam rentang waktu 2000 — 2008, dan pendekatan kedua yaitu
usul figh, karena mengkaji masalah hukum figh, baik yang berkaitan
dengan penggunaan landasan syariah, metode istinbat hukummaupun
hasil-hasil keputusan hukum figh oleh DSN-MUI.
5. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data tertulis dan tidak
tertulis. Sumber data tertulis bisa berupa kitab, buku, karya ilmiah, surat
kabar, majalah, maupun jurnal keilmuan yang berhubungan dengan
proposal disertasi ini. Sedangkan sumber data tak tertulis adalah
wawancara dengan para anggota DSN-MUI, para praktisi bank syariah,
intelektualserta para nasabah bank syariah lainnya.

Data adalah seluruh informasi empiris dan dokumentatif yang diperoleh
di lapangan sebagai pendukung ke arah konstruksi ilmu secara ilmiah dan

akademis. Data penelitian adalah “things know or assumed’, yang berarti

120 Atho Mudzhar, Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik, 11-22.
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bahwa data itu sesuatu yang dianggap atau diketahui. Diketahui artinya
sesuatu yang sudah terjadi sebagai fakta empirik. Manfaat data adalah
untuk memperoleh dan mengetahui gambaran tentang suatu keadaan atau
persoalan, dan untuk membuat keputusan atau memecahkan persoalan,
karena persoalan yang timbul pasti ada penyebabnya. Maka, memecahkan
persoalan  ditujukan untuk menghilangkan faktor-faktor yang
menyebabkan timbulnya persoalan tersebut.'?!

6. Jenis Sumber Data
Berdasarkan objek penelitiannya, maka data penelitian ini diperoleh
dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang terkait dengan masalah
yang dimaksud. Sumber data dalam penelitian tesis ini dibedakan menjadi
dua: Pertama, sumber data berupa studi penelitian seperti skripsi, tesis,
disertasi, artikel dan makalah. Kedua, sumber data yang telah diterbitkan,
yaitu buku-buku dan putusan-putusan fatwa yang ada hubungannya
dengan masalah yang sedang diteliti seperti Himpunan Fatwa-Fatwa
DSN-MUI.

7. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan

teknik analisis konten dengan cara:

a. Meringkas data agar dapat dipahami dan diinterpretasikan dengan

baik;

2! Mukhtar, Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif (Jakarta: Referensi, 2013), 99.
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b. Menemukan metode hubungan yang ada dalam data guna menguji
hipotesis relasional;

c. Menghubungkan data yang diteliti dan data yang diperoleh dengan
teknik yang lain atau dari situasi yang lain mengenai fenomena yang

122
sama.

H. Sistematika Pembahasan

Sebagaimana penelitian ilmiah pada umumnya, maka disertasi ini
memiliki sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan dengan cakupan: latar belakang masalah yang
menegaskan mengapa penelitian ini dilaksanakan, dilanjutkan dengan
identifikasi dan batasan masalah untuk menghindari persepsi yang berbeda
terhadap judul disertasi dan masalah yang diteliti. Kemudian dikemukakan
rumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian untuk memastikan
masalah apa yang diteliti dengan batasan-batasannya, serta untuk apa dan
apa manfaat penelitian ini dilakukan. Dikemukakan pula kerangka teoritik
untuk mendasari penelitian disertasi ini, kemudian studi terdahulu yang
berguna untuk menegaskan posisi dan keaslian penelitian tentang fatwa
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) ini, yang
tidak hanya terfokus pada pembahasan deskriptif, tapi juga analisis kritis.
Lalu dilanjutkan dengan metode penelitian, yang meliputi pendekatan

penelitian, jenis penelitian, sifat penelitian, kategori penelitian, sumber data

'22 Darmiyati Zuchdi, Panduan Penelitian Analisis Konten (Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP
Yogyakarta, 1993), 72.
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yang digunakan, jenis sumber datanya, dan teknik analisis datanya, lalu yang
terakhir dikemukakan sistematika pembahasan yang menjelaskan komponen
dan kronologi penelitian ini.

Bab II, penelitian ini menjelaskan kedudukan fatwa dalam istinbat
hukum Islam, yang berisi pemahaman tentang hukum Islam meliputi syariat,
figh, dan term hukum Islam itu sendiri, lalu sumber-sumber istinbat hukum
Islam, fatwa sebagai sumber hukum Islam, dan lembaga-lembaga fatwa di
Indonesia yang akan menjelaskan secara singkat mengenai Majelis Tarjih
Muhammadiyah, Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU),
Dewan Hisbah PERSIS, dan Komisi Fatwa MUI.

Bab III, membahas kontribusi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam
pengembangan bank syariah di Indonesia. Kajian ini terdiri atas pembahasan
mengenai selayang pandang MUI terkait dengan sejarah berdirinya dan
sistem organisasinya, lalu sejarah pertumbuhan bank syariah di Indonesia,
kemudian membahas keberadaan DSN-MUI terkait latar belakang lahirnya,
visi dan misinya, tugas dan wewenangnya, metode istinbat hukumnya dalam
menetapkan fatwa, prosedur penetapan fatwanya, dan terakhir adalah
produk-produk fatwanya.

Bab IV, membahas aktualisasi fatwa DSN-MUI sebagai solusi
problematika praktik bank syariah di Indonesia, yang akan mengkaji tentang
formalisasi fatwa DSN-MUI ke dalam undang-undang perbankan syariah,
meliputi:fatwa-fatwa DSN-MUI di bidang perbankan syariah, transformasi

dan formalisasi fatwa DSN-MUI, manifestasi fatwa DSN-MUI dalam
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Undang-undang Perbankan Syariah, implikasi ormalisasi fatwa DSN-MUI,
lalu penerapan fatwa DSN-MUI dalam praktik bank syariah, dan terakhir
membahas sistem pengawasan terhadap praktik bank syariah.

Bab V, merupakan penutup yang memuat kesimpulan, temuan
penelitian dan rekomendasi. Ketiga hal tersebut sebagai tolok ukur sejauh
mana keberhasilan penelitian ini dan saran apa yang perlu direkomendasikan
untuk penelitian selanjutnya. Sesungguhnya penelitian ini tidak berpretensi
sempurna, sebab sesuai dengan sifat dan keterbatasan suatu paradigma dan
pendekatan studi, suatu masalah akan menghasilkan kesimpulan yang

berbeda jika diamati dari perspektif yang berbeda.



BABII

KEDUDUKAN FATWA DALAM ISTINBATHUKUM ISLAM

A. Pemahaman tentang Hukum Islam

Berbicara mengenai fatwa, maka tidak dapat terlepas dari
konsekuensi logisnya yaitu istinbat. Istinbat sendiri senantiasa
bersanding dengan term hukum Islam. Oleh karena itu dalam uraian ini
akan dibahas bagaimana kedudukan fatwa dalam istinbat hukum Islam.
1. Pengertian Syariat, Figh dan Hukum Islam

a. Syariat

Dilihat dari bahasanya, kata syariat (4=,-%) berarti “jalan
tempat keluarnya air minum”. Akhirnya, kata ini dikonotasikan oleh
Bangsa Arab dengan jalan lurus yang harus diturut.' Secara leksikal,
kata syariah diartikan sebagai syariat Allah yang berupa aqidah-
agidah-Nya dan hukum-hukum-Nya.” Sedangkan menurut istilah, kata
syariah memiliki banyak pengertian sebagaimana disampaikan oleh
para ulama.

Menurut Muhammad Ali at-Tahanawi (w. 1362 H) dalam kitab
Kisyaaf® Ishthilaahaat al-Funun, syariat ialah hukum Allah yang
ditetapkan untuk hamba-Nya (manusia) yang disampaikan melalui para

nabi atau rasul-Nya, baik hukum yang berhubungan dengan amaliyah

" Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, Studi Hukum Islam (Surabaya: IAIN
Sunan Ampel Press, 2011), 36.

T ASaY) 5 Gl e oalial Al 4e y8le & day ) Lihat Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-
Munawwir Arab- Indonesia Terlengkap (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 712.
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maupun hukum yang berhubungan dengan akidah. Bagi Syekh
Mahmud Syaltut (w. 1384 H) sebagaimana tertulis dalam kitab “a/-
Islam ‘Agidah wa Syari’ah” bahwa syariah mengandung arti hukum-
hukum dan tata aturan yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya
untuk dipatuhi dan diikuti. Faruq Nabhan mengartikan syariat sebagai
“segala sesuatu yang disyariatkan Allah bagi hamba-Nya. Sedangkan
Manna’ al-Qaththan mendefinisikan syariat sebagai “segala ketentuan
Allah yang disyariatkan bagi hamba-hamba-Nya, baik menyangkut
akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah.”

Di dalam al-Qur’an, syariat itu identik dengan agama
(din/millah), sebagaimana terdapat pada:

1). Surat al-Maidah [5] ayat 48 :

k2T 9//‘/ 2o Z2- Y Ew -8 w"p - 7 ke /a/ M/’/;/

Dan kami Telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa
kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang
diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain
itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah
turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan
meninggalkan kebenaran yang Telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap
umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang.
sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat

? Qattan (al), Manna’. Mababhits fi Ulum al-Qur’an (Beirut: Muasasat al-Risalah, 1987),
36-37.
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(saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya
kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada
Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu
apa yang telah kamu perselisihkan itu.*

2). Surat asy-Syura [42] ayat 13 :
za oy U Sl a3l Gl 55 way (925 G il 50 22 § 753

~
2 8

B il s 4] s LS 5 o] o3 ATl 22 3
Dia Telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang Telah
diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang Telah kami wahyukan
kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa
dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah
tentangnya. amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu
seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang
dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang
yang kembali (kepada-Nya).’

-

OV (s (905 et

3). Surat al-Jathiyah [45] ayat 18.

@ 5,055 uall 4581 85 5 a6 AT 3 5, 8 e s
Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan)
dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu
ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak Mengetahui.’

Sedangkan menurut terminologi fugaha’, kata syariat dipakai
untuk menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah kepada

hamba-Nya melalui lisan seorang rasul.” Kata syariat dengan makna

istilah ini mencakup semua syariat yang dibawa oleh para rasul. Dengan

*Q.S. al-Maidah (5) : 48

> Ibid. Q.S. al-Syuro (42) : 13

® Ibid. Q.S. al-Jathiyah (45) : 18

" Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasyri’ Sejarah Legislasi Hukum Islam, Terjemah
Nadirsyah Hawari, Cetakan I, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), 2.
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demikian, ia mencakup syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, Musa,
Isa dan Nabi Muhammad SAW; dan semuanya dinamakan syariat.

Dalam perkembangan selanjutnya, syariah digunakan untuk
menunjukkan hukum-hukum Islam, baik yang ditetapkan langsung oleh
al-Quran dan Sunah, maupun yang telah dicampuri oleh pemikiran
manusia (ijtihad). Sebagaimana yang disampaikan oleh Satria Effendi
M. Zein bahwa syariat adalah al-nusus al-mugaddasah (nas-nas yang
suci) yang terdapat dalam al-Quran dan sunah mutawatirah (hadis yang
mutawatir.® Dengan demikian syariah adalah ajaran Islam yang sama
sekali tidak dicampuri oleh daya nalar manusia. Syariah adalah wahyu
Allah secara murni, yang justru itu ia tetap, tidak bisa berubah dan tidak
boleh diubah.

Kata syariah sering diungkapkan dengan istilah syariat Islam,
yaitu syariat penutup untuk syariat agama-agama sebelumnya. Oleh
karena itu, syariat Islam adalah syariat yang paling lengkap dalam
mengatur kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan, baik berupa
akidah, ibadah, muamalah dan akhlak. Syariat Islam bertujuan untuk
menegakkan kebaikan, perdamaian dan kebahagiaan umat manusia. Jadi
syariah atau syariat Islam terwujud dalam al-Quran dan Sunah.
Keduanya adalah sumber utama ajaran Islam, keduanya berbentuk teks
yang bisa dibaca dan dipahami dan keduanya menjadi sumber utama

ajaran Islam.

¥ Satria Effendi M. Zein, “Mazhab-Mazhab Figh Sebagai Alternatif” dalam buku /brahim
Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Putra Harapan, 1990), 312.
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Istilah syariah kadang diucapkan dengan kata tashri.
Sebenarnya di antara keduanya terdapat perbedaan, yaitu : pertama,
syariah tertuju pada materi hukum sedangkan tashri merupakan
penetapan materi tersebut, kedua, syariah berarti hukum yang
ditetapkan oleh Allah melalui rasul-Nya untuk hamba-Nya (manusia,
sedangkan fashri berarti pengetahuan tentang cara, proses, dasar dan
tujuan Allah menetapkan hukum-hukum-Nya tersebut, ketiga, syariat
bisa berarti peraturan perundang-undangan, sedangkan tashri berarti
membuat peraturan perundang-undangan, baik yang bersumber dari
agama/wahyu (fashri samawi) maupun dari pemikiran manusia (tashri
wad ‘i).

Merujuk pengertian tersebut, kata fasyri’ mengandung arti
menetapkan syariat, menjelaskan hukum, dan membuat undang-undang.
Jika demikian halnya, maka kata tasyri'Islami hanya terjadi pada waktu
Rasulullah SAW masih hidup saja, karena beliau adalah penyampai dari
Rabb-nya. Sedangkan setelah beliau wafat tidak ada satu orang pun
yang memiliki kapasitas ini, sebab beliau adalah penutup para nabi dan

rasul. Allah menegaskan dalam surat al-Ahzab [33]: 40 :

-

@O&J S5 Al 0,5 3;1—"—’JL>JJ°*\>‘
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Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di
antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. dan
adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.’

’ Q.S. al-Ahzab (33) : 40.
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Allah juga menegaskan bahwa syariat sudah sempurna pada
masa Rasulullah SAW masih hidup, sebagaimana firman-Nya dalam

surat al-Maidah [5] ayat 3:

gié:J Cuedly 3% rﬁ=-\-° : ”ij r5=-” : rﬁﬂ clazd J’J\
© a5 D56 Y mledh 78 1ai § SRT 8 brw‘

.. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah
Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi
agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa
sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.10

Sepeninggal Rasulullah SAW, ijtihad para sahabat dan tabiin
praktis tidak termasuk fasyri’ dalam arti yang sesungguhnya,
melainkan hanya bersifat fawsi7 (perluasan) dalam penerapan kaidah-
kaidah kulli (makro) dan aplikasinya dalam masalah-masalah juz7
(mikro) yang terus berkembang, mendeduksi (istinbat) hukum dari
sumbernya  untuk  memahami  hadits dan  menggiyaskan
pemahamannya.

Dari penjelasan ini bisa disimpulkan, bahwa syariat adalah:

1). Kompilasi hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah kepada

semua manusia melalui lisan Rasulullah SAW, baik yang ada

dalam al-Quran maupun sunah;

2). Syariat bersifat dinamis dan sesuai dengan perkembangan zaman;

" Ibid. Q.S. al-Maidah (5) : 3
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3). Syariat Islam berdiri sendiri dan tidak bersumber dari syariat yang
lain; dan
4). Syariat Islam adalah satu sumber hukum tersendiri bagi undang-

undang umum dan undang-undang perbandingan.'’

b. Figh

Kata figh (+z:) menurut bahasa artinya mengerti (.le) dan

memahami ((&@5),12 sebagaimana firman Allah:

55
S
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"Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan
perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka

beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang

agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka

telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya"."

Jadi, maksud dari figh dalam agama menurut penjelasan ayat
tersebut adalah paham dan mengetahui semua permasalahan agama.

Secara etimologi, figh berarti pemahaman yang mendalam tentang

"' Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasyri’ Sejarah Legislasi Hukum Islam, 11.

2 Warson, Kamus al-Munawwir, 1067-1068. Dalam Kitab Fathul Bari diterangkan pula
mengenai pemahaman figih secara bahasa. 4%l & g Al 5 Gl agd e 48| (e 5 agdll 331 4xdl)
e el dpgill 4y ard Gl daiay Jaall 5 ) j)nwtfmﬂjjtgjahﬁsﬂ\e&\&jﬂ}ﬁ cpall
OS5l (8 A5 e 5 s Al

Lebih lanjut, baca: Imam al-Hafiz Ahmad ibn ‘Ali ibn Hajar al-°Asqalani. Fath al-Bari bi
Syarh Sahih al-Bukhari, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1992), 161.

> Q.S. at-Taubah (9) : 122
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tujuan suatu ucapan dan perbuatan.'* Misalnya firman Allah yang
berbunyi:

oo 58 ;~/%/’ s 2 s 5 s _ o>
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“Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu,
kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, dan jika
mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan: "Ini adalah dari
sisi Allah", dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana mereka
mengatakan: "Ini (datangnya) dari sisi kamu (Muhammad)".
Katakanlah: "Semuanya (datang) dari sisi Allah". Maka mengapa
orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami
pembicaraan sedikit pun?”."”

Juga firman Allah yang berbunyi:

105 G 0l ¥ Ol 2 0 oA 03 e el el 5
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“Dan sesungguhnya kami jadikan untuk (isi neraka jahannam)
kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak
dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka
mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-
tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak
dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). mereka itu
sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka Itulah
orang-orang yang lalai”.'®

\

4 Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Figh, Terj. Saefullah Ma’shum dkk., (Jakarta: Pustaka
Firdaus, 2000), 1.

> Q.S. al-Nisa (4) : 78

" Ibid. Q.S. al-A’raf (7) : 179



54

Begitu pula sabda Rasulullah SAW:
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“Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Ufair, Telah menceritakan
kepada kami Ibnu Wahab, dari Yunus, dari Ibnu Syihab berkata,
Humaid bin Abdurrahman berkata; aku mendengar Mu'awiyyah
memberi khutbah untuk kami, dia berkata; Aku mendengar Nabi
shallallahu ‘'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang Allah
kehendaki menjadi baik maka Allah fagihkan dia terhadap agama. Aku
hanyalah yang membagi-bagikan sedang Allah yang memberi. Dan
senantiasa ummat ini akan tegak diatas perintah Allah, mereka tidak

akan celaka karena adanya orang-orang yang menyelisihi mereka
hingga datang keputusan Allah.” (HR. Bukhari, 69)"

Secara istilah (terminologi), definisi figh menurut fugaha’ (ahli
figh) tidak jauh berbeda dari pengertiannya secara etimologi, hanya

saja pengertiannya secara terminologi lebih khusus dari secara

17 Hadis semakna dapat pula ditemukan dalam Sahih Muslim No: Y V) 4 sebagai berikut:
u;a.\)\d.\pu&:@u‘aﬂ\M}uaﬂu)‘;uhcﬂ..auaﬂjbu@).\;\UM\UM)EJ;W@\&JSJ}J\LUA;
w\@wu\wutsﬁuuﬁ %E b S Gas ) Gyl K0 y,mww.mduwmg\ e
o ) Oy iy ) A 158 4 0035 (i O by g e 0 (i 0 0 S 0
Lsﬂ\su\Sb)ujdLumur—M.\Ls‘ L}A}M&ﬂd‘)mumu.da&u}as‘ w&u)\;l_\”.m‘ d)s.\ralm}‘uk: Ah\

OV calunsl s ) i ¥ K
Telah menceritakan kepada kami [ Abu Bakar bin Abu Syaibah] telah menceritakan kepada
kami [Zaid bin Al Hubab] telah mengabarkan kepadaku [Mu'awiyah bin Shalih] telah
menceritakan kepadaku [Rabi'ah bin Yazid Ad Dimasyqi] dari [Abdullah bin Amir Al
Yahshabi] ia berkata, saya mendengar [Mu'awiyah] berkata; Hati-hatilah kalian dari
hadits-hadits (palsu), kecuali hadits-hadits pada masa Umar bin Al Khaththab.
Sesungguhnya Umar sangat ditakuti orang mengenai hukum-hukum Allah. Saya
mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Siapa yang dikehendaki
Allah menjadi baik, maka akan dipahamkan-Nya dengan kepahaman yang dalam tentang
agama." Dan saya juga mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku
ini adalah seorang bendahara. Maka siapa yang kuberi sedekah dan diterimanya dengan
hati yang bersih, maka dia akan beroleh berkah dari harta itu. Tetapi siapa yang kuberi
karena meminta-minta dan rakus, maka dia seperti orang yang makan yang tak pernah
kenyang.” (HR Muslim, 1719)
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etimologi. Menurut Rasyad Hasan Khalil, figh adalah ilmu yang
mempelajari hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diambil
dari dalil-dalil yang sudah terinci.'® Begitu pula menurut Abu Zahrah
(w. 1974), figh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara’
mengenai perbuatan manusia, yang diambil dari dalil-dalil yang terinci
(mendetail)."

Muhammad Salam Madkur menjelaskan, bahwa pengertian figh
semula mempunyai ruang lingkup yang sama dengan pengertian
syariat, meliputi hukum akidah, amaliyah dan akhlak. Setelah wilayah
negara Islam makin luas dan makin banyak pula jumlah pemeluknya,
maka timbul masalah-masalah yang memerlukan fatwa hukum,
sehingga istilah figh saat itu dipakai khusus untuk suatu cabang ilmu
syariat, yakni ilmu yang membahas hukum-hukum syariat tentang

praktik keagamaan yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.*’

18 Hasan Khalil, Tarikh T asyrt’, 5.

' Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Figh, 2. Tidak jauh berbeda dengan Abu Zahrah,
menurut al-Jurjani, figh adalah hukum-hukum syariat yang menyangkut praktek
keagamaan (amaliyyah) dengan dalil-dalilnya yang terperinci (fafSili). Sedangkan bagi
Imam al-Ghazali, figh adalah hukum syariat yang berhubungan dengan perbuatan orang
mukallaf, seperti: mengetahui hukum wajib, haram, mubah, mandub dan makruh; atau
mengetahui suatu akad itu sah atau tidak sah; dan suatu ibadah itu dikerjakan di dalam
waktu yang semestinya (ada) atau di luar waktunya (gada). Al-Sanhuri menggunakan kata
din untuk menyebut kata syari'at. Ia menyatakan perlu pembedaan antara din dengan figh
berdasarkan sumber hukumnya. Menurutnya, semua perundang-undangan yang diambil
dari al Qur an dan sunnah secara langsung (tanpa melalui ijtihad), maka sumber hukumnya
adalah din. Sedangkan semua peraturan perundang-undangan yang diambil dari sumber
hukum Islam lainnya, seperti giyas, maslahah mursalah, dan lain-lain, maka sumber
hukumnya adalah figh. Menurut Al-‘Amidi, figh adalah ilmu tentang seperangkat hukum
syariat yang berupa cabang ajaran agama (furu’iyah) yang didapatkan melalui penalaran
dan 7stidlal

* Sebagaimana Salam Madkur, begitu pula Ibnu Khaldun mengemukakan proses
pemaknaan figh. Menurutnya, pada masa permulaan Islam, orang-orang yang mampu
menggali hukum dari al Qur an dan Sunnah disebut dengan qurra’. Setelah makin banyak
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Dari definisi-definisi tersebut bisa dijelaskan, bahwa yang
dimaksud dengan hukum-hukum syara’ adalah setiap hukum yang
bersumber dari al-Quran dan as-Sunah, seperti wajib, sunah, haram,
makruh, mubah, sesuatu yang menjadi syarat, sebab, penghalang bagi
sesuatu yang lain, akad menjadi sah, batal dan rusak.

Pembatasan kata hukum syara’ dengan kata praktis, bertujuan
untuk membatasi obyek ilmu figh, karena ia hanya membahas
perbuatan indrawi manusia, seperti amal seseorang atau perbuatannya.
Dengan demikian, ilmu figh tidak memuat hukum-hukum berkaitan
dengan keyakinan atau akhlak, karena keduanya masuk dalam wilayah
syariat, sedangkan syariat itu sendiri lebih luas dari pada figh.

Pembatasan kata ilmu tentang hukum syara’dengan kata yang
diambil dari dalil-dalil yang bersifat terperinci untuk menjelaskan
bahwa figh merupakan hasil dari sebuah ijtihad, istinbat (menggali
hukum), nazar (observasi), dan istidlal (berdalil).

Oleh karena itu, ilmu tentang Allah tidak dapat diistilahkan
dengan istilah figh, karena ia bersifat kashf (penjelasan) dan bukan
hasil ijtihad. Ilmu Rasulullah tentang syariat tidak bisa dikatakan
sebagai figh, karena jalannya bukan berupa ijtihad namun berupa
wahyu. Begitu pula ilmu para pengikut madhhab tidak dapat
dinamakan sebagai figh, karena ia bukan bersumber dari ijtihad mereka

sendiri, bukan hasil istinbat dari dalil-dalil yang terperinci, namun

ulama yang melakukan ijtihad untuk memberikan fatwa hukum kepada umat, maka istilah
qurra’diganti dengan filgaha’ (para ahli figh) dan w/ama’ (para ilmuwan).
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hanya bersifat taglid (ikut-ikutan) terhadap madhhab-madhhab yang
ada.

Adapun figh dalam definisi ushu/ figh adalah pemahaman atau
apa yang dipahami dari al-nusus al-mugaddasah (al-Quran dan sunah
mutawatirah). figh apabila diartikan sebagai "pemahaman" berarti
merupakan proses terbentuknya hukum melalui daya nalar, baik secara
langsung dari wahyu yang memerlukan daya pemahaman, maupun
secara tidak langsung. figh dalam pengertian ini sama dengan ijtihad.
Adapun figh apabila dikaitkan dengan hasil pemahaman itu, maka ia
berarti hukum Islam yang mengandung ciri intelektual manusia.”

Baik definisi yang menekankan figh sebagai produk hukum
maupun pengetahuan hukum, figh tetap bukan hukum syariat. Figh
adalah hasil ijtihad yang dicapai oleh seorang pakar figh dalam
usahanya menemukan hukum Allah. Figh adalah interpretasi terhadap
hukum syariat. Sifat interpretasi ini adalah zanni/ (dugaan atau
hipotesis), sehingga figh bisa terikat dengan situasi dan kondisi serta
senantiasa berubah seiring dengan perubahan waktu dan tempat.
Namun demikian, ilmu figh merupakan bagian dari ilmu syariat.

Dengan demikian, definisi tentang figh dapat disimpulkan
sebagai berikut:

1). Figh adalah ilmu tentang hukum syariat;

! Iskandar Usman, Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1994), 104.
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2). Figh membicarakan hukum-hukum syara’ (halal, haram, makruh,
wajib, dan mubah) mengenai perbuatan manusia yang bersifat
praktis;

3). Figh didasarkan pada dalil yang terperinci; dan

4). Figh digali dan ditemukan melalui penalaran (ijtihad).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka seorang fagih (ahli figh)
adalah adalah orang yang memiliki sk7// atau kemampuan khusus untuk
mengeluarkan hukum syara’dari dalil-dalilnya yang sudah terperinci,
sehingga dengan begitu antara fagih dan mujtahid dalam terminologi
ini memiliki kesamaan arti.”’ Dalam menetapkan hukum-hukum
berdasarkan kualitas dalil-dalilnya, seorang fagih menggunakan

metode yang disebut ushu/ figh..”

c. Hukum Islam
Kata “hukum Islam” tidak ditemukan sama sekali dalam al-

Quran, sunah dan literatur hukum dalam Islam. Namun yang ada dalam

al-Quran dan a/-Sunnah adalah kata shariah** figh, hukum Allah dan

22 Figh tidak bisa dilepaskan begitu saja dari usul figh. Menurut Syaikh Kamaluddin ibn
Himam di dalam 7ahrir menyatakan bahwa usul figh adalah kaidah-kaidah yang dijadikan
sarana (alat) untuk menggali hukum-hukum figh. Dengan kata lain, wusu/ figh adalah
kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang cara (metode) pengambilan (penggalian) hukum-
hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dari dalil-dalil syar’i.

» Dengan demikian, usu/ figh merupakan kaidah yang memelihara fugaha® agar tidak
terjadi kesalahan dalam menggali (istinbaf) hukum. Di samping itu, fungsi wusu/ figh untuk
membedakan antara istinbat yang benar dengan yang salah. Sebagaimana ilmu nahwu
berfungsi untuk membedakan antara susunan bahasa yang benar dengan susunan bahasa
yang salah.

2% Kata shari‘ah disebutkan dalam al Qur an Surat al-Jathiyah [45] : 18. Lihat Muhammad
Fu’ad ‘Abd al-Baqi, al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur’an al-Karim, (Beyrut: Dar al-
Ma’rifat, 2002), 622.
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kata yang seakar dengannya. Kata hukum Islam merupakan terjemahan
dari term “Zslamic Law” dari literatur Barat.

Untuk lebih memberikan kejelasan tentang arti hukum Islam,
perlu diketahui lebih dulu arti kata “hukum”. Banyak ahli yang
mengemukakan beragam definisi tentang hukum sesuai dengan sudut
pandang mereka masing-masing. Keragaman tersebut sebenarnya lebih
banyak disebabkan oleh perbedaan cara pandang hukum itu sendiri
daripada perbedaan pandangan tentang apa yang dimaksud dengan
hukum.

Menurut bahasa, “Aukni’ (~S>) berarti halangan, keputusan dan
pemisahan. Kata ini berkembang hingga menjadi hukum (sSsll) dan
hikmah (4Sasll), Keduanya berfungsi sama, yaitu menghalangi
seseorang berbuat jahat, memisahkan hal yang benar dan salah, serta
memberikan keputusan untuk suatu persoalan. Hukum menggunakan
pendekatan legal-formal, sedangkan hikmah dengan pendekatan kultur-
substansial.”

Menurut Rifyal Ka’bah (w. 2015), kata “hukum” dan yang
berhubungan dengannya dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa
Arab.*® Kata hukum dari Bahasa Arab ini sesuai dengan kata /aw

(Inggris), recht (Belanda dan Jerman) dan 7us (Latin). Oleh karena itu,

> Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, Studi Hukum Islam (Surabaya: IAIN
Sunan Ampel Press, 2011), 42.
26 Rifyal Ka’bah, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Universitas Yarsi Jakarta, 1999), 20.
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pengertian hukum di sini dipusatkan terhadap kata hukum yang berasal
dari Bahasa Arab.”’

Kata “hukum” berasal dari kata Arab yaitu Aukm (»S>) yang
jamaknya ahkam (sSal) yang berarti “putusan” (judgement, verdict,
decision),  “ketetapan”  (provision),  “perintah”  (command),
“pemerintah”  (government), “kekuasaan”  (authority, power),
“hukuman” (sentence) dan lain-lain.*® Kata kerjanya hakama yahkumu
(~S>2- »Ss) berarti “memutuskan”, “mengadili”, “menetapkan”,
“memerintahkan”, “memerintah”, “menghukum”, “mengendalikan”,
dan lain-lain. Kata “hikmah” (%«S~) yang berarti kebijaksanaan juga
berasal dari kata Aukm, yang mengandung pengertian hukum itu
berhubungan dengan keputusan atau perintah yang bijak.”’ Dengan
demikian, hukum juga dapat berarti kebijakan atau policy.

Kata Aukm dalam al-Quran diartikan sebagai “putusan’ atau
“ketetapan” terhadap permasalahan yang “diputuskan” atau
“ditetapkan” (hukima), di samping berhubungan dengan perbuatan

Allah juga berhubungan dengan perbuatan manusia. Dengan kata lain,

27 Masuknya kata-kata Arab ke dalam perbendaharaan Bahasa Indonesia melalui
penyebaran agama Islam di Indonesia sekitar abad ketiga dan keempat Hijriyah (9-11
Masehi), yaitu dengan cara memperkenalkan kata-kata Arab ke dalam bahasa-bahasa
daerah di Nusantara khususnya bahasa Melayu yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia
modern. Lihat N.A. Baloch, Advent of Islam in Indonesia (Islamabad: National Institute of
Historical and Cultural Research, 1980), 56-57.

*® Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic (London: Macdonald & Evans
Ltd., 1980), 196.

¥ Ar-Raghib al-Asfahani, Mu’jam Mufiadat Al-Faz al-Qur’an (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.),
126.
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hukum ada yang berasal dari ketentuan Allah dan ada yang
berhubungan dengan ketentuan manusia.

Hukum yang menyangkut perbuatan Allah adalah keputusan
yang akan Ia berikan di akhirat kelak terhadap permasalahan yang
diperdebatkan di kalangan manusia.’® Ketetapan hukum Allah memang
berlaku di dunia dan di akhirat dan tidak ada yang menghalangi
keputusan-Nya atau meminta pertanggungjawaban-Nya,”' namun
keputusan Allah di akhirat sepenuhnya berada di tangan Allah.*
Sedangkan hukum yang menyangkut perbuatan manusia adalah hukum
sebagai perintah dari Allah supaya memutuskan perkara atau urusan
(baik di dalam atau di luar pengadilan, baik untuk perseorangan,
masyarakat atau bernegara) dengan berdasarkan pada keadilan® dan
sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah.**

Jadi, hukum menurut al-Quran adalah ketetapan, keputusan dan
perintah yang berasal dari Allah dan legislasi manusia yang bertujuan
untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan pribadi, masyarakat dan
negara.”> Sebagai ketetapan yang berasal dari Allah, hukum Ilahi

berisikan keadilan seluruhnya. Sedangkan sebagai ketetapan yang

% Misalnya keputusan menyangkut perselisihan antara umat Kristen dan Yahudi (al Qur
an, 2:113), antara sesama pengikut Nabi Isa tentang status kematian beliau (al Qur an,
3:55), antara orang-orang munafiq dan umat Islam (al Qur an, 4:141), dan lain-lain.

’1'Q.S. al-Ra’du (13) : 41.

2 Tbid. al-Hajj (22) : 56.

** Ibid. al-Maidah (5): 5.

3 Ibid., al-Nisa (4) : 105

** Rifyal Ka’bah, Hukum Islam di Indonesia, 27.
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berasal dari legislasi manusia, hukum manusia harus berdasarkan
kepada hukum Ilahi dan rasa keadilan yang paling tinggi.

Menurut Muhammad Muslehuddin, hukum dalam bahasa
Inggris diartikan sebagai “the body of rules, wether proceeding from
formal enactement or from custom, which a particular state or
community recognizes as binding on its member or subject’.
Maksudnya, hukum adalah sekumpulan aturan baik yang berasal dari
aturan formal maupun aturan adat, yang diakui oleh masyarakat dan
bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya.’® Sedangkan menurut
Hasbi Ash-Shiddieqy hukum Islam ialah koleksi daya upaya para
fugaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan
masyarakat.”” Sejalan dengan kajian wshu/ figh, hukum Islam terbagi
menjadi dua, yaitu (1) hukum Islam kategori syariat dan (2) hukum
Islam kategori figh.

2. Korelasi antara Syariat, Figh, dan Hukum Islam

Untuk lebih memperjelas tentang syariat, figh dan hukum
Islam, perlu mengetahui hubungan di antara ketiganya. Hubungan ini
lebih pada perbedaan di antara ketiganya. Perbedaan yang dimaksud
adalah:

a. Dalam kajian ushul figh, hukum Islam terbagi menjadi dua, yaitu

hukum Islam kategori syariat dan hukum Islam kategori figh.

** Muhammad Muslehudin, Oxford English Dictionary, 23
3" Hasbi Ash-Shiddiqy, Falsafah Hukum Islam, Cet. 11I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988),

44,
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b. Syariat itu tujuan yang hendak dicapai (—x2) sedangkan figh adalah
cara mencapai tujuan itu.

c. Syariat bersifat umum dan mencakup semua hukum, baik
i'tigadiyyah (keyakinan), akhlak, dan perbuatan. Sedangkan figh
bersifat khusus, hanya mencakup perbuatan manusia.

d. Syariat adalah kumpulan beberapa hukum dan kaidah yang dibawa
al-Qur’an dan Sunah Rasulullah SAW, sehingga bersifat statis dan
pasti (=k8), sedangkan figh senantiasa dihubungkan dengan hasil
ijtihad seseorang, sehingga bisa berubah dan berbeda sesuai dengan
konteksnya yang disesuaikan dengan waktu dan tempatnya. Hasil
ijtihad orang per orang bisa saja tidak sama.”® Begitu pula
penerapannya, antara tempat yang satu bisa berbeda dengan tempat

lainnya.

B. Sumber-sumber Istinbat Hukum Islam
Islam bukan hanya sebutan bagi sebuah agama yang sarat akan
ritus-ritus tertentu. Lebih dari itu, Islam berstatus sebagai agama
rahmatan i al-‘alamin merupakan jalan hidup yang menjadi pedoman
untuk seluruh umat muslim di dunia, tentu mempunyai sandaran-
sandaran utama dalam penentuan hukum-hukumnya. /stinbat hukum

Islam dari masa ke masa telah menunjukkan bahwa umat muslim

% Berkaitan dengan figh sebagai hasil ijtihad, umat Islam mengenal figh Hanafi, figh
Maliki, figh Syafi’i dan figh Hanbali (3=,¥! —#ladl) di samping figh-figh madzhab
lainnya.
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memiliki seperangkat khazanah metode penentuan sebuah hukum
terkait problem-problem yang semakin berkembang. Secara garis besar,
proses istinbat hukum Islam merujuk kepada tiga hal, yakni al-Quran,
sunah, serta ijtihad.
1. Al-Quran

Menurut bahasa al-Quran berasal dari kata 3,8 — 1,8 — 13
artinya bacaan atau yang dibaca.” al-Quran adalah mashdar yang
diartikan dengan isim maf’ul yaitu magru’. Kata garaa juga berarti
menghimpun dalam mengumpulkan huruf-huruf dan kalimat-kalimat
dalam bacaan. Menurut istilah al-Quran adalah kalamullah yang
diturunkan kepada Nabi Muhammad saw dan membacanya adalah
ibadah. Termasuk kalam sebenarnya meliputi seluruh perkataan,
namun karena istilah itu disandarkan kepada Allah hingga menjadi
kalamullah. Karenanya, perkataan yang tidak berasal dari selain Allah
seperti perkataan manusia, jin maupun malaikat tidak dinamakan al-
Quran. diturunkan kepada Nabi Muhammad saw meniadakan kepada
kalamullah yang diturunkan kepada selainnya, seperti Zabur, Taurat
dan Injil. Membacanya adalah perintah, karena itu membaca al-Quran
adalah ibadah.*’

Al-Quran secara etimologis berasal dari bahasa Arab, bentuk

kata benda (masdar) dari kata kerja gara’a yang berarti “bacaan’ atau

% Ahmad Warson Munawir, Kamus al-Munawwir (Jogjakarta: Krapyak Press, 1995),
1185.
* Manna’ al-Qattan, Mabahits fi ‘Ulum al Qur an (Beirut: Muasasat al-Risalah, 1987), 21.
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“sesuatu yang dibaca berulang-ulang”.*' Adapun secara terminologi,
al-Quran  adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi
Muhammad S.A.W. yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun,
walaupun satu surat saja.*’

Al-Jurjani (w. 816 H) mendefinisikan al-Quran dalam tarif
berikut: “Al-Quran ialah wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah,
yang ditulis dalam mushaf-mushaf, yang dinukil secara mutawatir
tanpa syubhat. Sedangkan menurut ahli fahgig, al-Quran adalah ilmu
laduni yang bersifat global, yang mencakup hakikat kebenaran.”™*

Al-Quran adalah kitab suci agama Islam untuk seluruh umat
muslim di seluruh dunia dari awal diturunkan hingga waktu
penghabisan spesies manusia di dunia baik di bumi maupun di luar
angkasa akibat kiamat besar. Di dalam surat-surat dan ayat-ayat al-
Quran terkandung kandungan yang secara garis besar dapat kita bagi
menjadi beberapa hal pokok atau hal utama beserta pengertian atau arti
definisi dari masing-masing kandungan inti sarinya, yaitu sebagaimana
berikut ini:

a. Akidah

Akidah adalah ilmu yang mengajarkan manusia mengenai

kepercayaan yang pasti wajib dimiliki oleh setiap orang di dunia. Al-

I Muchtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Figh Islam (Bandung;
al-Ma’arif, 1986), 31.

“2 Hasbi Ash-Shiddiqi, Sejarah dan Pengantar Ilmu al Qur an (Jakarta: Bulan Bintang,
1975), 73.

* Muchotob Hamzah, Studi al Qur an Komprehensif (Y ogyakarta: Gama Media, 2003), 2.
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Quran mengajarkan akidah tauhid kepada kita yaitu menanamkan
keyakinan terhadap Allah SWT yang satu, yang tidak pernah tidur, dan
tidak beranak-pinak. Percaya kepada Allah SWT adalah salah satu
butir rukun iman yang pertama. Orang yang tidak percaya terhadap
rukun iman disebut sebagai orang-orang kafir.
b. Ibadah

Ibadah adalah taat, tunduk, ikut atau nurut dari segi bahasa.
Dari pengertian "fugaha" ibadah adalah segala bentuk ketaatan yang
dijalankan atau dkerjakan untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT.
Bentuk ibadah dasar dalam ajaran agama Islam yakni seperti yang
tercantum dalam lima butir rukum Islam. Mengucapkan dua kalimatu
syahadat, salat lima waktu, membayar zakat, puasa di bulan suci
ramadhan dan beribadah pergi haji bagi yang telah mampu
menjalankannya.
c. Akhlak

Akhlak adalah perilaku yang dimiliki oleh manusia, baik akhlak
yang terpuji atau akhlakul karimah maupun yang tercela atau akhlakul
madzmumah. Allah SWT mengutus Nabi Muhammd SAW adalah
untuk memperbaiki akhlak. Setiap manusia harus mengikuti apa yang
diperintahkan-Nya dan menjauhi larangan-Nya.
d. Hukum-Hukum

Hukum yang ada di al-Quran adalah memberi suruhan atau

perintah kepada orang yang beriman untuk mengadili dan memberikan
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penjatuhan hukuman hukum pada sesama manusia yang terbukti
bersalah. Hukum dalam Islam berdasarkan al-Quran ada beberapa jenis
atau macam seperti jinayat, mu'amalat, munakahat, faraidh dan jihad.
e. Peringatan (al-wa’d wa al’wa’id)

Tadzkir atau peringatan adalah sesuatu yang memberi
peringatan kepada manusia akan ancaman Allah SWT berupa siksa
neraka atau wa'id. Tadzkir juga bisa berupa kabar gembira bagi orang-
orang yang beriman kepada-Nya dengan balasan berupa nikmat surga
jannah atau waad. Di samping itu ada pula gambaran yang
menyenangkan di dalam al-Quran atau disebut farghib dan
kebalikannya gambaran yang menakutkan disebut dengan tarhib.

f. Sejarah-sejarah atau Kisah-kisah

Sejarah atau kisah adalah cerita mengenai orang-orang yang
terdahulu baik yang mendapatkan kejayaan akibat taat kepada Allah
Swt serta ada juga yang mengalami kebinasaan akibat tidak taat atau
ingkar terhadap Allah SWT. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari
sebaiknya kita mengambil pelajaran yang baik-baik dari sejarah masa
lalu atau dengan istilah lain 7k¢ibar.

g. Dorongan untuk Berpikir
Di dalam al-Quran banyak ayat-ayat yang mengulas suatu

bahasan yang memerlukan pemikiran manusia untuk mendapatkan
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manfaat dan juga membuktikan kebenarannya, terutama mengenai

alam semesta.**

Al-Quran adalah sumber syariat Islam yang bersifat
menyeluruh. Ia merupakan sumber dan rujukan yang pertama bagi
syariat, karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat
global beserta nilainya. Isinya adalah bersifat global dan sedikit sekali
yang terinci. Beberapa aspek yang menguatkan bahwa al-Quran
merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama karena:

1) Penjelasan al-Quran yang bersifat sempurna dalam hal ini sunah
berfungsi untuk menetapkan makna yang dikandungnya.

2) Nas al-Quran bersifat mujmal (global), sedangkan sunah berfungsi
untuk menjelaskannya, seperti perintah membayar zakat, nas al-
Qurannya adalah bersifat mujmal, kemudian disebarkan secukupnya
oleh sunah. Nas al-Quran hanya menjelaskan pokok-pokok hukum,
baik dengan isyarat, maupun dengan ungkapan langsung, kemudian
sunah merinci hukum tersebut dengan sempurna.

Para ulama ushul figh sepakat bahwa al-Quran merupakan
sumber utama hukum Islam dan wajib diamalkan. Para mujtahid tidak
dibenarkan menjadikan dalil lain sebagai hujah sebelum membahas dan

meneliti ayat-ayat al-Quran. Jika tidak ditemukan dalam al-Quran

* Abdul, Halim, Memahami Al Quran (Bandung: Marjan, 1999), 39-44.
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barulah dibenarkan mencari dalil yang lain.*> Demikianlah kedudukan
al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang utama.
2. Sunah

Mentaati dan mengikuti perintah dan seruan Allah dan rasul-
Nya merupakan bukti konkret akan kecintaan seorang muslim.
Mentaati Rasulullah pada hakikatnya mengikuti ajarannya dan
meneladani seluruh akhlak beliau. Barang siapa yang bermaksud
mencintai Allah SWT, maka jalan terbaiknya adalah melalui sikap
hormat terhadap hadis (sunah) Nabi Muhammad SAW.*® Dengan
demikian, bagi mereka yang hidup dan tidak sempat berjumpa dengan
Rasulullah, janganlah berkecil hati, sebab masih punya kesempatan
terbuka untuk membuktikan kepatuhannya kepada Rasulullah. Menaati
Rasulullah sepeninggal beliau adalah dengan cara mematuhi perintah
yang terdapat dalam hadis, yaitu: berita yang datang dari Nabi
Muhammad SAW yang diriwayatkan dengan benar, dapat dibuktikan
secara akademik (“w/um al-hadis) dan dapat dipertanggungjawabkan
secara ilmiah.

Dewasa ini, kerap timbul wacana Islam autentik yang ditandai
oleh geliat mewacanakan Islam murni. Bagi pengusung gagasan ini,

dipahami Islam masa kini sudah sangat jauh melenceng dari ajaran

“ M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Quran: Fungsi Dan Peranan Wahyu Dalam
Kehidupan Masyarakat (Bandung: Mizan, 1992), 29.

* Abu ‘Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari Al-Qurtubi, A/-Jami u Ii al-Ahkami al-
Qur’an, vol. II (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), 47-48.
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autentiknya.*’ Satu-satunya cara agar menjadi autentik adalah dengan
kembali kepada sumbernya yang pertama dan utama, yakni al-Quran
dan hadis.*® Sudah banyak pula kajian dan pemikiran tentang hadis,
baik pandangan ulama Arab maupun ulama Indonesia.*’ Bahwa hadis
dipahami telah menampung segala aspek pemecahan kehidupan umat
muslim dari mulai masalah ibadah hingga sosial-kemasyarakatan.
Berbicara tentang hadis Nabi Muhammad sesungguhnya adalah
berbicara tentang sejarah (sirah) kehidupan Nabi® Schingga
diperlukan penelusuran sejarah periwayatan hadis untuk menemukan
teladan Rasulullah. Perbincangan seputar hadis atau sunah dalam
memosisikan hadis sebagai sumber hukum Islam terbentang mulai dari
pandangan ulama klasik sampai pemikiran sarjana kontemporer.>!
Sesuatu dikatakan hadis, sunah dan kabar, jika segala hal ihwal
(perkataan, perilaku, dan keputusan) dinyatakan benar sebagai riwayat
dari Nabi Muhammad SAW. Sebab itu, kaum muslimin memiliki
kewajiban mengamalkan hadis sebagaimana kewajiban mengamalkan

al-Quran. Tentu yang dimaksud dengan mengimplementasikan hadis

7 Maizuddin M. Nur, “Tipologi Pemikiran Tentang Kewenangan Sunah Di Era Modern,”
Jurnal Substantia, Vol. 14, No. 2 (2012), 146-161.

“ Aceng Abdul Kodir, “Sejarah Bid’ah: Ashhab Al-Hadith Dan Dominasi Wacana Islam
Autentik Pada Tiga Abad Pertama Hijriyah,” Wawasan. Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial
Budaya, Vol. 1 No. 2 (2016), 211-226.

" Afriadi Putra, “Pemikiran Hadis KH. M. Hasyim Asy’ari dan Kontribusinya terhadap
Kajian Hadis dilndonesia,” Wawasan.: Jurnal llmiah Agama dan Sosial Budaya, Vol.1 No.
1 (2016), 46-55.

* Neng Hannah, “Seksualitas dalam Al Qur an, Hadis dan Figh: Mengimbangi Wacana
Patriarki,” Wawasan Jurnal llmiah Agama dan Sosial Budaya, Vol. 2 No. 1 (2017), 45-60.
! Nur Mahmudah, “Sunah Dalam Nalar Islam Kontemporer Nasr Hamid Abu Zayd,”
ISLAMICA: Jurnal Studi Kelslaman Vol. 6 No. 2 (2012), 285-299.



71

adalah hadis yang sahih, sehat dari sisi matan maupun sanad
(rangkaian rawi), dan diriwayatkan secara mutawatir (bersinambung
dari generasi ke generasi sejak masa Rasulullah hingga sekarang).

Namun demikian, sejarah periwayatan hadis telah ternodai oleh
berbagai peristiwa kelam terutama timbulnya pemalsuan hadis yang
dilakukan oleh suatu kelompok untuk kepentingan tertentu. Sehingga
kenyataan ini telah mengakibatkan tercampurnya hadis antara yang
murni dan yang palsu. Atas dasar kenyataan itu, timbul kelompok
pengingkar hadis yang menolak posisi hadis sebagai sumber hukum
Islam meskipun para ulama hadis telah berusaha mengembangkan
metodologi penelitian hadis untuk mengklasifikasikan hadis sahih dan
hadis dhaif dalam kategori hadis ahad. Kalangan pengingkar hadis
lebih mengambil ijtihad daripada menempatkan hadis ahad sebagai
sumber hukum Islam.>

Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi
orang-orang yang beriman. Untuk mengaplikasikan al-Quran sebagai
petunjuk hidup, Allah SWT menjadikan Rasul-Nya sebagai contoh
ideal dan suri teladan bagi orang-orang yang beriman.’® Banyak hukum
yang terkandung dalam al-Quran hanya dapat diketahui dan dipahami

pengertiannya secara rinci dan detail sekaligus penerapannya secara

>? Kegelisahan ini dibahas dalam hasil kajian Wahyudin Darmalaksana, dkk. “Kontroversi
Hadis sebagai Sumber Hukum Islam,” Wawasan Jurnal llmiah Agama dan Sosial Budaya,
Vol. 2 No. 2 (2017), 245-258.

33 Amir Hamzah Nasution, dkk., “Kontribusi Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dalam Kitab
Kaifa Nata’amal Ma’a As-Sunah Nabawiyah,” A¢-Tahdis: Journal of Hadith Studies,
Vol.1 No. 1(2017), 141-57.
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tepat hanya ketika telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Karena keumuman ayat-ayat al-Quran berisi pokok-pokok ajaran Islam
yang membutuhkan penjabaran serta rincian dari Nabi Muhammad

SAW. Allah Swt. berfirman dalam surat an-Nahl ayat 44:

=z &.
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(D) Zos s sl
(mereka Kami wutus) dengan membawa keterangan-keterangan
(mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan Ad-Dzikr (Al-Qur'an)
kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah
diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan,

Merujuk kepada ayat ini, dapat diambil penalaran bahwa tugas
Rasulullah SAW terhadap al-Quran adalah menjelaskan kandungan
maknanya dan mengaplikasikannya di tengah kehidupan manusia.
Sebab kadang di dalam al-Quran terdapat ayat yang masih mujmal
(global) yang perlu perincian lebih lanjut. Dalam konteks ini sunah
hadir untuk menjelaskan dengan rinci ke-mujmal-an ayat tersebut.’*

Posisi dan penjelasan Nabi Muhammad SAW. terhadap al-
Quran disebut sebagai bayan. Bayan Nabi Muhammad SAW terhadap
al-Quran terkadang dengan perbuatan, boleh jadi dengan penjabaran
lisan atau bisa jadi juga dengan persetujuan beliau terhadap perbuatan

para sahabatnya. Semua perbuatan, perkataan dan persetujuan Nabi

Muhammad SAW diistilahkan dengan sunah atau hadis. Karena itu

>* Abu Ishaq Al-Satibi, Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari’ah (Beirut: Dar al-Kutub ‘Ilmiyah,
2009), 829.
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kedudukan sunah atau hadis terhadap al-Quran pada intinya adalah
penjelasan atau bayan. Secara substansial, kandungan hadis terhadap
al-Quran terkadang merupakan interpretasi atas ayat-ayat yang belum
jelas, atau sebagai penegasan dan penguatan terhadap apa yang sudah
jelas dalam al-Quran dan terkadang sebagai tambahan hukum terhadap
apa yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Quran.

Imam al-Shafi'i (w. 204 H) mengklasifikasikan hadis atau sunah
Nabi Muhammad SAW dalam kaitannya dengan al-Quran kepada tiga
kategori. Pertama, sunah yang berisi penegasan dan penguatan atas
hukum-hukum yang sudah jelas dalam al-Quran. Kedua, sunah yang
berisi penjelasan atau rincian terhadap ayat-ayat al-Quran yang
bersifat umum (mujmal). Ketiga, sunah yang berisi hukum yang berdiri
sendiri tanpa ada rujukannya dalam al-Quran baik yang secara eksplisit
maupun implisit.”> Khusus yang disebut terakhir, menurut beliau
memang menjadi khilatiyah di kalangan Ulama.
3. Ijtihad

Kata ijtihad berasal dari kata “al-jahd’ atau “al-juhd’ yang
berarti “al-masyoqot’ (kesulitan atau kesusahan) dan “athogof’
(kesanggupan dan kemampuan).”® Demikian juga dilihat dari kata
masdar dari fiil madhi yaitu “ijtihada’, penambahan hamzah dan ta’

pada kata “jahada’ menjadi “jjtihada’ pada wazan ifta’ala, berarti

> Muhamad bin Idris Al-Shafi’i, Ar-Risalah, Terj. Ahmadie Thaha (Jakarta: Pustaka
Firdaus, 1992), 93.

>0 Abd. Wafi Has, “Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam,” Episteme, Vol.
8 No. 1 (Juni 2013), 89-112.
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usaha untuk lebih sungguh-sungguh. Seperti halnya “kasaba’ menjadi
“jktasaba’ berati usaha lebih kuat dan sungguh-sungguh. Dengan
demikian “jjtihada’ berarti usaha keras atau pengerahan daya upaya.
[jtihad dalam pengertian lain yaitu berusaha memaksimalkan daya dan
upaya yang dimilikinya.’’

Ijtihad bisa diartikan sebagai upaya untuk menyelesaikan
masalah-masalah yang menyangkut tentang hukum Islam. Tetapi
pengertian ijtihad dapat dilihat dari dua segi baik etimologi maupun
terminologi. Dalam hal ini memiliki konteks yang berbeda. Ijtihad
secara etimologi memiliki pengertian: “pengerahan segala kemampuan
untuk mengerjakan sesuatu yang sulit.” Sedangkan secara terminologi
adalah “penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang
terdekat pada kitab Allah (shara’) dan sunah rasul atau yang lainnya
untuk memperoleh nas yang ma’qu, agar maksud dan tujuan umum
dari hikmah syariat yang terkenal dengan kebaikan.

Sedangkan menurut Ibrahim Husein mengidentifikasikan
makna ijtihad dengan istinbat. “Istinbat” berasal dari kata “nabath’
(air yang mula-mula memancar dari sumber yang digali). Oleh karena
itu, menurut bahasa arti “istinbat” sebagai muradif dari ijtihad, yaitu
“mengeluarkan sesuatu dari persembunyian.””® Sedangkan menurut

mayoritas ulama ushul figh, ijtihad adalah pencurahan segenap

°7 Rahmat Al-Shafi’i, Zlmu Ushul Figh (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), 98.
*% Ibrahim Husein, /jtihad Dalam Sorotan (Bandung: Mizan, 1991), 25.
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kesanggupan (secara maksimal) seorang ahli figh untuk mendapatkan
pengertian tingkat dhanni terhadap hukum syariat.”

[jtihad mempuyai arti umum, yaitu sebagai kekuatan atau
kemampuan dalam mencetuskan ide-ide yang bagus demi
kemaslahatan umat. Ada beberapa pendapat bahwa ijtihad adalah
pengerahan segenap kesanggupan dari seorang ahli figh untuk
memperoleh pengertian terhadap hukum syara (hukum Islam). Ijtihad
bisa dipandang sebagai salah satu metode penggali sumber hukum.
Dasar-dasar ijtihad atau dasar hukum ijtihad ialah al-Quran dan sunah.

Di kalangan ulama terjadi beberapa masalah mengenai ijtihad.
Misalnya, Imam Al-Shafi’i menyamakan ijtihad dengan giyas yakni
dua nama tetapi maksudnya satu. Dan tidak mengakui ra’yu yang
didasarkan pada istihsan dan maslalah mursalah. Sementara ulama lain
memiliki pandangan lain yang lebih luas tentang ijtihad, menurut
mereka ijtihad itu mencakup pada ra’yu, giyas dan akal.*”’

Pendapat tentang ra’yu tersebut sebagaimana yang
diungkapkan oleh para sahabat, yaitu mengamalkan apa-apa yang
dipandang maslahat oleh seorang mujtahid. Atau paling tidak
mendekati hukum syariat tanpa melihat apakah hal tersebut ada
dasarnya maupun tidak. Dengan berdasarkan itu, Ad-Dawalibi

membagi ijtihad menjadi tiga bagian yang sebagiannya sesuai dengan

59 Syarief Ali Muhammad Al-Jurjani, A/-Ta’rifat (Jeddah: al-Haramain, t.t.), 10.
8 Mukti Ali, Jjtihad dalam Pandangan Muhammad Abdub, Ahmad Dakhlan dan
Muhammad Igbal (Jakarta: Bulan Bintang, 1990 ), 89.
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pendapat Asy-Syatibi (w. 790 H) dalam kitab A/-Muwataqat, yaitu:
(1) ijtihad al-batani yaitu ijtihad untuk menjelaskan hukum-hukum
syara dari nas, (2) ijtihad al-giyasi, yaitu ijtihad terhadap permasalahan
yang tidak terdapat dalam al-Quran dan sunah dengan menggunakan
metode giyas, (3) ijtihad alistishlah, yaitu ijtihad terhadap
permasalahan yang tidak terdapat dalam al-Quran dan sunah dengan
mengunaka ra ’yuberdasar kaidah istishlah.'

Di samping itu, Muhammad Taqgiyu Al-Hakim menganggap
bahwa penjabaran seperti di atas belum sempurna. Sehingga ia
membagi ijtihad menjadi dua: (1) ijtihad alaql, yaitu ijtihad yang
hujjainya didasarkan pada akal dan tidak menggunakan dalil syara’
dan (2) ijtihad syar7’, yaitu ijtihad yang didasarkan pada syara.*

Wilayah ijtihad atau majalul ijtihad adalah masalah-masalah
yang diperbolehkan penetapan hukumnya dengan cara ijtihad.
Sedangkan lapangan ijtihad adalah pada setiap hukum syara yang tidak
memiliki dalil gath’i. Adapun hukum yang diketahui dari agama secara
dharurah dan bidahah (pasti benar berdasarkan pertimbangan akal,
tidak termasuk lapangan ijtihad).63 Wahbah al-Zuhaili (w. 1436 H)
menjelaskan sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil gath’i atsubut
dalalah tidak termasuk dari lapangan ijtihad yaitu persoalan yang

tergolong ma’ulima al-din bi’l-dhoruroh, di antaranya kewajiban salat

%! Moh Zuhri, Zimu Ushul Figh (Semarang: Dina Utama, 1994), 78.
%2 Rahmat Al-Shafi’i, Zimu Ushul Figh., 104.
% Yusuf Qardawi, Jjtihad dalam Syariat Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 390.
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lima waktu, puasa bulan ramadian, zakat, haji, mencuri dan meminum
khamr®*

Dalam hukum Islam untuk menentukan hukum ijtihad, para
ulama berpendapat bahwa jika ada seorang Muslim ditanya atau
dihadapkan kepada suatu peristiwa atau ditanya tentang suatu masalah
yang berkaitan dengan hukum syara maka hukum bagi orang yang
dihadapkan atau ditanya tersebut bisa wajib ain, wajib kifayah, sunah,
ataupun haram. Tergantung pada kapasitas seseorang tersebut.
Pertama, bagi seorang Muslim yang sudah memenuhi kriteria menjadi
mujtahid dan dimintai fatwa hukum atas suatu peristiwa dan ia juga
dihadapkan kepada suatu masalah atau suatu peristiwa dan ia khawatir
akan hilangnya kepastian hukum akan terjadinya suatu peristiwa
tersebut padahal tidak ada seorang mujtahid lain maka hukum ijtihad
adalah wajib ain.

Kedua, bagi seorang Muslim yang ditanya fatwa hukum atas
terjadinya suatu peristiwa tetapi ia khawatir akan tidak ada kepastian
dari hukumnya tersebut tetapi masih ada mujtahid yang lain maka
hukum ijtihad tersebut wajib kifayah. Artinya apabila tidak ada yang
melakukan ijtihad atas kasus tersebut maka semuanya berdosa.
Apabila ada salah satu dari mujtahid melakukan suatu upaya untuk

melakukan ijtihad atas kasus tersebut maka gugurlah hukum dosa

% Ibid., 170.
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tersebut. Dan ketiga, hukum ijtihad akan menjadi sunah apabila
dilakukan atas persoalan yang belum terjadi.®

Dengan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa
ijtihad memang menjadi salah satu sumber istinbat hukum Islam,
setelah al-Quran dan sunah. Hal ini terutama apabila dijumpai
permasalahan kontemporer yang benar-benar baru, dimana pada masa

lampau belum pernah dijumpai permasalahan yang sama.

C. Fatwa sebagai Sumber Hukum Islam

Hukum Islam mengalami berbagai macam dinamika seiring
berkembangnya zaman. Dinamika tersebut telah dimulai sejak era
Rasulullah SAW saat agama Islam mulai disemaikan, hingga sekarang
ini, dimana para ulama memegang tanggung jawab sebagai lentera
umat dalam menyelesaikan persoalan khalayak yang berkaitan dengan
masalah fighiyah. Semua ini tentu tidak lepas dari bagaimana proses
penentuan hukum Islam yang disebut dengan istinbat. Sementara itu,
salah satu aspek istinbat yang telah dipahami masyarakat adalah fatwa.
Karena itulah pembahasan ini akan mengupas bagaimana posisi fatwa
dalam i7stinbat hukum Islam.

1. Pengertian Fatwa
Term fatwa (ss4l) adalah istilah yang sudah populer dalam

kajian usul figh dan figh, fatwa berasal dari bahasa Arab dari akar

% Atang Abd Hakim, Metodologi Studi Islam (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999),

105.
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kata “fata’ yang berarti masa muda, Kata al-fatwa secara [ughawi
adalah isim masdar yang berasal dari kata “afta’ jamaknya “fatawa’
dengan mem-fatah-kan huruf “waw” atau mengkasrahkan huruf
“waw”’ dibaca “fatawi’ merupakan bentuk kata benda dari kalimat
“fata- yaftu-fatawa’ ()58 - & — \¥) artinya “ seseorang yang dermawan
dan pemurah” (e oSV elad) o) 35l 8) % Orang yang berfatwa
disebut dengan mufti. Bila dikaitkan definisi /ughawi di atas dengan
mufti erat sekali kecenderungannnya, karena seorang mufti untuk
selalu pemurah dalam memberikan ilmunya kepada setiap yang
meminta fatwa. Menurut al-Fayumi, (ss%)) berasal dari kata “al-
fata’ (S4)) artinga “pemuda yang kuat”.*’ Arti ini memberikan
pengertian bahwa seorang mufti harus kuat memberikan argumentasi
dari orang yang meminta fatwa.

Kitab “al-Mu’jam al-Wasith® mengartikan fatwa sebagai
“jawaban terhadap sesuatu yang muskil dalam masalah syariat dan
perundang-undangan Islam.”®® Dalam kitab “Lisana al-‘Arab”’, fatwa
secara /ughawi dijelaskan dengan term “alfutya-wal futwa” diartikan
dengan “ifta” yang merupakan isim masdar dari kata “ifta’, yafti-
ifta” yang diartikan “memberikan penjelasan” atau ‘“sesuatu yang

difatwakan oleh seorang fagih atau dapat dikatakan saya

% 1 ois Ma’luf, al-Munjid fi al-Lughah (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), 569.

7 Al-Fayumi, al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir Ii al-Rafii (Kairo:
Matba‘ah al-Amiriyah, 1965), 2.

% Tbrahim Anis, et.al., al-Mu‘jam al-Wasith, Juz. 2 (Kairo: Dar al-Maarif, 1973), 673.
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memberikannya sebuah mengenai permasalahannnya apabila saya
menjawab permasalahan tersebut.”®

Di dalam al-Qur’an, term fatwa ditemukan berulang-ulang pada
surat dan ayat yang berbeda dengan sighat “yas’alunaka’ (<Lstusw)
artinya “mereka bertanya kepadamu” dan sighat “yastaftunaka’
(<l sisi) artinya “mereka meminta fatwa kepadamu’”.

Muchtar Ali dalam disertasinya mengutip pendapat
Muhammad Faruq al-Nabhan, bahwa bentuk sighat “yasalunaka’
terdapat 15 kali dalam Al-Qur’an,”® Pertama, dalam Surat A/-Bagarah
terdapat beberapa ayat yang menjelaskannya sebagai berikut :

1. Surat Al-Bagarah: 189 tentang ru’yat al-hilal untuk ibadah

haji, umrah, puasa, syawal, hukum iddah wanita, dan hutang

piutang.
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5 Ibn Munzir, Lisan al-‘Arab (Beirut: Dar Thya’ al-Turast al-Arabi, t.t) Jilid. X, 183.
Sebagai perbandingan, dalam kitab Matalib Uli al-Nuha fi Syarhh Ghayah al-Muntaha,
fatwa adalah: ) ) b aie Jilull & ) aSa) cpi kurang lebih, dapat diartikan menjadi:
fatwa adalah menjelaskan hokum syar’i kepada penanya dan tidak mengikat. Baca:
Matalib Uli al-Nuha fi Syarh Ghayah al-Muntaha (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 168. Adapun
yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah
lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang
mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan
oleh peminta fatwa (mustafti) yang tidak mempunyai keterikatan. Peminta fatwa bisa
perseorangan, lembaga ataupun siapa saja yang membutuhkannya. Lihat Racmat Taufik
Hidayat dkk., A/manak Alam Islami (Pustaka Jaya: Jakarta. 2000), lihat pula Rohadi
Abdul Fatah, Analisis Fatwa Keagamaan (Bumi Aksara: Jakarta, 2006), 140.

" Muchtar Ali, Disertasi Prospek Fatwa Sebagai Hukum Positif Indonesia Suatu Tinjaun
Historis dan Yuridis (Jakarta: tp, 2009), 73. Bandingkan dengan Muhammad Faruq al-
Nabhan, al-Madkhal Ii al-Tasyri’ al-Islamiy (Kuwayt: Libanon, Wakalah al-Mathbuah Dar
al-Qalam, 1981) cet. 2, 73.


http://id.wikipedia.org/wiki/Mufti
http://id.wikipedia.org/wiki/Ulama
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“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan
sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji;
Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya,
akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. Dan
masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah
kepada Allah agar kamu beruntung.””’

2. Surat Al-Baqarah : 215 mengenai sedekah tatawwu.
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“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa
saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-
bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-
orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebaikan yang
kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya” ">

3. Surat Al-Baqarah : 217 mengenai peperangan dan perdamaian
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" Q.S. al-Baqarah (2) : 189
™ Ibid. Q.S. al-Baqarah (2) : 215
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“Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram.
Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi
menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah,
(menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari
sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih
besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya
memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari
agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup.
Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati
dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia
dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di
dalamnya.””

4. Surat Al-Baqarah : 219 mengenai pengharaman khamar.
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“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah:
"Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi
manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan
mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah:
"Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-
ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.””*

5. Surat Al-Baqgarah : 220 mengenai anak yatim dalam pengelolaan

hartanya dan perwaliannya
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" Ibid. Q.S. al-Baqarah (2) : 217
™ Ibid. Q.S. al-Bagarah (2) : 219
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“tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang
anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah
baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah
saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari
yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya
Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.””

Kedua, Surat Al-Maidah: 4 menjelaskan tentang kehalalan

yang Dbaik-baik seperti sembelihan dan hasil buruan anjing yang

terlatih.
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“Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi
mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan
(buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar
dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa
yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang
ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas
itu (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah,
sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya.”’®

Ketiga, Surat Al-A’raf : 187 mengenai terjadinya Hari Kiamat.
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" Ibid. Q.S. al-Baqarah (2) : 220
' Q.S. al-Maidah (5) : 4
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“Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: "Bilakah
terjadinya?" Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang
kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku; tidak seorangpun yang dapat
menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat
(huru haranya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi. Kiamat itu
tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba". Mereka
bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya.
Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang bari kiamat itu
adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."”’

Keempat, Surat Al-Anfal : 1 mengenai harta rampasan perang.
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“Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta
rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan
Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan
perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada
Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman."”®

Kelima, Surat al-Isra’: 85 mengenai ruh
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“Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh itu

termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan
melainkan sedikit.””’

7Q.S. al-A’raf (7) : 187
" Ibid. Q.S. al-Anfal (8) : 1
" Ibid. Q.S. al-Isra (17) : 85
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Keenam, Surat al-Kahfi : 83 mengenai berita Dzulqarnain

P
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“Mereka akan Dbertanya kepadamu (Muhammad) tentang

Dzulkarnain. Katakanlah: "Aku akan bacakan kepadamu cerita
tantangnya’*’

Ketujuh, Surat al-Naziat : 42 tentang informasi Hari Kiamat.
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“(Orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari
kebangkitan, kapankah terjadinya.”™’

Sedangkan sighat “yastaftunaka’ al-Qur’an menyebutkannya

pada dua tempat, yaitu :

1. Surat an-Nisa : 127 yang berkaitan dengan wanita :
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“Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita.
Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan
apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan)
tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada
mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin
mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang
lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-

% Ibid. Q.S. al-Kahfi (18) : 83
81 Ibid. Q.S. al-Nazi’at (79) : 42
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anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan,
maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya.”™

2. Surat an-Nisa : 176 berkaitan dengan harta warisan :
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“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah:
"Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang
meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai
saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu
seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-
laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak
mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka
bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang
meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-
saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki
sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan
(hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha
Mengetahui segala sesuatu”™

Berdasarkan ayat-ayat di atas para ulama tafsir maupun
ahli bahasa, menjadikannya sebagai literatur dalam mendefinisikan
fatwa secara /ughawi. Ibnu Manzur (w. 711 H), misalnya dalam

“Lisan al-‘Arab” bahwa kata fatwa berasal dari kata

“fastaftihim” sebagaimana tertulis pada Surat As-Saffat : 11.

52 Ibid. Q.S. al-Nisa (4) : 127
% Ibid. Q.S. al-al-Nisa (4) : 176
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Meskipun kata fatwa yang ditemukan dalam al- Quran dalam
derivasi yang berbeda, menurut al-Raghib al-Isfahani (w. 502 H),
sesungguhnya maknanya sama sebagai jawaban dari persoalan
hukum yang banyak ditanyakan kepada Rasulullah ketika itu.
Apabila dilihat dari jawaban al-Quran, peminta fatwa ketika itu
adalah sifatnya realistis, faktual, sehingga fatwa yang
disampaikan al-Quran dengan bahasa yang jelas dan menjawab
persoalan.

Dengan demikian, maka fatwa semestinya bukan hanya
merupakan sebuah jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh
masyarakat, akan tetapi juga menjadi sebuah solusi yang diberikan
oleh para mujtahid dalam rangka merespons dan menyelesaikan
persoalan figh kontemporer.

2. Sebab-sebab munculnya fatwa

Definisi fatwa secara terminologi, dikemukakan oleh para
ulama dengan pengertian yang beragam. Muhammad Rawwas
Qol’ahji, Fatwa adalah hukum syar’ yang dijelaskan oleh seorang
fagih untuk orang yang bertanya kepadanya.*> Wahbah al-Zuhaili,

fatwa didefinisikan: “Jawaban atas pertanyaan mengenai hukum

# Muhammad Fuad Abd al-Baqi, a/-Mujam al-Mufahras Ii al-Fazi al Qur an al-Karim (al-
Qahirah: Dar al-Hadis, 2007), 623.

% Muhammad Rowas Qal’aji, Mu’jam Lughah al-Fugaha (Beirut: Dar al-Nafais, 1988),
339.
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syariat yang sifatnya tidak mengikat.”®® Khalid bin Abdurrahman
al-Juraisi, mendefinisikan fatwa sebagai: “Penjelasan mengenai
suatu hukum yang ditanya oleh seseorang meminta fatwa atau
fatwa itu merupakan jawaban seorang mufti.”®’ Makna yang
senada juga dikemukakan Yusuf Qardawi dalam “al-Fatwa Baina
al-Indibad aw al-Tasayyub’ Fatwa diartikan sebagai sebuah
keterangan atau ketentuan hukum syara’ dari suatu permasalahan
sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik yang bertanya itu jelas
identitasnya maupun tidak baik secara personal maupun
kolektif.*® Kemudian Zamakhsary (w. 538 H) dalam “al-Kasyaf”
mengartikan fatwa sebagai suatu penjelasan hukum syariat tentang
suatu masalah sebagai jawaban dari pertanyaan orang tertentu
maupun tidak tertentu, yakni kepentingan pribadi dan
kepentingan masyarakat banyak.* Para sarjana Barat
(kontemporer) seperti Joseph Schacht mendefinisikan fatwa
sebagai “formal legal opinior” (opini legal formal).”’

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, fatwa adalah upaya

penjelasan dari seorang mufti disebabkan adanya pertanyaan

% Wahbah al-Zuhaily, al-Figh al-Islam wa ‘Adillatuhu (Beirut: Dar al-Fikr, 2004) Jilid. 1,
35.

¥ Khalid bin Abdurrahman al-Juraisi, a/-Fatawa (Makkah al-Mukarramah: Maktabah
Malik Fahd, 2008), 39.

8 Yusuf Qardawi, al-Fatwa Bayna al-Indibad aw al-Tasayyub (Mesir: Maktabah Wahbah,
1997), 5.

% Al-Zamakhsyari, Tafsir al-Kashshaft An Haqaiq al-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi Wujuh
al-Tanwil (Mesir : Musytofa al-Babi al-Halabi, tt) Cet. I, 367.

% Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law (London: Oxford University Press,
1965), 74.
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tentang hukum syara’, baik pertanyaan itu bersifat individual
maupun kolektif dalam rangka kepentingan masyarakat dan
penjelasan fatwa bisa dalam bentuk tulisan maupun lisan yang
sifatnya tidak mengikat. Sesungguhnya fatwa selalu bercirikan:
Pertama, sebagai usaha memberikan jawaban-jawaban  atas
persoalan hukum yang muncul. Kedua, fatwa yang disampaikan
tentang hukum syara’ melalui proses ijtihad. Ketiga, orang atau
lembaga yang menjelaskan adalah berkapasitas dalam persoalan
hukum yang ditanyakan. Keempat, jawaban yang diberikan
adalah yang belum mengetahui tentang jawabannya. Orang yang
memberi fatwa disebut dengan “mufti’, sedangkan pihak yang
meminta fatwa disebut dengan “almustafii’.

Bila dihubungkan konteks hari ini, otoritas fatwa lebih
bersifat kelembagaan dari individual. Jarang lagi ditemukan fatwa
yang bersifat individual. Kebutuhan masyarakat terhadap hukum
selalu dipertanyakan kepada lembaga yang mempunyai otoritas
untuk itu. Dalam posisi ini fatwa semakin luas bukan hanya sebatas
persoalan hukum begitu juga kelembagaannya. Posisi mufti pun
semakin penting dalam berbagai sektor dan lini kehidupan,
seperti kepentingan politik, produk fatwa dibutuhkan dalam
konstelasi politik tertentu begitu juga halnya pada aspek
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, produk-produk fatwa

dibutuhkan oleh masyarakat.
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Melihat eksistensi mufti yang begitu penting dan
kompleksitas  hukum, sudah saatnya definisi fatwa diredefinisi
kembali dengan paradigma mufti tidak lagi pasif tapi harus aktif.
Mufti mengeluarkan fatwa tidak harus menunggu datangnya
pertanyaan atau kasus hukum yang muncul, tetapi mufti harus
mampu mengantisipasi kebutuhan  hukum  yang muncul di
masyarakat. Perubahan paradigma ini ditegaskan oleh Muhammad
Atho Mudhar, fatwa dalam perspektif bentuk dan kekuatan hukum,
perannya lebih luas tidak hanya sebatas “legal opinium” (pendapat
hukum), tetapi juga sebuah produk interaksi sosial antara mufti
dengan komunitas politik, ekonomi dan budaya yang mengelilinginya
yang memberikan ragam informasi terhadap perkembangan sosial
umat Islam.”’

Pendapat yang sama juga ditegaskan Wael B. Hallaq, setelah
melihat para ahli ushu/ figh menyamakan antara mujtahid dengan
mufti, di semua karya mereka kedua istilah (mujtahid-mufti)
dipakai secara sinonim. Mandat kesarjanaan apapun yang dimiliki
mujathid, mufti juga harus mempunyainya, tapi dengan satu
perbedaan; mufti menurut sebagian besar ahli ushul figh, tidak
hanya harus bersifat adil dan dapat dipercaya, tetapi juga harus
diketahui bahwa Ia menjadikan agama dan persoalan agama dengan

sangat serius. Kalau seseorang mempunyai persyaratan ini, maka ia

! Muhammad Atho Mudzhar, Is/am and Islamic Law in Indonesia: A Social Historical
Aproach (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), 93.
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berkewajiban untuk mengeluarkan sebuah fatwa kepada seorang
yang datang kepadanya untuk tujuan ini. Menariknya ia juga
berkewajiban untuk mengajarkan hukum bagi seorang yang ingin
mempunyai pengetahuan tentang hukum, sebab menyebarkan
pengetahuan hukum dianggap sama bermanfaat seperti mengeluarkan
fatwa. Kedua aktivitas ini melibatkan promosi agama. Kewajiban
untuk mengajar tampaknya menjadi persyaratan yang diidealkan
merefleksikan realitas pendidikan hukum dan praktik hukum dimana
para profesor hukum dalam kampus-kampus abad pertengahan
biasanya menduduki jabatan mufti juga.”

Perubahan paradigma fatwa juga telah terlihat dalam
Pedoman dan Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia
(MUI) dimana Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan sebagai
mufti (Pemberi fatwa). Peran ini menempatkan Majelis Ulama
Indonesia (MUI) untuk memberikan fatwa terutama persoalan
berkaitan dengan hukum Islam, baik diminta maupun tidak
diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia
(MUI) mengakomodir dan menyalurkan aspirasi umat Islam
Indonesia yang sangat beragam aliran dan paham dan pemikiran

- 93
serta organisasi keagamaannya.

> Wael B. Hallaq, Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Ushul Figh Mazhab Sunni
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 182.

» Hasil Rakernas Tahun 2011, Pedoman Penyelenggara Organisasi Majelis Ulama
Indonesia (Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2011), 10 -13.
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Menurut hemat penulis, paradigma substansi fatwa haruslah
segera diubah. Hal ini dikarenakan eksistensi fatwa yang walaupun
tidak mengikat, namun semestinya harus menunjukkan perannya.
Bukan hanya di saat masyarakat mengajukan pertanyaan karena
kegelisahan mereka, akan tetapi fatwa juga muncul sebagai tindakan
preventif dan protektif dari para mujtahid muslim untuk berbagai
persoalan figh dewasa ini.

3. Bentuk-bentuk fatwa

Secara garis besar, fatwa memiliki dua bentuk yang dapat
diklasifikasikan berdasarkan asal-usul lahirnya dan dari segi
prosesnya. Dalam sudut pandang asal usulnya, fatwa terbagi menjadi:
a. Fatwa Kolektif (a/-Fatwa al-Jama’iy)

Fatwa kolektif adalah fatwa yang dirumuskan dan ditetapkan
oleh sekelompok atau lembaga yang memiliki kemampuan dalam usul
figh dan figh dan berbagai disiplin ilmu lainnya sebagai penunjang,
sehingga akhir kesimpulan hukum yang diputuskan mendekati
kebenaran. Kedudukan fatwa kolektif ini harus mampu menetapkan
hukum dengan berani dan bebas dari pengaruh dan tekanan politik,
sosial dan budaya yang berkembang.”* Di Indonesia yang
dikategorikan dalam kelompok fatwa kolektif ini seperti Majelis
Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Penelitian UIN, Direktorat

Pembinaan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, Komisi

% Ali Hasballah, Usul al-Tashri al-Islami (Mesir: Dar al-Ma“arif, 1976) Cet. 5, 426.
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Fatwa Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia,”” Majelis Tarjih
Muhammadiyah, Lembaga Bahsu al-Masail dan lainnya.

Fatwa/ijtihad yang bersifat kelembagaan/kolektif dipandang
ijtihad yang baik dilakukan, dengan alasan proses perumusannya
dilihat dalam berbagai sudut pandang keilmuan yang lebih mendekati

kebenaran dan lebih kuat dari fatwa individual.”®

Hal ini juga
dipertegas Harun Nasution, menurutnya yang diperlukan memang
ijtihad politik, terlebih lagi ijtihad kolektif nasional.’” Inilah
membedakan fatwa/ijtihad saat ini dengan upaya ijtihad masa lalu. Hal
ini disebabkan persoalan—persoalan yang muncul lebih kompleks.
Pemecahannya memerlukan pendekatan tidak hanya pengkajian dari
aspek hukum semata, akan tetapi memerlukan pengkajian dari berbagai
disiplin, seperti ilmu kesehatan, psikologi, ekonomi, politik dan
lainnya.”®
b. Fatwa Personal (a/-Fatwa al-Fardi)

Fatwa personal adalah fatwa yang dihasilkan dari penelitian dan
penelaahan yang dilakukan oleh seseorang. Biasanya hasil ijtihad

seseorang lebih banyak memberi warna terhadap fatwa kolektif. Fatwa

personal selalu dilandasai studi yang dalam terhadap suatu masalah

% Rohadi Abdul Fatah, Analisis fatwa Keagamaan Dalam Figh Islam., 140-141. Lihat juga
Amir Syarifuddin, Usul Figh (Jakarta: Logos Wacana [lmu, 2005) Jilid. 2. 273.

% Asafri Jaya, Konsep Maqashid al-Syariah Menurut Syatibi (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1996), 158.

’7Tbid., 159.

** Tbid.
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yang akan dikeluarkan fatwanya, sehingga proses lahirnya fatwa
kolektif diawali dengan kegiatan perorangan.”

Sesungguhnya fatwa-fatwa yang berkembang dalam figh Islam
lebih banyak bertopang kepada fatwa—fatwa personal. Seperti fatwa di
kalangan mazhab-mazhab figh, fatwa Syaikh Muhammad Syaltut (w.
1384 H/ 1963 M), fatwa Yusuf al-Qardhawi, fatwa Ibn Taimiyah (w.
728 H / 1328 M), fatwa Syaikh al-Maraghi (w. 1366 H / 1952 M),
fatwa Muhammad Abduh (w. 1326 H / 1905 M), fatwa Said Rasyid
Ridha (w. 1356 H/ 1935 M), fatwa Muhammad Abu Zahrah (w. 1974),
dan lainnya. 100

Bentuk berikutnya yakni berdasarkan prosesnya, fatwa terbagi
menjadi fatwa tarjih dan fatwa al-insya’i (fatwa kreatif). Kedua
fatwa ini secara ringkas dapat dipahami sebagai berikut:
(1) Fatwa Tarjih

Fatwa tarjih adalah adalah fatwa kolektif yang dihasilkan oleh
sekelompok orang atau lembaga tertentu dengan memilah-milah
berbagai pendapat, kemudian memilih pendapat yang terkuat dari
berbagai pendapat tersebut. Menurut Yusuf al-Qaradawi fatwa tarjih
lebih sesuai dengan kondisi zaman sekarang, karena fatwa tersebut

lebih banyak mencerminkan rahmat kepada manusia, lebih dekat

* 1bid., 141.
100 1hig.
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dengan kemudahan yang diberikan oleh syara’, untuk tujuan maslahat
makhluk dan usaha untuk menghindari kerusakan dari manusia.'”'
(2) Fatwa al-Insya’i

Fatwa al-Insya’i adalah fatwa yang mengambil konklusi hukum
baru dalam suatu permasalahan yang belum pernah dikemukakan oleh
ulama terdahulu, baik masalah baru maupun masalah lama.'®
Menurut Yusuf al-Qaradawi bentuk fatwa al-Insya’i merupakan
bentuk baru, belum pernah dilakukan oleh ulama terdahulu.
Misalnya fatwa tentang zakat tanah sewaan. Menurut Yusuf
Qaradawi si penyewa tanah wajib mengeluarkan zakat tanaman atau
buah-buahan yang dihasilkan dari tanah sewaan apabila telah
memenuhi nisab zakat, setelah dikurangi jumlah sewa. Pengurangan
ongkos atau nilai sewa karena sewa sebagai utang yang menjadi beban
penyewa. Dengan demikian ia hanya mengeluarkan zakatnya dari hasil
netto tanaman atau buah-buahan dari tanah yang disewanya. Adapun
si  pemilik tanah harus mengeluarkan zakat upah sewaan
yang diterimanya (juga sampai nisab) dibarengi dengan pajak tanah
yang harus dibayarkan. Dengan kata lain zakat yang dibayarkan
merupakan kewajiban si penyewa tanah dan pemilik tanah.
4. Fatwa sebagai Sumber Hukum Islam

Bicara tentang ijtihad dalam kajian hukum Islam,

eksistensinya  cukup penting  terutama  berkaitan  dengan

101 Thid., 143.
12 1bid., 145.
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kedudukannya sebagai dalil hukum Islam. Kalau al-Quran disebut
sebagai sumber dasar, sedangkan hadis sebagai sumber operasional,
maka ijtihad sesungguhnya merupakan sumber dinamika hukum Islam.

Ijtihad menurut bahasa berasal dari kata “jahada’ artinya
“mencurahkan segala kemampuan” atau menanggung beban
kesulitan.”'?* Sebagian ulama mengidentikkan ijtihad dengan istinbat.
Kata istinbat berasal dari kata “nabth’ artinya “air yang memancar,
air yang mula memancar dari sumur yang digali.”'** Abu Hamid al-
Ghazali (w. 505 H) mendefinisikan ijtihad: “Melakukan usaha keras
dan memaksimalkan upaya dalam salah satu perbuatan ( 's sl
Jwd¥) e Jad 3 ausll §15d). Menurut definisi kaum ulama ijtihad
adalah: “Usaha keras yang dilakukan oleh mujtahid dalam mencari
dalam ketentuan-ketentuan hukum syariat.” (b & 4xus alsall JY
dag yall A8l A1)!9% Sedangkan Ibn Humam (w. 861 H) mengartikan
ijtihad ‘“Pengerahan segala kemampuan fugaha untuk menemukan
hukum syariat yang bersifat dzanni” ( 2Sall e Gl Qllal ele@dll e 2l
<=4)). Sementara Abdul Karim Zaidan (w. 2014), mengartikan

ijtihad adalah: “Pengerahan segenap kemampuan mujtahid dalam

' Jamal al-Din Muhammad Ibn Muharram, Lisan al-‘Arab (Mesir: Dar al-Mishriyah al-
Ta’lif wa al-Tarjamah, t.t). Juz III. 107-109.

1% Ali Muhammad al-Jurjani, Kitab al-Ta rifat (Beirut: Riyadh al-Shulh, 1969), 10.

15 Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, a/-Mustashfa fi ‘Ilmi‘l-Ushul
(Beirut: Dar Ihya al-Turath al-‘Arabi, 1324), 350.
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mencari atau menggali pengetahuan mengenai hukum syara’ dengan
metode istinbat.”'%

Berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan, ijtihad
adalah mengerahkan segala kemampuan seorang mujtahid untuk
memperoleh tentang hukum-hukum syara’ Pengertian dari ijtihad
ini menyimpulkan lima hal: Pertama, usaha yang maksimal untuk
mengerahkan kemampuan dalam merumuskan hukum syara’. Kedua,
ijtihad dilakukan oleh orang ahli dan memiliki kemampuan berijtihad.
Ketiga, domain ijtihad adalah hukum syara’ yang bersifat zhanni
(belum pasti). Keempat, ijtihad bukan masalah akal (al-agliyah)
dan masalah teologi (masail al-kalam). Kelima, ijtihad harus
dilakukan  melalui istinbat, sebuah proses pengkajian dan
mendalami makna suatu /Jafaz untuk dikeluarkan atau ditetapkan
hukumnya.

Dari definisi ini, ijtihad dilihat dari bentuk hasil ijtihadnya
menurut Abu Zahrah (w. 1974) dibagi kepada dua macam. Pertama,
ijtihad istinbat yakni ijtihad yang dilakukan untuk menggali hukum-
hukum bagi peristiwa hukum yang tidak ada ketentuan dalam nas
(furu’) dari dalil yang rinci. Kedua, ijthad tatbigi, yakni ijtihad
yang dilakukan untuk menerapkan hasil ijtihad sebelumnya pada

peristiwa hukum yang muncul berikutnya.'”’

1% Abdul Karim Zaidan, al-Wajiz fi Usul al-Figh (Kairo: Dar al-Tauzi’ wa al-Nasyr al-
Islamiyah, 1993) cet. 1, 399.
7 Muhammad Abu Zahrah, Usu/ al-Figh (Dar al-Fikr, al-Arabiy, 1958), 379.
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Menurut Atho Mudzhar, hasil ijtihad ulama dapat dibedakan
menjadi empat macam: (1) Figh, (2) Keputusan hakim di lingkungan
Peradilan Agama, (3) Peraturan-peraturan perundangan di negara-

negara muslim dan (4) Fatwa ulama.'®

Karena fatwa merupakan
salah satu dari hasil ijtihad ulama, maka sesungguhnya tidak ada
perbedaan substansial di kalangan ulama tentang ijtihad dengan fatwa.
Hanya seperti yang ditegaskan oleh Muhammad Abu Zahrah,
perbedaan ijtihad dan fatwa terlihat bahwa fatwa lebih khusus
dibandingkan dengan ijtihad, karena ijtihad adalah kegiatan istinbat
hukum yang senantiasa dilakukan baik ada pertanyaan atau tidak.
Sedangkan fatwa dilakukan ketika adanya kejadian nyata dan
seorang ahli figh berusaha mengetahui hukumnya.'®

Rifyal Ka’bah juga menegaskan ifta’ (pekerjaan memberi
fatwa) adalah sinonim dari ijtihad. Perbedaannya fatwa lebih khusus
dari ijtihad. Ijtihad adalah istinbat (formulasi) ketentuan-ketentuan
hukum secara umum, baik kasus hukumnya sudah ada atau belum
ada. Sedangkan ifta’ (fatwa) menyangkut kasus yang sudah ada

dimana mufti memutuskan ketentuan hukumnya berdasarkan

pengetahuan hukum yang dimilikinya.'"

1% Atho Mudzhar, Figh dan Reaktualisasi Ajaran Islam, dalam Budi Munawwar Rahman
(ed) (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994), 369-370. Lihat pula, M. Cholil Nafis,
Teori Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Ul Press, 2011), 52.

1% Muhammad Abu Zahrah, Ushul figh., 401.

"9 Rifyal Ka’bah, Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU (Jakarta:
Universitas, 1999), 212.
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Dengan kata lain kedudukan mujtahid (orang berijtihad)
berupaya meng-istinbat-kan hukum dari nas (al-Quran-Hadis) dalam
berbagai kasus, baik diminta oleh pihak berkepentingan atau tidak.
Sedangkan mufti mengeluarkan fatwa dengan adanya permintaan
berdasarkan persoalan yang muncul sesuai dengan kapasitasnya.
Boleh saja seorang mufti menfatwakan pendapat para mujtahid
yang masih hidup dengan syarat mufti tersebut mengetahui metode
istinbat hukum yang sebagai dasar pemikiran mujtahid. Sebagaimana
dilakukan oleh para sahabat, tabiin dan para ulama-ulama terdahulu.
Begitu juga menfatwakan hasil ijtihad para mujtahid yang telah wafat
dengan syarat si mufti harus mengetahui metode istinbat hukum
sebagai dasar pemikiran hukumnya.

Perbedaan lainnya terlihat pada hukum berfatwa itu sendiri.
Menurut pendapat al-Syahrastani (w. 548 H), hukum ijtihad adalah
fardu kifayah. Menurutnya, apabila ada seseorang melakukan ijtihad,
maka gugurlah kewajiban orang lain untuk melakukan ijtihad, maka
hal ini dipandang sebagai aktivitas yang baik terhadap agama dan
apabila ini terus dilaksanakan, maka ia akan dekat dengan bahaya
dalam melaksanakan kehidupan bersama. Alasan al-Syahrastani,
adanya ketergantungan antara hukum syara’ yang ijtihadi itu

dengan mujtahid (mufti). Apabila tidak ada mujtahid/mufti maka
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mengkibatkan akan stagnannya ajaran Islam terlebih hukum Islam itu
sendiri.'"!

Hubungan fatwa dengan ijtihad adalah dua hal yang
berkorelasi kuat dalam dinamika hukum Islam, karena:

a. Fatwa memperkuat kedudukan ijtihad.

Sebagaimana diketahui ijtihad adalah kesungguhan para
mujtahid merumuskan hukum Islam. Melalui ijtihad sangat
menentukan dinamikanya hukum Islam, karena sesungguhnya ijtihad
adalah metode paling mendasar untuk memahami syariat. Sudah
pasti eksistensi ijtihad penting dalam perkembangan hukum Islam
itu sendiri. Ijtihad akan semakin dinamis jika ditopang oleh
perangkat-perangkat ijtihad. Salah satu bentuk instrumen dari ijtihad
adalah fatwa. Kedudukan fatwa sesungguhnya adalah memperkuat
kedudukan ijitihad itu sendiri.

Cukup banyak statemen para ulama melihat kedudukan antara
fatwa dan ijtihad. Yusuf Qaradawi mengatakan antara ijtihad dan
fatwa adalah dua hal yang tidak terpisahkan dan kedudukannya
cukup penting sebagai hasil pemikiran manusia yang bersifat
universal dan multidimensional. Mengeluarkan fatwa dan berijtihad

merupakan usaha spektakuler yang dapat dilakukan oleh ahli di

" Muhammad bin Abdul Karim bin Abi Bakar Ahmad al-Syarastami, a/-Nihal wa al-
Nihal, Juz 1 (Kairo: Mustafa al-Halabi, t.th), 231.



101

bidangnya masing-masing setelah mememuhi kualifikasi masing-
masing.112

Selain Yusuf Qaradawi, Muhammad Igbal (w. 1938) juga
berpendapat sama, bahwa antara ijtihad dan fatwa merupakan
prinsip gerakan dalam struktur Islam yang harus dihidupkan,
dikembangkan dan ditingkatkan secara terus menerus. Hal ini
merupakan  prinsip = dinamika  masyarakat  Islam  dalam
membangkitkan dan memajukan serta merangsang umat Islam
untuk bersungguh-sungguh menggali ajaran Islam sampai ke akar-
akarnya (radical of thinking).'” Kemudian Rafli Nazay mengatakan,
ijtihad dan fatwa dua hal saling berhubungan. Ijtihad
menghasilkan hukum Islam, yang mana ijtihad itu dikeluarkan
dalam bentuk fatwa-fatwa keagamaan. Posisi ijtihad dan fatwa akan
semakin kuat apabila: Pertama, hukum Islam yang dihasilkan para
mujtahid non penguasa, namun  hasil ijtihadnya  dapat
dipertanggungjawabkan secara moral maupun ilmiah. Kedua,
hukum Islam yang dihasilkan berdasarkan ijtihad para penguasa
yang telah memenuhi syarat sebagai mujtahid maupun mufti/qadhi.'"*
Fazlurrahman, juga mengatakan bahwa antara ijtihad dan

fatwa dua hal yang berkorelasi dan saling melengkapi, sebab

menurut  Fazlurrahman ada peluang  bagi wumat ini untuk

12 Rohadi Abdul Fatah, Analisis fatwa Keagamaan Dalam Figh Islam., 77.
' Ibid.
" Ibid., 81.
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menafsirkan dan memberikan penafsiran baru terhadap wahyu
Allah.'” Dilihat dari segi bentuk hasil ijtihad, sebagaimana yang
ditulis oleh Abu Zahrah (w. 1974), ijtihad dibagi kepada dua macam:
Pertama, ijtihad istinbat yaitu ijtihad yang dilakukan untuk
menggali hukum-hukum bagi masalah yang tidak ada ketentuan
hukumnya dalam nas dari dalil-dalil yang rinci. Kedua, Ijtihad 7atbiqi,
yaitu ijtihad yang dilakukan untuk menerapkan hasil ijtihad mujtahid
sebelumnya pada kasus yang muncul sesudahnya.''® Kedua bentuk
ijtihad ini memberikan tempat untuk berfatwa dalam rangka
memperkuat  posisi ijtihad, karena bagaimanapun hasil ijtihad
istinbat dan ijtihad fatbigi akan menggunakan media fatwa dalam
penyampaian hasil ijtihad ke masyarakat.

Dilihat dari segi pelaksanaannya, ijtihad dibagi menjadi
dua bagian: Pertama, ijtihad fardi yaitu: ijtihat dilakukan oleh
satu orang dengan kasus sifatnya sederhana terjadi dalam
masyarakat yang sederhana, dan mujtahid tersebut menguasai
berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk mengkaji masalah

tersebut. Kedua, ijtihad jama’i yaitu, ijtihad dilakukan secara

"5 Dengan demikian Fazlurrahman ingin mengatakan terbuka peluang untuk
menafsirkan ulang terhadap nash yang ada sesuai dengan pertumbuhan  dan
perkembangan zaman, selama itu tidak keluar dari substansi hukum Islam yang
sesungguhnya, disamping adanya kualifikasi terhadap interpretor dalam hal ini
mujtahid ataupun mufti, sehingga benar-benar terukur dengan hasil fatwa yang
diijtihadkan. Berbagai penjelasan di atas, menunjukkan bahwa kedudukan fatwa cukup
penting dalam ijtihad, fatwa sesungguhnya memperkuat posisi ijtihad. Banyak
produk-produk fatwa meskipun sifatnya tidak mengikat baik secara personal maupun
kolektif pada dasarnya memperkuat posisi ijtihad itu sendiri. Ibid., 83.

"1 Muhammad Abu Zahrah, Usul Figh, 379.
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kolektif berkumpulnya para ahli yang terkait dengan kasus
tersebut, sehingga kasus hukum yang muncul dapat diselesaikan dan
mendekati kebenaran.''” Baik ijtihad jama’ maupun ijtihad fardi
dalam proses hasil penyampaian ke publik tetap menggunakan
media fatwa, sehingga juga terlihat posisi fatwa memperkuat
ijtihad.

b. Fatwa sebagai produk pengembangan ijtihad.

Penjelasan sebelumnya telah merincikan bahwa kedudukan
ijtihad cukup penting sebagai dalil hukum Islam setelah al-Quran dan
hadis, yaitu kalau al-Quran dipandang sebagai sumber dasar, hadis
sebagai sumber operasional, sesungguhnya ijtihad dipandang sebagai
sumber dinamika terhadap al-Quran dan hadis. Sudah pasti peran
ijtihad semakin mewarnai, apalagi dalam perjalanan hukum Islam itu
sendiri terdapat keterbatasan nas dalam menjawab persoalan
hukum yang berkermbang mengharus ijtihad dibutuhkan.

Seperti kita ketahui terdapat beberapa dalil hukum dalam al-
Quran dan hadis yang sifatnya masih umum. Dalam catatan para
ulama seperti yang dikatakan al-Zarkashi (w. 794 H), ayat-ayat
hukum sekitar 500 ayat.''"® Al-Suyuthi menulis 200 ayat.'”
Sedangkan Abdul Wahab Khallaf menyebutkan sekitar 500 ayat

dengan rincian: Pertama, hukum berkaitan dengan masalah keluarga

"7 Ali Hasballah, Usul al-Tasyri’ al-Islami (Mesir: Dar al-Ma‘arif, 1976) cet.5, 429.
18 Badruddin al-Zarkasyi, A/-Burhan fi ‘Ulum al Qur an (Mesir: al-Halabiy, 1957), 102.
9 Jalaluddin al-Suyuthi, A/-ltgan fi Ulum al Qur an (Mesir: al-Azhar, 1318), 181.
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(al-ahwal al-syakhshiyah) sekitar 70 ayat. Kedua, hukum perdata
(ahkam madaniyah) terdiri 70 ayat. Ketiga, hukum pidana (ahkam
al-jinayah) terdiri 30 ayat. Keempat, hukum acara (ahkam al-
Munafaat) terdiri 13 ayat. Kelima, hukum peradilan (ahkam al-
dusturiyah) terdiri 10 ayat. Keenam, hukum tata negara (ahkam al-
Dauliyah) terdiri dari 25 ayat. Ketujuh, hukum ekonomi (ahkam
al-Igtisadiyah) terdiri 10 ayat.'” Begitu pula hadis yang berkaitan
dengan hukum juga terhitung relatif sedikit, ada yang mengatakan
sekitar 3000 hadis, ada yang mengatakan 2000 hadis dan ada ulama
yang mengatakan sekitar 5000 hadis."*'

Relatif sedikitnya jumlah ayat dan hadis hukum di atas,
terbukanya untuk melakukan ijtihad. Salah satu produk dari
pengembangan ijtihad adalah fatwa. Ijtihad dapat dilakukan dengan
bentuk memberikan fatwa-fatwa sebagai hasil konkret dari ijtihad.
Yusuf Qaradawi mengatakan sesungguhnya ijtihad dalam bentuk
fatwa adalah lapangan luas yang berwujud dalam berbagai bentuk
baik secara kelembagaan maupun personal. Dalam kelembagaan
dapat dilihat dari Darul Ifia’ di Mesir, Lajnah Fatwa di al-Azhar,

Riasyah Ifta’ di Saudi Arabiya dan sebagai. Hasil fatwa dari

120 Abdul Wahab Khallaf, Zimu Usul figh (Dar al-Kuatiyah, 1996), 32-33.
2l Sayyid Muhammad Musa, al-ljtihad wa madha. Hajatina ilahi fi Hadha al-Ash (Mesir:
Dar al-Kitan al-Haditsah, 1972), 185.
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berbagai lembaga ini kemudian diterbitkan dalam bentuk buku
untuk diperluas ke masyarakat Islam.'*

Fatwa sebagai produk ijtihad pada dasarnya adalah bagian
dari pengembangan hukum Islam. Fatwa lahir melalui proses
pengkajian, penelitian dan pembahasan yang berulang-ulang. Dari
segi proses perumusan hukum tidak ada perbedaan antara fatwa dan
ijtihad. Fatwa juga dihasilkan dari proses jerih payah para ahli
untuk menemukan hukum-hukum tertentu, begitu pula ijtihad.
Sesungguhnya hukum Islam yang bersifat zhanni adalah ranah
dari lapangan ijtihad. Melalui fatwa melahirkan hukum-hukum yang
mengakomodir kebutuhan hukum yang diinginkan.

Produk ijtihad dapat dilakukan melalui fatwa-fatwa. Apalagi
seperti yang dikatakan Muhammad Atho Mudzhar, bahwa fatwa-
fatwa mufti atau wulama, termasuk di dalamnya fatwa Majelis
Ulama Indonesia (MUI) bercirikan: Pertama, bersifat kasuistik,
karena merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang
diajukan oleh peminta fatwa. Kedua, fatwa tidak mempunyai daya
ikat, artinya bahwa si peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau
hukum dari fatwa yang diberikan kepadanya. Demikian pula
masyarakat luas tidak harus terikat dengan fatwa itu, karena fatwa
seorang ulama di suatu tempat bisa saja berbeda dari fatwa ulama

lain di tempat yang sama. Ketiga, fatwa biasanya cenderung

22 Yusuf al-Qaradhawi, Jjtihad dalam Syariat Islam, Terj. Ahmad Syathori (Jakarta:
Bulan Bintang, 1987), 185.
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bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap perkembangan
baru yang sedang dihadapi masyarakat si peminta fatwa, isi fatwa
itu sendiri belum tentu dinamis, tetapi sifat responnya itu sekurang-
kurangnya dapat dikatakan dinamis.'*

Meskipun fatwa itu dikeluarkan satu persatu secara
kasuistik, sejumlah fatwa dari berbagai ulama besar juga akhirnya
dibukukan tetapi sistematiknya tetap berbeda dengan sistematik kitab
figh. Pengumpulan fatwa itu dimulai pada abad ke—12 oleh tokoh-
tokoh mazhab figh. Kalangan mazhab Hanafi terlihat kumpulan
fatwa yang pertama disusun dalam kitab “Zhakhirat al-
Buthaniyah” berisi kumpulan fatwa Burhanuddin b. Maza (w. 570
H/174M). Buku “alKhairiyah’ berisi kumpulan fatwa Qadhi Khan
(w.592 H/1196M) Kitab “alSirajiyah” berisi fatwa-fatwa Ibn
Aliuddin (w. 800 H/1397 M). Kalangan Mazhab Maliki menulis
kumpulan fatwa pertama adalah kitab “al-Miyar al-Maghribi berisi
fatwa-fatwa al-Wansyarisi (w. 914 H/ 1508 M). Kalangan mazhab
Hambali menulis kumpulan fatwa yang terkenal kitab “Majmu al-
Fatawa atau al-Fatawa al-Kubra® yang Dberisi fatwa-fatwa Ibn
Taimiyah. Kemudian pada abad ke-17 muncul buku kumpulan fatwa

yang terkenal dalam kitab « Fatawa al-Amqiriyali’ dari India.'**

2 Muhammad Atho Mudzhar, Pengaruh Faktor Sosial Budaya Terhadap Produk
Pemikiran Hukum Islam, Dalam Hukum Islam Tatanan Masyarakat Indonesia (Jakarta:
Logos, 1998), 1-2.

124 Ibid., 4.
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Dengan penjelasan ini, maka dapat dikatakan bahwa fatwa
memang memiliki peran strategis dalam penentuan hukum Islam,
utamanya untuk permasalahan kontemporer yang belum pernah muncul

di era sebelumnya.

D. Lembaga-lembaga Fatwa di Indonesia

Sedikitnya ada empat lembaga fatwa yang berpengaruh di
Indonesia, yaitu Majelis Tarjih Muhammadiyah, Bahthul Masail
Nahdatul Ulama, Dewan Hisbah PERSIS, serta komisi fatwa Majelis
Ulama Indonesia (MUI) sebagai induk dari seluruh organisasi
keagamaan Islam di Indonesia. Berikut ini akan diuraikan sekilas
mengenai keempat lembaga tersebut sehingga akan nampak distingsi
masing-masing.
1. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Muhammadiyah telah menamakan dirinya sebagai organisasi
gerakan tajdid sebagai sebuah konsekuensi “kembali pada al-Quran
dan Sunah” oleh karena itu para ulama-nya dituntut untuk memilih
yang paling arjah atau yang paling kuat dari beberapa pendapat yang
berbeda. Baik dari segi dalil-dalilnya maupun manhaj yang

dipakainya, sehingga para anggota perserikatan tidak terombang-
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ambing oleh ikhtilaf dan untuk itu, maka dibentuklah “majelis
tarjih”.'*

Majelis Tarjih adalah suatu lembaga di bawah naungan
Muhammadiyah yang membidangi masalah-masalah keagamaan,
khususnya hukum bidang figh. Mejelis ini dibentuk dan disahkan pada
Kongres Muhammadiyah XVII Tahun 1928 di Pekalongan dengan
KH. Mas Mansur sebagai ketua yang pertama. Mejelis ini didirikan
untuk menyelesaikan masalah-masalah khilafiyah karena pada waktu
itu dianggap rawan oleh Muhammadiyah.'*®

Metodologi tarjih memuat unsur-unsur yang meliputi
wawasan/semangat, sumber, pendekatan, dan prosedur-prosedur
teknis (metode). Tarjih sebagai kegiatan intelektual untuk merespons
berbagai persoalan dari sudut pandang syariah tidak sekedar bertumpu
pada sejumlah prosedur teknis an sich, melainkan juga dilandasi oleh
semangat pemahaman agama yang menjadi karakteristik pemikiran
Islam Muhammadiyah. Semangat yang menjadi karakteristik
pemikiran Islam Muhammadiyah dimaksud diingat dalam memori

kolektif orang Muhammadiyah dan akhir-akhir ini dipatrikan dalam

dokumen resmi. Semangat tersebut meliputi tajdid, toleran,

' Mwamal Hamidy, Manhaj Tarjih dan Perkembangan Pemikiran Kelslaman dalam
Muhammadiyah, dalam Pengembangan Pemikiran Kelslaman Muhammadiyah: Purifikasi
dan Dinamisasi (Y ogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 12.

126 Fathurrahman Djamil, Metode Ijtihad Mejelis Tarjih, (Jakarta: Logos Publishing House,
1995), 64.
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terbuka, dan tidak berafiliasi terhadap mazhab tertentu. Adapun

prinsip majelis tarjih bersifat terbuka dan toleran adalah:

a. Pada waktu melakukan musyawarah untuk mengambil ketentuan
itu, diundanglah ulama-ulama dari luar untuk turut berpartisipasi
menentukan hukumnya.

b. Setelah menjadi keputusan, majelis tarjih menerima koreksi dari
siapapun, asal disertai dalil-dalil yang lebih kuat.'?’

Semangat tajdid ditegaskan sebagai identitas umum gerakan
Muhammadiyah termasuk pemikirannya di bidang keagamaan. Ini
ditegaskan dalam pasal 4 ayat (1) ADM, “Muhammadiyah adalah
Gerakan Islam, Dakwah Amar Makruf Nahi Munkar dan Tajdid,
bersumber kepada al-Quran dan Sunah.” Tajdid menggambarkan
orientasi dari kegiatan tarjih dan corak produk ketarjihan.

2. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU)

Di kalangan Nahdlatul Ulama (NU), Bahtsul Masail
merupakan tradisi intelektual yang sudah berlangsung lama. Sebelum
NU berdiri dalam bentuk organisasi formal, aktivitas Bahtsul Masail
telah berlangsung sebagai praktek yang hidup di tengah masyarakat
muslim nusantara, khususnya kalangan pesantren. NU kemudian
melanjutkan tradisi itu dan mengadopsinya sebagai bagian kegiatan
keorganisasian. Bahtsul Masail sebagai bagian aktivitas formal

organisasi pertama dilakukan tahun 1926, beberapa bulan setelah NU

27 Asjmuni Abdurrahman, Manhaj Tarjih Muhammadivah Metode dan Aplikasi
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), 18.
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berdiri. Tepatnya pada Kongres I NU (kini bernama Muktamar),
tanggal 21-23 September 1926. Selama beberapa dekade, forum
Bahtsul Masail ditempatkan sebagai salah satu komisi yang
membahas materi muktamar. Belum diwadahi dalam organ
tersendiri.'”®

Setelah lebih setengah abad NU berdiri, Bahtsul Masail baru
dibuatkan organ tersendiri bernama Lajnah Bahtsul Masail
Diniyah (LBMD). Hal itu dimulai dengan adanya rekomendasi
Muktamar NU ke-28 di Yogyakarta tahun 1989. Komisi |
Muktamar 1989 itu merekomendasikan Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama (PBNU) untuk membentuk Lajnah Bahtsul Masail Diniyah
(LBMD), sebagai lembaga permanen. Untuk memperkuat wacana
pembentukan lembaga permanen itu, pada Januari 1990, berlangsung
halagah (sarasehan) di Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar
Jombang, yang juga merekomendasikan pembentukan Lajnah
Bahtsul Masail Diniyah.'*’

Empat bulanan kemudian, pada tahun 1990 Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama (PBNU) akhirnya membentuk Lajnah Bahtsul
Masail Diniyah. Sebutan lajnah ini berlangsung lebih satu dekade.

Namun demikian, status lajnah dinilai masih mengandung makna

kepanitian ad hoc, bukan organ yang permanen. Karena itulah, setelah

128 Soeleiman Fadeli, Antologi NU: Sejarah Istilah Amaliah Uswah (Surabaya: Khalista
Perbruari 2008), 7-11.
' Tbid.
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Muktamar 2004, status “Lajnah” ditingkatkan menjadi “Lembaga”,
sehingga bernama Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.'*

Dalam sejarah perjalanan Bahtsul Masail, pernah ada
keputusan penting yang berkaitan dengan metode kajian. Dalam
Munas Alim Ulama di Lampung tahun 1992 diputuskan bahwa
metode pemecahan masalah tidak lagi secara gauly tetapi secara
manhajiy, yakni dengan mengikuti metode dan prosedur penetapan
hukum yang ditempuh oleh madzhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi*i,
dan Hanbali), bukan sekadar mengikuti hasil akhir pendapat mazhab
empat tersebut.

Bahstul Masail sendiri mengadakan pertemuan rutin pada
tingkat kabupaten yang diwakili oleh pimpinan cabang ketua pada
tiap kabupaten. Apabila ada permasalahan yang baru, maka akan
dilakukan pertemuan atau musyawarah pada tingkat kabupaten yang
akan dilanjutkan pada Muktamar NU. Suatu keputusan bahtsu al
masa’il dianggap mempunyai kekuatan daya ikat lebih tinggi setelah
disahkan oleh pengurus besar syuriah NU tanpa harus menunggu
Munas alim ulama’ dan muktamar.

Pengertian istinbat hukum di  kalangan NU bukan
mengambil hukum secara langsung dari sumber aslinya, yaitu al-
Quran dan Sunah, tetapi sesuai dengan sikap dasar bermazhab ialah

memberlakukan secara dinamis nas fugaha dalam konteks

P9 Tbid.
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permasalahan yang dicari hukumnya. Pengertian istinbat cenderung ke

arah perilaku ijtihad yang oleh ulama NU dirasa sangat sulit karena

keterbatasan-keterbatasan yang disadari oleh mereka. Terutama di

bidang ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai oleh

yang namanya mujtahid.

Bahtsul Masail yang artinya membahas masalah-masalah
waqi‘'ah (yang terjadi) melalui maraji’ (referensi) yaitu kutubul
fugaha (kitab-kitab karya para ahli figih). Menggunakan metode
pembacaan kitab, atau yang dimaksud dengan kitab adalah a/ kutub al
mu''tabarah, yaitu kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan
akidah ahli sunnah wal jama’ah.

Prosedur penjawaban masalah bahtsul masail disusun
secara berututan, antara lain:

a. Apabila masalah atau pertanyaan telah ada jawabannya dalam
kitab-kitab tersebut di atas, maka dapat digunakan sebagai jawaban
putusan.

b. Apabila masalah atau pertanyaan telah terdapat dalam kitab-
kitab standar dan dalam kitab-kitab tersebut terdapat beberapa
gawl atau wajah, maka yang dilakukan adalah tagrir jama"i untuk
menentukan pilihan salah satu gaw/ atau wajah. Prosedur
pemilihan salah satu pendapat dengan: pertama, mendapat

pendapat yang lebih mashlahat atau yang lebih kuat; atau kedua,
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sedapat mungkin melakukan pemilihan pendapat dengan

mempertimbangkan tingkatan sebagai berikut:

1) Pendapat yang disepakati oleh al-syaikhani (Imam Nawawi
dan Rafi’i).

2) Pendapat yang dipegang oleh Nawawi saja.

3) Pendapat yang dipegang oleh Rafi’i saja.

4) Pendapat yang banyak dipegang oleh mayoritas ulama.

5) Pendapat para ulama yang terpandai.

6) Pendapat para ulama yang paling wara’."*'

c. Apabila masalah tersebut tidak ada jawaban di dalam kitab
standar langkah yang dipilih adalah ilhaqul masail binazairiha
(menyamakan masalah dengan realita yang ada) yang dilakukan
oleh ulama atau para ahli secara kolektif.

d. Apabila dalam penggunaan metode i/hag, maka langkah
yang ditempuh ialah istinbat (penggalian hukum) secara kolektif
dengan prosedur bermazhab secara manhaj oleh para
ahlinya (Kiai) istinbat dilakukan melalui kaidah usul figh.'*

Pendapat para ulama Syafi’iyah cukup dominan dalam forum
bahtsul masa”ilNU. Namun demikian para ulama NU tidak menolak
pendapat ulama dari luar ulama Syafiiyah. Dalam beberapa halagah
yang dilakukan oleh Bahtsul Masail bahwa perlunya penambahan

referensi mazhab selain Imam Syafii dan perlunya pembahasan-

1 Jaih Mubarok, Metodologi Ijhtihad Hukum Islam (Y ogyakarta: UII Press), 181.
132 :
Ibid.
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pembahasan untuk mencapai ketuntasan dalam pembahasan suatu
masalah.
3. Dewan Hisbah PERSIS

Menjamurnya gerakan pembaruan pemikiran Islam seperti
yang berkembang di dunia Islam di atas juga berkembang di Indonesia
yang muncul pada awal abad ke-20, yang salah satunya adalah
Persatuan Islam (PERSIS). Organisasi ini didirikan bermula dari
pertemuan-pertemuan informal tokoh- tokoh yang merasa prihatin atas
kondisi umat Islam waktu itu, baik pada dataran ide maupun praktik.'*?
Dari pertemuan ini muncul ide untuk mendirikan organisasi Islam, yang
kemudian diberi nama Persatuan Islam (PERSIS). Organisasi ini secara
resmi berdiri pada tanggal 12 September 1923 di Bandung dengan
motor utama Zam Zam dan Mahmud Yunus."**

Maksud penamaan orgnasisasi dengan PERSIS di atas diharapkan
mampu mempersatukan umat Islam Indonesia dalam berpegang teguh
pada al-Quran dan al-Hadis serta beramal sesuai dengan ajaran Islam yang
murni dan meninggalkan semua bentuk bid’ah, khurafat serta
penyimpangan-peyimpangan praktik keagamaan lainnya. Dengan kata lain,
PERSIS bercita-cita terbentuknya Islam dalam bentuk: Persatuan Pemikiran
Islam, Persatuan Rasa Islam, Persatuan Usaha Islam, dan Persatuan Suara

Islam. Untuk memperkokoh gagasan-gagasan tersebut sebagai ruh

133 pusat Pembinaan Persatuan Islam, 7afSir Qanun Asasi dan Dakhili Persatuan
IslamBandung: t.p., 1993), 4.

134 PP PERSIS, “PERSIS Dalam Pentas Sejarah Islam Indonesia”, dalam Risalah, Nomor 5
Tahun XXXI September, 1993, 5.
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organisasi, maka ide dasar itudituangkan dalam Qanun Asasi (anggaran
dasar) PERSIS.

Untuk dapat mengimplementasikan gagasan ini, posisi dan peran
ulama dalam PERSIS menempati posisi yang strategis oleh karena
darinya dapat melahirkan pemikiran-pemikiran keagamaan yang murni
sesuai dengan tuntunan al-Quran dan al-Hadis. Berdasarkan hal tersebut,
PERSIS membentuk Dewan Hisbah sebagai wadah untuk mengkaji
berbagai hal yang menyangkut keagamaan sesuai dengan garis besar
haluan dalam Qanun Asasi. Tulisan ini bermaksud menyajikan metode
penetapan hukum Dewan Hisbah PERSIS.

Semula, institusi fatwa ini tidak bernama Dewan Hisbah, tetapi
bernama Majlis Ulama PERSIS (Majlis Ulama Persatuan Islam berdiri
melalui Muktamar PERSIS ke VI tanggal 15-18 Desember 1956 di
Bandung), namun di kemudian hari, lembaga ini dirubah namanya
menjadi Dewan Hisbah. Perubahan ini terkait dengan kondisi internal dan
eksternal Persatuan Islam sebagai ormas Islam dalam perjalanan
sejarahnya. Perubahan nama ini dilakukan merupakan hasil keputusan
Muktamar ke VIII PERSIS tahun 1967 di Bangil Jawa Timur.

Majelis Ulama untuk pertama kalinya dipimpin oleh A. Hasan.
Setelah berganti nama dengan Dewan Hisbah, maka yang memimpin
adalah Abdul Qadir Hasan karena waktu itu A. Hasan telah wafat.
Kemudian karena Abdul Qadir Hasan mengajukan pengunduran diri

karena alasan kesehatan, maka digantikan oleh K.H. Abdurrahman.
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Setelah wafatnya Abdurrahman, jabatan ketua Dewan Hisbah dijabat oleh
K.H. Abdullah. Pada Muktamar ke 10 di Garut Jawa Barat
K_.H. Abdullah diganti oleh K.H.E. Sar’an.'*

Penggantian nama tersebut di atas tentu diharapkan lebih
memaksimalkan peran dan fungsi lembaga fatwa itu bagi organisasi dalam
menjalankan fungsinya. Dengan cara demikian, fungsi ulama yang
sebelumnya hanya melakukan, pembahasan, pengkajian serta
melahirkan pemikiran keagamaan, diperluas dengan melakukan kontrol
terutama terhadap fungsionaris PP PERSIS berserta anggota jam ’iyah-
nya di samping menjawab persoalan-persoalan keagamaan yang
berkembang.

Lembaga Dewan Hisbah adalah salah satu lembaga dalam
Jam’iyah PERSIS yang merupakan salah satu realisasi dari pasal 36
Qanun Dakhili. Berdasarkan Qanun itu, Dewan Hisbah merupakan
dewan pertimbangan dan pengkaji hal-hal yang berhubungan dengan
syariah yang dibentuk oleh pusat pimpinan. Kedudukan Dewan Hisbah
dalam PERSIS sangat strategis oleh karena di dalamnya berkumpul
ulama-ulama sebagai warats al-ambiya, Oleh karena itu, Dewan Hisbah
ini menjadi penyangga keberlangsungan PERSIS sebagai organisasi
Islam modernis.

Untuk lebih jelasnya, perhatikan rumusan tugas Dewan Hisbah

seperti dirumuskan dalam Qanun Asasi: (1) Meneliti hukum-hukum

135 PP. PERSIS, Tasykil PPPERSIS Periode 1990-1995 (Garut: t.p., 1990), 6.
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Islam, (2) Menyusun petunjuk pelaksanakaan ibadah bagi anggota
Jjam’iyah, (3) Mengawasi pelaksaan hukum Islam dan (4) memberikan
teguran kepada anggota Persatuan Islam yang melakukan
pelanggaran hukum melalui Pimpinan Pusat.'*

Sesuai dengan paradigma kelahiran Persatuan Islam, yaitu
kembali kepada al-Quran dan Sunah, maka sumber hukum Dewan Hisbah
adalah al-Quran dan sunah. Untuk sumber pertama, al-Quran mempunyai
apayang disebut dengan Dilalah al-hnkm. Adapun dilalah al-Quran
terhadap hukum dari aspek turunnya, menurut Dewan Hisbah,
diyakini gath’iyu al- wurud, pasti dan meyakinkan periwayatannya
karena disampaikan dengan jalan mutawatir. Oleh karena itu,
kandungan hukumnya pun pasti benar, hanya dalalahnyaterhadap hukum
dari aspek pemahaman bisa dua kemungkinan: antara gath ‘iy al-
dilalah dan dzamy al-dalalah.">’

Mekanisme ijtihad di kalangan PERSIS menempuh cara
seperti para sahabat dan para imam mazhab mujtahidin,
pengambilan istinbat hukumnya sebagai berikut:

a. Mencari keterangan dari al-Quran, termasuk meneliti tafsir bi
al- ma’tsur dan tafsir bi al-mauqul al-mahmud. Bila terdapat
perbedaan dan penafsiran, peneliti secara sungguh-sungguh segera

diberlakukan. Kalau perlu diadakan al-tarjih tharigat al-jam"i.

136 Ibid., 181.
137 PP. PERSIS, Tasykil PP PERSIS Periode 1990-1995, 180.
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b. Bila tidak terdapat dalma dalil al-Quran, keterangan atau dalil
dari Sunah dicari. Bila terdapat perbedaan pendapat diadakan
penelitian hadis, baik dari segi sanad maupun matan, sebagai
langkah untuk melakukan pentarjihan.

c. Jika tidak terdapat juga dalilnya dalam Sunah, atsar sahabat
dicari dengan cara yang sama pada butir kedua, tetapi dengan
penekanan tidak berlawanan dengan al-Quran dan Sunah yang
sahih, termasuk dalam ijma“ sahabat.

d. Jika tidak terdapat dalam dalil al-Quran dan Sunah atau
atsar sahabat, metode giyas, istihsan, dan maslahah al-mursalah
digunakan dalam masalah-masalah sosial."*®

Dengan demikian dapat dipahami bahwa PERSIS memiliki cara
tersendiri dalam menetapkan ketentuan hukum. Beberapa pendapat
mengatakan bahwa PERSIS tidak cenderung ke salah satu mazhab

(sebagaimana NU yang cenderung ke mazhab Syafi’i misalnya, atau

Muhammadiyah yang cenderung ke mazhab Hanabilah). Akan tetapi

kelompok organisasi ini memilih untuk lebih modern dalam istinbat

hukum, sesuai dengan semangat awal terbentuknya PERSIS.

4. Komisi Fatwa MUI

Keberadaan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)
dipandang sangat penting bagi kehidupan beragama khususnya bagi

umat Islam di Indonesia. Dapat dikatakan juga menurut K.H.

8 Uyun Kamiluddin Menyorot Ijtuihad PERSIS, Fungsi dan Peranan Pembinaan Hukum
Islam di Indonesia (Bandung: tafakur 1999), 81.
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Ma’ruf Amin bahwa ruh dari lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI)
itu adalah pada komisi fatwa itu sendiri. Komisi fatwa dan komisi-
komisi lain yang ada di Majelis Ulama Indonesia (MUI), diharapkan
senantiasa berkoordinasi dalam menyatui fenomena dan kondisi
masyarakat yang terus berkembang, sehingga segala macam bentuk
keresahan, keraguan membuat masyarakat bingung dan jika tidak
segera dicari solusi dan jalan pemecahannya dikhawatirkan akan
timbul perpecahan, perselisihan di kalangan masyarakat yang
dampaknya kekuatan Islam menjadi lemah.'*

Dikatakan mengandung resiko yang besar dikarenakan
pekerjaan tersebut menjelaskan hukum-hukum Allah kepada
masyarakat yang akan dijadikan pedoman sekaligus untuk diamalkan.
Padahal yang paling berhak menjelaskan dan menetapkan hukum itu
adalah Allah SWT. dan Rasul-Nya.'*® Oleh sebab itu, tidaklah heran
dan berlebihan jika kitab-kitab Usul Figh secara umum membicarakan
masalah komisi fatwa dan menetapkan sejumlah peraturan adab (kode

etik) serta persyaratan-persyaratan tertentu, ketat dan berat yang harus

% Lembaga yang telah mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat, karena dinilai
telah mampu memecahkan mencari solusi dan menjawab setiap permasalahan sosial
keagaman yang timbul di masyarakat melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkan. Tugas yang
di emban komisi fatwa ini bukankah pekerjaan mudah yang dapat dilakukan setiap orang,
melainkan pekerjaan berat dan sulit, karena mengandung resiko yang besar, yang kelak
akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Rabbul Jalil dikemudian hari. Ismail
Nawawi, Figh Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis
dan Sosial) (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 39.

"0M. Quraish Shihab, Secercah Cahaya Ilahi, Hidup Bersama al Qur an (Bandung:
Mizan, 2002), 52.
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dimiliki dan dipegang teguh oleh setiap orang yang akan memberikan
fatwa.

Dengan demikian seorang mufti (orang yang akan memberikan
fatwa) tidak semua dan sembarang orang dapat diangkat dan diberi
amanah menjadi mufti. Tetapi seorang mufti harus memahami bahwa
dirinya yang lebih tahu, apakah dia benar-benar mampu melaksanakan
tugas tersebut. Dia dapat merasakan bahwa dalam dirinya ada
kemampuan untuk dapat berfatwa, dengan ilmu yang dimilikinya.
Kemampuan dimaksudkan di sini adalah bahwa setiap mufti (pemberi
fatwa) wajib mengetahui hukum-hukum Islam secara mendalam dan
menguasai dalil-dalil yang menjadi landasan terhadap hukum-hukum
yang akan difatwakan.'"!

Adapun persoalan agama yang menjadikan ruang lingkup
garapan dan pembahasan komisi fatwa adalah masalah khilatiyah
dalam hidayah iftihadiyah, sedangkan persoalan yang hukumnya telah
ditetapkan oleh nas gath’i, yaitu persoalan yang tidak dalam
iftihadiah, maka komisi fatwa tidak menfatwakannya, tetapi hanya
menyampaikan apa adanya sesuai yang ditetapkan oleh nas. Komisi
fatwa hanya memfatwakan hal-hal yang berkenaan dengan masalah

fighiyyah sebagai hasil ijtihad para ulama yang diperoleh dari nas

! Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Membahas Ekonomi Islam) (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2002), 92.



121

dzanniy, sehingga terjadi perbedaan pendapat (k#hilafiah) di antara para
ulama.'*

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui komisi fatwa sebagai
lembaga yang berkompeten menetapkan fatwa- fatwa yang diputuskan
melalui sidang komisi fatwa, memikul tanggung jawab yang besar
dalam menentukan halal atau tidaknya sesuatu produk untuk
dikonsumsi, dan digunakan oleh masyarakat Islam sebagai kebutuhan
sehari-hari. Dengan demikian, agar fatwa halal tidak dikeluarkan
berkali-kali (tumpang tindih) maka perlu dijelaskan tentang
kewenangan dan ruang lingkup yang dapat difatwakan. Kewenangan
disini adalah hak dan kekuasaan komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia
(MUI) untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang akan difatwakan.

Dalam Buku Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2003 pada ketentuan umum
pasal 7 tentang kewenangan dan hirarki disebutkan:

a. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa mengenai hal-
hal atau masalah sebagai berikut:
1) Masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum dan
menyangkut umat Islam Indonesia secara Nasional.
2) Masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat

menyebar luas ke daerah- daerah yang lain.

2 Departemen Agama RI, Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal (Jakarta:
Dirjen BIMAS Islam dan Penyelenggara Hajl Departemen Agama RI, 2003), 24.
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b. Majelis Ulama Indonesia (MUI) daerah berwenang mengeluarkan
fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan yang bersifat lokal,
kasus-kasus di daerah, dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan
MUI/Komisi Fatwa.

c. Setiap Surat Keputusan fatwa di lingkungan Majelis Ulama
Indonesia (MUI) maupun Majelis Ulama Indonesia (MUI) daerah
diputuskan dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam
keputusan ini, mempunyai kedudukan sederajat dan tidak saling
membatalkan.

d. Jika Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat telah menetapkan surat
keputusan fatwa terhadap suatu permasalahan, maka Majelis
Ulama Indonesia (MUI) daerah tidak boleh menetapkan keputusan
fatwa yang lain, dalam masalah yang sama, tetapi harus
mengikuti dan tunduk pada keputusan Majelis Ulama Indonesia
(MUI).

e. Jika terjadi perbedaan keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia
(MUI) pusat dengan keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI)
daerah dalam masalah yang sama kedua dewan pimpinan Majelis
Ulama Indonesia (MUI) tersebut perlu mengadakan pertemuan
untuk mencari solusi dan penyelesaian yang lebih baik.'**

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Komisi Fatwa majelis

Ulama Indonesia (MUI) memegang peran penting dalam mengayomi

' Majelis Ulama Indonesia Pusat, Buku Himpunan Fatwa MUI Tahun 2003 (Jakarta:
MUI, 2003), 52.
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kebutuhan umat Islam secara menyeluruh. Bukan hanya mengatasi
persoalan umat Islam dalam lingkup organisasi kelompok, namun juga
dalam skala nasional schingga harus nampak kedewasaan dan
kebijaksanaan dalam merumuskan fatwa-fatwa yang representatif

untuk seluruh kalangan umat Islam dari berbagai latar belakang.



BAB III
KONTRIBUSI MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DALAM

PENGEMBANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA

A. Selayang Pandang Majelis Ulama Indonesia (MUI)
1. Sejarah Berdirinya MUI

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia mencatat, mulai dari zaman
kerajaan sampai hari ini, peran dan kiprah ulama telah menorehkan diri
mengambil peran dari pelaku sejarah. Eksistensi ulama sangat penting
tidak saja terlibat dalam struktur pemerintahan, tetapi agent of change
dalam kehidupan masyarakat, bernegara dan beragama. Menyadari peran
dan tugas yang cukup urgen, tuntutan keinginan para ulama
mengkonsolidasikan diri dalam kelembagaan sebelum kemerdekaan adalah
sebuah kebutuhan vital, namun karena benturan politis selalu menjadi
penghalang dan proses pertumbuhan dan perkembangannya dan ini
menjadi sejarah penting sebagai awal pendirian MUI.

Masa revolusi dan demokrasi parlementer yakni pemerintahan
Soekarno adalah cikal bakal terbentuknya MUI. Salah satu cara
pemerintah Soekarno menyelenggarakan administrasi Islam  dengan
dibentuknya Majelis Ulama pada bulan Oktober 1962. Namun peran dan
kiprahnya dibatasi terutama bidang politik formal. Fungsinya hanya
mengatur persoalan keagamaan yang terdiri dari: (1) majelis ulama adalah

organisasi masyarakat muslim dalam rangka Demokrasi Terpimpin, (2)
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ikut mengambil bagian dalam penyelesaian revolusi dan pembangunan
semesta berencana sesuai dengan karya keagamaan dan keulamaan
bidang mental, rohani dan agama, dan (3) MUI, bertujuan selain menjadi
penghubung masyarakat Islam dengan pemerintahan juga sebagai tempat
mengkoordinir segala usaha umat Islam dalam bidang mental, rohani dan
agama serta tempat menampung segala persoalan umat Islam.'
Bergantinya pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru, majelis ini
pun dibubarkan. Kebijakan Orde Baru juga semakin memarginalkan peran
agama dalam politik formal dengan desakralisasi parpol, peran ulama
diakui sebatas mengurus persoalan keagamaan, di pesantren, mubaligh dan
lainnya. Faktor ini menjadi pemicu untuk melahirkan wadah baru sebagai
media untuk mengimplementasikan politik formalnya, maka pada
konferensi para ulama di Jakarta yang diselenggarakan oleh Pusat
Dakwah Islam disarankan untuk membentuk sebuah majelis ulama
dengan tugas mengeluarkan fatwa.” Namun saran ini baru empat tahun
kemudian direalisasikan tepatnya tahun 1974, ketika berlangsungnya
lokakarya nasional bagi juru dakwah muslim Indonesia, di sini
kesepakatan membentuk majelis-majelis ulama tingkat daerah.’ Setahun
kemudian ketika Presiden Soeharto menerima delegasi Dewan Masjid

Indonesia, beliau menegaskan perlu dibentuknya MUI, dengan alasan: (1)

' Abdul Azis Thaba, Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru (Jakarta: Gema Insani Pres,

1996),
1984),

2 Ibid.

* Ibid.,

220-221. Lihat pula, Deliar Noer, Administrasi Islam di Indonesia (Jakarta: Rajawali,
125.

221.
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keinginan pemerintah agar kaum muslim bersatu, dan (2) kesadaran bahwa
masalah yang dihadapi bangsa tidak dapat direalisasikan tanpa
keikutsertaan para ulama.

Pada tanggal 26 Juni 1975 (17 Rajab 1395 H) melalui Kongres
Ulama, resmilah berdiri Majelis Ulama Indonesia di Jakarta,® dihadiri
oleh Majelis Ulama Daerah, pimpinan Ormas Islam tingkat nasional,
pembina kerohanian dari empat angkatan (Angkatan Darat, Angkatan
Udara, Angkatan Laut dan Kepolisian Republik Indonesia) serta
beberapa tokoh Islam yang hadir sebagai pribadi. Tanda berdirinya MUI
diabadikan dalam bentuk penandatanganan oleh 53 orang ulama, terdiri
dari 6 orang Ketua Majelis Ulama Daerah Tingkat (Dati) I se-Indonesia,
10 orang ulama dari unsur organisasi kemasyarakatan Islam tingkat pusat,
4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam AD, AU, AL dan POLRI serta 13
orang ulama yang hadir sebagai pribadi.’ Sebagai Ketua Umum MUI
yang terpilih adalah Buya Hamka, ulama karismatik  dari

Muhammadiyah yang pernah bergabung dalam Masyumi, sebagai

* Fungsi pendirian MUI: Pertama, mengeluarkan fatwa dan nasehat kepada pemerintah tentang
soal-soal yang bersangkutan dengan agama dan masyarakat dalam rangka amar ma’ruf nahi
mungkar. Kedua, mempererat persaudaraan Islam serta menjaga kerukunan hidup dengan
golongan agama lain. Ketiga, mewakili masyarakat Islam dalam berhadapan dengan masyarakat
agama lain. Keempat, menjadi perantara dan penghubung antara ulama dan para penguasa dan
menterjemahkan rancangan kebijakan pembangunan pemerintah agar dapat dipahami rakyat
biasa. Ibid., 222-223.

> Piagam berdirinya MUI diantaranya ditanda tangani oleh 10 orang ulama dari Ormas Islam
yaitu : Nahdlatul Ulama (NU) diwakili KH. Moh. Dahlan, Muhammadiyah oleh Ir. H. Basit
Wahid, Syarikat Islam (SI) oleh Syafii Wirakusumah, Persatuan Islam (Perti) oleh H.
Nurhasan Ibn Hajar, al-Washliyah oleh Anas Tanjung, Mathlaul Anwar oleh KH. Saleh Su’aidi,
Gabungan Usaha Penegmbangan Pendidikan Islam (GUPPI) oleh KH. S. Qudratullah, Pusat
Pendidikan Tinggi Dakwah Islam (PTDI) oleh Sukarsono, Dewan Masjid Indonesia (DMI) oleh
KH. Hasyim Adnan dan al-Ittihadiyah oleh Zaenal Arifin Abbas. Lihat, Hasil Rakernas Tahun
2011, Pedoman Penyelenggara Organisasi MUI, 43.
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Sekretaris Umum yang terpilih adalah Drs. H. Kafrawi Ridwan, MA dari
masa periode 1975-1980.°

Terbentuknya MUI merupakan sejarah besar bagi perjuangan
politik Islam, setelah beberapa tahun, Islam dalam politik formal
termarginalkan. Meskipun banyak kalangan menilai, misalnya M.B.
Hooker yang mengatakan pembentukan MUI sebenarnya merupakan
inisiatif pemerintah untuk semakin mudah mengontrol umat Islam agar
tetap berada di bawah pemerintahan Orde Baru.” Azis Thaba juga
berpendapat sama, langkah ini sebagai upaya penjinakan “Politik
Islam” pemerintah berusaha mengakomodasikan kepentingan-kepentingan
“Islam ibadah”. Pemerintah senantiasa memberikan penghargaan tinggi
dan bantuan keuangan kepada MUI, namun pihak MUI sering mengalami
tekanan untuk membenarkan politik pemerintah dari aspek agama. Paling

tidak MUI tidak mengeluarkan fatwa yang merugikan kepentingan

% Kepengurusan MUI di setiap jenjang dalam setiap priode berlangsung selama 5 tahun. Sampai
tahun 2010, MUI telah menyelenggarakan 8 kali musyawarah nasional (Munas). Agenda Munas
antara lain menetapkan PD/PRT (Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga), program kerja
dan memilih kepengurusan baru. Sampai tahun 2010 kepengurusan MUI pusat telah
terselenggara dalam 8 priode yaitu : Priode 1 (1975-1980) Ketua Umum Prof.Dr. Hamka,
Sekretaris Umum Drs. H. Kafrawi Ridwan, MA. Priode II (1980-1985) Ketua Umum
KH.M.Syukri Gozali, Sekretaris Umum H.A Burhani Tjokro Handoko. Sebelum habis masa
bakti H.A Burhani wafat, diganttikan oleh H.A Qadir Basalamah. Priode III (1985-1990) Ketua
Umum KH. Hasan Basri, Sekretaris Umum H.S Prodjo Kusumo. Priode IV (1990-1995) Ketua
Umum KH.Hasan Basri, Sekretaris Umum H.S Prodjo Kusumo. Priode V (1995-2000) Ketua
Umum KH.Hasan Basri, Sekretaris Umum Drs. H.A. Nazri Adlani, sebelum masa bakti berakhir,
KH. Hasan Basri wafat, digantikan oleh Prof.KH.Alie Yafie. Priode VI (2000-2005) Ketua
Umum KH. Sahal Mahfudh, Sekretaris Umum Prof.Dr.H.M. Din Syamsuddin. Priode VII (2005-
2010) Ketua Umum KH. Sahal Mahfudh, Wakil Ketua Umum Prof.Dr.H.M. Din Syamsuddin
dan Sekretaris Umum Drs. HM. Ichwan Syam. Priode VIII (2010-2011) Ketua Umum KH.
Sahal Mahfudh, Wakil Ketua Umum Prof.Dr.HM. Din Syamsuddin dan Sekretaris Umum
Drs. H.M. Ichwan Syam. Priode VIII. Hasil Rakernas Tahun 2011, Pedoman Penyelenggara
Organisasi MUI, 46-47.

" M.B. Hooker, Indonesian Islam: Social Change Through Contemporery (North America:
University of Hawai Press Honolulu, 2003), 60.
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pemerintah. Hamka mengistilahkan MUI seperti “tembikar dijepit dari

atas dan dari bawah’, artinya eksistensi fatwa MUI tetap dalam

pengawasan pemerintah.

2. Sistem Organisasi MUI
a. Pedoman Dasar MUI
1) Nama, Waktu, dan Kedudukan
Organisasi ini bernama MUI disingkat MUI. MUI
didirikan tanggal 17 Rajab 1375 bertepatan tanggal 26 Juli
1975. MUI berkedudukan di Ibukota Negara RI.®
2) Asas, Sifat, dan Fungsi
Organisasi ini berasaskan Islam. MUI bersifat keagamaan,

kemasyarakatan, dan independen. Majelis Ulama Indonesia
(MUI) berfungsi: (1) sebagai wadah musyawarah para ulama,
zuama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan
mengembangkan kehidupan yang Islami; (2) sebagai wadah
silaturahmi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim untuk
mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang
ukhuwah Islamiyah; (3) sebagai wadah yang mewakili umat Islam
dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama; (4), sebagai
pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta
maupun tidak diminta.’

3) Tujuan dan Usaha

8 Pedoman Penyelenggara Organisasi MUI, 18.
? Ibid., 19.
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MUI bertujuan untuk terwujudnya masyarakat yang
berkualitas (khaira ummah), dan negara yang aman, damai, adil
dan makmur rohaniah dan jasmaniah yang diridai Allah SWT
(baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur) Untuk mencapai
tujuannya, MUI melaksanakan usaha-usaha: (1) memberikan
bimbingan dan tuntutan kepada umat Islam agar tercipta kondisi
kehidupan beragama yang bisa menjadi landasan yang kuat dan
bisa mendorong terwujudnya masyarakat yang berkualitas (khaira
ummah), (2) merumuskan kebijakan penyelenggaraan dakwah
Islam amar ma’ruf nahi munkar untuk memacu terwujudnya
kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridai oleh Allah
SWT, (3) memberikan peringatan, nasehat dan fatwa mengenai
masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada masyarakat
dan pemerintah dengan bijak (hikmah) dan menyejukkan, (4)
merumuskan pola hubungan keutamaan yang memungkinkan
terwujudnya wukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat
beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa,
(5) menjadi penghubung antara ulama dan umara (pemerintah)
dan penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna
mencapai masyarakat berkualitas (khaira ummah) yang diridai
Allah SWT (baldatun thayyibatun wa rabbun ghatur), (6)
meningkatkan hubungan serta kerjasama antara organisasi,

lembaga Islam dan cendekiawan muslim, serta menciptakan
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program-program bersama untuk kepentingan umat, dan (7)
usaha/kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan organisasi.'’
4) Susunan Organisasi dan Hubungan Organisasi
Susunan Organisasi MUI meliputi : (1) MUI Pusat
berkedudukan di Ibukota Negara RI, (2) MUI Provinsi
berkedudukan di Ibukota Provinsi, (3) MUI Kabupaten/Kota
berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota, (4) MUI Kecamatan
berkedudukan di Ibukota Kecamatan. Hubungan Organisasi: (1)
hubungan organisasi antara MUI Pusat dengan MUI Provinsi,
MUI Kabupaten/Kota, dan MUI Kecamatan bersifat koordinatif,
aspiratif, dan struktural administratif, dan (2) hubungan antara
MUI dengan organisasi/kelembagaan Islam bersifat konsultatif,
koordinatif dan kemitraan.''
5) Susunan Pengurus
Susunan Pengurus MUI Pusat dan MUI Daerah terdiri dari:
Dewan Penasihat; Dewan Pimpinan Harian; dan Anggota Pleno,
Komisi dan Lembaga.'?
6) Hubungan Kerja
Hubungan Kerja MUIL: (1) MUI mengadakan kerjasama
dalam kebajikan dan takwa dengan pemerintah dan mengadakan

konsultasi serta pertukaran informasi secara timbal balik, (2) MUI

9 1hid., 19-21.
" 1bid., 21-22.
2 Ibid., 22.



131

mengadakan kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, ulama,
zuama, organisasi/lembaga Islam dalam memberikan
bimbingan = dan  tuntunan  serta pengayoman  kepada
masyarakat  khususnya umat Islam, serta ~mengadakan
konsultasi dan pertukaran informasi secara timbal balik, (3) MUI
mengadakan kerjasama dengan organisasi dan lembaga lainnya
dalam mencapai tujuan dan usaha MUI, dan (4) MUI tidak

berafiliasi kepada salah satu organisasi politik."

7) Musyawarah dan Rapat-Rapat

MUI Pusat menyelenggarakan: Musyawarah Nasional;
Rapat Kerja Nasional; Rapat Koordinasi Antar Daerah Provinsi;
Rapat Pengurus Paripurna; Rapat Dewan Penasihat; Rapat
Pleno Dewan Pimpinan; Rapat Dewan Pimpinan Harian ; Rapat
Koordinasi Bidang; dan Rapat Komisi/Lembaga/Badan."*

MUI Daerah menyelenggarakan: Musyawarah Daerah;
Rapat Kerja Daerah; Rapat koordinasi Antar Daerah
Kabupaten/Kota; Rapat Pengurus Paripurna; Rapat Dewan
Penasihat; Rapat Pleno Dewan Pimpinan; Rapat Pimpinan

Harian; Rapat Koordinasi Bidang; dan Rapat Komisi;'"”

B 1bid., 22-23.
" Ibid., 23.
5 bid.
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8) Sumber Dana

Sumber dana MUI diperoleh dari: bantuan masyarakat dan
pemerintah yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang sah

dan halal.'®

9) Perubahan dan Pembubaran

Perubahan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga
MUI dilakukan oleh Musyawarah Nasional MUI. Pembubaran
MUI dilakukan oleh sebuah Musyawarah Luar Biasa yang khusus
diadakan untuk itu.'”

Segala sesuatu yang belum ditentukan dalam Pedoman
Dasar diatur dalam Pedoman Rumah Tangga dan peraturan lain
yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Majelis Indonesia Pusat.
Pedoman Dasar ini disahkan oleh Musyawarah Nasional ke-8
MUI pada tanggal 16 Sya’ban 1431 H bertepatan dengan 28 Juli
2010 di Jakarta sebagai penyempurnaan dari Pedoman Dasar hasil
Musyawarah Nasional Ke-7 MUI pada tanggal 28 Juli 2005 di
Jakarta, Musyawarah Nasional Ke-6 Majelis Ulama pada tanggal
26 Juli 2000 di Jakarta, Musyawarah Nasional ke-5 MUI pada
tanggal 24 Juli 1995 di Jakarta, Musyawarah Nasional Ke-1
MUI pada tanggal 17 Rajab 1395 bertepatan dengan 26 Juli 1975
dan Musyawarah Nasional ke-2 MUI pada tanggal 17 Rajab

1400 bertepatan dengan tanggal 1 Juni 1980, serta Musyawarah

16 1bid., 24.
7 Ibid., h. 25
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Nasional ke-3 MUI pada tanggal 5 Dzulqaidah bertepatan dengan

tanggal 23 Juli 1985 M di Jakarta.'®

b. Pedoman Rumah Tangga MUI

1) Kepengurusan

Pembentukan Pengurus MUI dilakukan: di Pusat oleh
Musyawarah Nasional, di Provinsi oleh Musyawarah Daerah
Provinsi, di Kabupaten/Kota oleh Musyawarah Daerah
Kabupaten/Kota, di Kecamatan oleh Musyawarah Kecamatan, di
desa/kelurahan dapat dibentuk MUI desa/kelurahan. Pemilihan
pengurus MUI dilaksanakan melalui formatur."’

Pengurus MUI baik pusat maupun daerah berhenti karena:
meninggal dunia; permintaan sendiri; atau diberhentikan
berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan. Pengisian lowongan
antar waktu personalia pengurus MUI diputuskan oleh Rapat pleno
atas usul Pimpinan Harian MUI sesuai dengan tingkatannya.
Pengisian lowongan antar waktu personalia anggota komisi
diputuskan oleh Pimpinan Harian atas usul rapat komisi. Anggota
Pengurus MUI di semua tingkatan harus memenuhi ketentuan-
ketentuan sebagai berikut: Beragama Islam; takwa kepada Allah
SWT, yakni telah tertib menjalankan rukun Islam dan mendukung
syariat; warga Negara Indonesia yang sehat jasmani dan rohani;

mempunyai keahlian di bidang agama Islam dan/atau bidang ilmu

¥ Ibid.
¥ Ibid., 26.
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pengetahuan, teknologi, dan kemasyarakatan serta memiliki jiwa
pengabdian kepada masyarakat dan agama Islam; dan menerima
Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI serta
Program Kerja dan Peraturan-peraturan MUI; jabatan Ketua
Umum dan Sekretaris Jenderal/ Umum tidak boleh dirangkap
dengan jabatan politik dan pengurus harian partai politik. Masa
jabatan ketua umum maksimal dua periode kepengurusan kecuali
dibutuhkan.”

Dewan Penasihat MUI baik Pusat maupun Daerah
berfungsi memberikan pertimbangan, nasihat, bimbingan dan
bantuan kepada Dewan Pimpinan MUI dalam pelaksanaan usaha
MUI sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Dewan
Penasihat MUI terdiri dari unsur ulama, zuama dan cendekiawan
muslim serta unsur pimpinan organisasi/kelembagaan Islam.
Susunan Dewan Penasihat MUI Pusat maupun Daerah terdiri
dari: Ketua Dewan Penasihat; Wakil-wakil Ketua; Sekretaris
Dewan Penasihat, yang dijabat secara ex. officio oleh Sekretaris
Jenderal Dewan Pimpinan MUI Pusat/Sekretaris Umum MUI di
daerah; dan Anggota-anggota yang berasal dari unsur ulama,
zuama dan cendekiawan muslim, serta unsur pimpinan organisasi

Islam tingkat Pusat/Daerah.”’

20 1bid., 26-27.
2 Ibid., 28.
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Dewan Pimpinan MUI Pusat berfungsi melaksanakan
keputusan-keputusan Munas, Rapat Kerja Nasional, Rapat
Koordinasi Daerah, Rapat Pengurus dan Keputusan-keputusan
MUI lainnya dengan memperhatikan pertimbangan, nasihat dan
bimbingan Dewan Penasihat MUI Pusat. Dewan Pimpinan MUI
Pusat menjalankan tugas dan fungsinya secara kolektif dan
berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada
Munas. Dewan Pimpinan MUI Pusat berwenang mengukuhkan
Susunan Pengurus MUI Provinsi dan Dewan Pimpinan MUI
Provinsi berwenang mengukuhkan susunan Pengurus MUI
Kabupaten/ Kota dan seterusnya secara berjenjang. Susunan
Dewan Pimpinan MUI Pusat terdiri atas: Ketua Umum, Wakil
Ketua Umum, dan Ketua-ketua. Sekretaris Jenderal dan Wakil-
wakil Sekretaris Jenderal. Bendahara Umum dan Bendahara-
bendahara. Anggota Pleno. Dewan Pimpinan MUI Daerah
berfungsi melaksanakan  keputusan-keputusan = Musyawarah
Daerah, Rapat Kerja Daerah, Rapat Koordinasi Daerah,
Rapat  Pengurus  Paripurna dan keputusan-keputusan MUI
lainnya dengan memperhatikan pertimbangan, nasihat dan
bimbingan Dewan Penasehat MUI Daerah. Dewan Pimpinan
MUI Daerah menjalankan tugas dan fungsinya secara kolektif
dan berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada

Musda. Susunan Dewan Pimpinan MUI Daerah terdiri atas: Ketua
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Umum dan Ketua-ketua; Sekretaris Umum dan Sekretaris-
sekretaris; Bendahara Umum dan Bendahara-bendahara; serta
Anggota Pleno.*

Pimpinan Harian MUI berfungsi melaksanakan tugas
Dewan Pimpinan MUI sehari-hari dan bertanggung jawab kepada
Dewan Pimpinan. Pimpinan Harian MUI bertugas: memimpin dan
melaksanakan kegiatan MUI sehari-hari; memberi pengarahan
kepada komisi dan lembaga/badan serta menerima usul-usul dari
komisi dan lembaga/badan; mengadakan kerjasama dengan
berbagai pihak dalam melaksanakan program organisasi;
menyampaikan laporan secara periodik kepada Rapat Pengurus
Paripurna; dan menyiapkan bahan-bahan Musyawarah dan Rapat
Kerja MUI. Pimpian Harian MUI Pusat terdiri dari : Ketua Umum,
Wakil Ketua Umum, dan Ketua-ketua; Sekretaris Jenderal dan
Wakil-wakil Sekretaris Jenderal; dan Bendahara Umum dan
Bendahara-bendahara. Pimpinan Harian MUI Daerah terdiri dari:
Ketua Umum dan Ketua-ketua; Sekretaris Umum dan
Sekretaris- sekretaris; dan Bendahara Umum dan Bendahara-
bendahara.”

Pimpinan Harian MUI mengadakan pembagian tugas dalam
melaksanakan tujuan dan usaha secara kolegial sebagai

berikut: Ketua Umum memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi

22 Ibid., 28-30.
2 Ibid., 30-31.
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Dewan Pimpinan MUI secara keseluruhan; Wakil Ketua Umum
membantu dan mewakili Ketua Umum dalam menjalankan
tugas sehari-hari untuk mengkoordinasi berbagai pelaksanaan
program kerja; Ketua-ketua membantu Ketua Umum / Wakil
Ketua Umum dan mengkoordinasikan komisi-komisi sesuai
dengan pembidangannya; Sekretaris Jenderal dan para ketua serta
meminta administrasi kesekretariatan MUI Pusat. Wakil-wakil
Sekretaris Jenderal membantu Sekretaris Jenderal,; Bendahara
Umum membantu Ketua Umum dan para ketua memimpin
administrasi ~ keuangan. Bendahara-bendahara  membantu

Bendahara Umum.**

2) Perangkat Organisasi

Perangkat organisasi MUI terdiri dari komisi dan
lembaga/badan. Dalam melaksanakan kegiatannya, Dewan
Pimpinan membentuk komisi-komisi yang bertugas untuk
menelaah, membahas, merumuskan dan menyampaikan usul-usul
kepada Dewan Pimpinan sesuai dengan bidang masing- masing.
Komisi yang dimaksud terdiri dari: Komisi Fatwa; Komisi
Ukhuwah Islamiyah; Komisi Dakwah dan Pengembangan
Mayarakat; Komisi Pendidikan dan Kaderisasi; Komisi
Pengkajian dan Penelitian; Komisi Hukum dan Perundang-

undangan; Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat; Komisi

** Ibid., 31-32.
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Perempuan, Remaja dan Keluarga, Komisi Informatika dan
Komonikasi; Komisi Hubungan Antar Umat Beragama; Komisi
Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional; Komisi
Pembinaan Seni Budaya Islam; dan yang dianggap perlu.”’

Dalam melaksanakan program yang bersifat khusus/
perintisan, Dewan Pimpinan dapat membentuk Lembaga/Badan
sesuai dengan kebutuhan. Lembaga/Badan sebagaimana dimaksud
terdiri dari: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Minuman
dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI); DSN-MUI; Badan Arbitrase
Syariah Nasional MUI (BASYARNAS MUI); Yayasan Dana
Dakwah Pembangunan MUI (YDDP MUI)’ Lemabaga
Perekonomian dan Keuangan MUI (LPK- MUI); Lembaga
Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis
Ulama (LPLH-SDA MUI). Forum Ukhuwah Islamiyah MUI (FUI
MUI); Komite Dakwah Khusus MUI (KDK MUI); dan yang
dianggap perlu.*

Dalam rangka penelahaan, pembahasan, dan perumusan
masalah tertentu serta penggalangan ukhuwah Islamiyah, Dewan
Pimpinan membentuk forum yang diperlukan. Susunan personalia
Komisi-komisi dan Lembaga/Badan ditetapkan oleh Dewan

Lo 27
Pimpinan.

% Ibid.
26 1bid., 33.
Y Ibid.
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3) Musyawarah Nasional

Musyawarah  Nasional MUI merupakan lembaga
permusyawaratan tertinggi yang  berwenang  menetapkan
Wawasan, Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga, memilih
dan menetapkan pengurus, serta menetapkan kebijaksanaan
organisasi dan menyusun Garis-garis Program Kerja.28
Musyawarah Nasional diadakan sekali 5 (lima) tahun dan
dihadiri oleh pengurus MUI dan utusan dari MUI Daerah serta

utusan ormas/kelembagaan Islam Tingkat Pusat.”

4) Musyawarah Daerah

Musyawarah Daerah adalah lembaga permusyawaratan
tertinggi di tingkat daerah yang berwenang memilih pengurus,
menetapkan kebijakan, dan menyusun program kerja sebagai
penjabaran dari Garis-garis Program Kerja Ketetapan Musyawarah
Nasional, Rapat Kerja Nasional dan Rapat Koordinasi
Daerah. Musyawarah Daerah Provinsi diadakan seckali dalam 5
(lima) tahun dan dihadiri oleh Pengurus MUI Provinsi dan
utusan-utusan dari MUI Kabupaten/Kota serta unsur Ormas Islam
tingkat Provinsi.*

Musyawarah Daerah Kabupaten/Kota diadakan sekali

dalam 5 (lima) tahun dihadiri oleh Pengurus MUI Kabupaten/Kota

8 Ibid.
2 1bid., 34.
30 Ibid.
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dan utusan-utusan dari MUI Kecamatan serta unsur Ormas Islam
tingkat Kabupaten/Kota. Musyawarah Daerah MUI Kecamatan
diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun yang dihadiri oleh Pengurus
MUI Kecamatan serta unsur Ulama/MUI serta Ormas Islam
tingkat Desa/Kelurahan. Musyawarah Daerah MUI membahas
dan menerima laporan kegiatan Dewan Pimpinan MUI dan
menetapkan program kerja. Musyawarah Daerah berwenang
memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan pada jenjang masing-
masing.31
Rapat Kerja Nasional dan Daerah

Rapat Kerja Nasional MUI dihadiri oleh Pengurus MUI
serta Ketua dan Sekretaris MUI Provinsi serta pimpinan
organisasi/lembaga Islam tingkat Pusat untuk menjabarkan
program umum hasil Munas dalam bentuk program kerja,
mengadakan evaluasi terhadap program kerja sebelumnya
dan menetapkan program kerja selanjutnya.

Rapat Kerja Daerah MUI Provinsi dihadiri oleh Pengurus
MUI Provinsi, Ketua dan Sekretaris MUI Kabupaten/Kota serta
dengan mengundang para Ulama, zuama dan pemuka
organisasi/lembaga Islam untuk merumuskan pelaksanaan
Keputusan Musyawarah Daerah Provinsi. Rapat Kerja Daerah

MUI  Kabupaten/Kota  dihadiri  oleh  Pengurus  MUI

3 1bid,, 35.
32 Ibid.
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Kabupaten/Kota dengan mengundang para ulama, zuama, pemuka
organisasi/lembaga Islam setempat dan unsur-unsur terkait di
wilayah Kecamatan untuk merumuskan Keputusan Musyawarah
Daerah Kabupaten/Kota.™

Rapat-rapat sebagaimana dimaksud diadakan sekurang-
kurangnya sekali dalam satu periode kepengurusan. Pada setiap
Rapat Kerja Nasional dan Daerah Dewan Pimpinan MUI dapat

mengundang instansi atau pribadi yang dipandang perlu.*

6) Rapat Koordinasi Daerah

Rapat Koordinasi Daerah merupakan suatu rapat bersama
antara unsur- unsur Dewan Pimpinan MUI Pusat dan Pimpianan
MUI Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk membahas, merumuskan
dan mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja/kegiatan
tertentu di beberapa daerah Provinsi Kabupaten /Kota dalam satu
wilayah. Rapat koordinasi Daerah diselenggarakan satu kali dalam
setahun. Rapat koordinasi antar Daerah Kabupaten/Kota dapat
dilaksanakan Dewan Pimpinan MUI Provinsi dan Kabupaten/Kota

bila dipandang perlu.*

7) Rapat Pengurus Paripurna

Rapat Pengurus Paripurna dihadiri oleh segenap

anggota  Dewan Penasihat, Dewan Pimpinan Harian, dan

3 Ibid., 35-36.
3% Ibid.
33 Ibid., 36-37.
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Anggota Pleno untuk melaporkan kegiatan Dewan Pimpinan dan
merumuskan kebijakan dalam menangani masalah- masalah
penting yang dihadapi. Rapat Pengurus Paripurna diadakan

sekurang- kurangnya sekali dalam satu tahun.*®

8) Rapat Dewan Penasihat

Rapat Dewan Penasihat dihadiri oleh segenap anggota
Dewan Penasihat untuk memberikan pertimbangan, nasihat,
dan bimbingan kepada Dewan Pimpinan dalam melaksanakan
usaha MUI. Rapat Dewan Penasihat diadakan sekurang-kurangnya

sekali dalam setahun.’’

9) Rapat Pleno Dewan Pimpinan

Rapat Pleno Dewan Pimpinan dihadiri oleh segenap
anggota Dewan Pimpinan Harian dan anggota Pleno
/Komisi/Lembaga untuk mensahkan kegiatan Pimpinan Harian
dan kegiatan Komisi-kimisi serta menentukan pelaksanaan
kebijaksanaan yang telah diputuskan oleh Musyawarah Nasional
dan Rapat Kerja Nasional serta merumuskan kebijaksanaan dalam
menghadapi suatu masalah. Rapat Pleno diadakan sekurang-

kurangya sekali dalam 6 bulan.*®

36 1bid., 37.
37 Ibid.
** Ibid., 38.
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10) Rapat Pimpinan Harian

Rapat Pimpinan Harian dihadiri oleh anggota Pimpinan
Harian untuk membicarakan persoalan-persoalan yang timbul
sehari-hari, hasil-hasil rapat Lembaga/Badan, Komisi-komisi,
Kesekretariatan dan Kebendaharaan. Rapat Pimpinan Harian
diadakan sewaktu-waktu bila dipandang perlu dan sekurang-

kurangnya sekali dalam seminggu.*

11) Rapat Koordinasi Bidang

Rapat koordinasi bidang dihadiri oleh unsur Dewan
Pimpinan MUI sesuai bidangnya dan para anggota komisi dan
atau lembaga/badan untuk mengkoordinasikan masalah-maslah
dalam bidangnya. Rapat koordinasi bidang diadakan sewaktu-

waktu bila dipandang perlu.*’

12) Rapat Komisi dan Lembaga/Badan

Rapat komisi dan lembaga/badan dihadiri oleh para
pengurus/anggota komisi dan lembaga/badan untuk membicarakan
masalah-masalah dalam bidangnya masing-masing. Rapat komisi
dan lembaga/badan diadakan sewaktu-waktu bila dipandang

perlu.*!

% Ibid.
0 Ibid., 38-39.
! Ibid.
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13) Musyawarah Nasional Luar Biasa

Musyawarah Nasional Luar Biasa diadakan apabila
organisasi mengalami keadaan yang sangat genting, sehingga
mengancam kelangsungan hidup organisasi. Musyawarah Nasional
Luar Biasa diadakan atas permintaan sekurang-kurangnya dua

pertiga dari jumlah MUI Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ada.*?

14) Kuorum Musyawarah/Rapat dan Pengambilan Keputusan

Musyawarah dan rapat-rapat adalah sah apabila dihadiri
oleh lebih dari setengah jumlah peserta yang seharusnya hadir.
Untuk melakukan pembubaran, perubahan, Pedoman Dasar
dan/atau Pedoman Rumah Tangga serta memilih Pengurus MUI,
Musyawarah itu sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua
pertiga jumlah peserta yang seharusnya hadir. Setiap keputusan

diambil secara musyawarah untuk mufakat.*

15) Perbendaharaan

Seluruh harta kekayaan MUI dimanfaatkan sesuai dengan
tujuan MUI dan wajib dicatat dan dipertanggungjawabkan oleh
Dewan Pimpinan serta dilaporkan dalam Munas/Musyawarah
Daerah sesuai dengan tingkatannya. Apabila MUI bubar, harta
kekayaan MUI diserahkan kepada badan sosial Islam untuk

kepentingan umat Islam.**

2 Ibid., 39.
* Ibid., 40.
* Ibid., 40-41.
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Segala sesuatu yang belum diatur dalam Pedoman
Rumah Tangga ini tentukan oleh Dewan Pimpinan MUIL.
Pedoman Rumah Tangga ini disahkan oleh Musyawarah Nasional
ke-8 MUI pada tanggal 15 Sya’ban 1431 bertepatan dengan
tanggal 27 Juli 2010 di Jakarta sebagai penyempurnaan dari
Pedoman Rumah Tangga yang disahkan Musyawarah Nasional ke-
7 MUI 28 Juli 2005 di Jakarta, Musyawarah Nasional ke-6 MUI
pada tanggal 26 Juli 2000 di Jakarta, Musyawarah Nasional ke-5
MUI pada tanggal 26 Shafar 1416 bertepatan dengan 24 Juli
1995 di Jakarta, Rapat Pengurus Paripurna MUI tanggal 7 Jumadil
Awal 1406 bertepatan dengan tanggal 18 Januari 1986 sebagai
pelaksanaan dari amanat Musyawarah Nasional III MUI pada
tanggal 5 Dzulgaidah 1406, bertepatan dengan tanggal 23 Juli
1985 di Jakarta yang merupakan perubahan dari Pedoman Rumah
Tangga yang disahkan oleh Musyawarah Nasional II MUI
pada tanggal 17 Rajab 1400 bertepatan dengan tanggal 1 Juni
1980 di Jakarta dan Musyawarah Nasional I di Jakarta pada
tanggal 17 Rajab 1395 bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975,
ditetapkan di Jakarta tanggal 28 Juli 2010.*

c. Visi, Misi, dan Orientasi MUI
MUI sebagai tempat para ulama, zuama dan cendekiawan

muslim, sejak berdirinya, memberikan peran dan kiprah yang besar

* Ibid., 41.
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bagi bangsa Indonesia. Sebagaimana dalam visinya MUI menciptakan
kondisi kehidupan kemasyarakatan kebangsaan dan kenegaraan
yang baik, memperoleh rida dan ampunan Allah (baldatun
thayyibatun wa rabbun ghafur) mewujudkan kejayaan Islam dan kaum
muslimin (7zzul Islam wal-muslimin) dalam wadah negara kesatuan
Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam
(Rahmatan lil alamin).

Begitu pula misi MUI menegaskan: (1) menggerakkan
kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan
menjadikan ulama sebagai panutan (qudwah hasanah) sehingga mampu
mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan
memupuk akidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah,
(2) melaksanakan dakwah Islam, amar ma’ruf nahi munkar dalam
mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas
(khaira ummah) dalam berbagai aspek kehidupan, (3) mengembangkan
ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan
kesatuan umat Islam dalam wadah negara kesatuan Republik
Indonesia.

Selain dalam visi dan misi, MUI menempatkan dirinya dalam
orientasi dan peran strategis terhadap umat dan negara ini. Orientasi
ini sebagai tolok ukur melaksanakan berbagai aktifitas, yakni sebagai

berikut:



1)

2)

3)

4)

5)
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Orientasi diniyah. MUI merupakan wadah perkhidmatan yang
mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai-nilai dan
ajaran Islam yang kaffah.

Orientasi irsyadiyah. MUI merupakan wadah untuk mengajak
umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan amar
makruf dalam arti yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan MUI
dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang dalam berdimensi
dakwah.

Orientasi istijabiyah dimaksudkan MUI senantiasa memberikan
jawaban postif dan responsif terhadap setiap permasalahan yang
dihadapi masyarakat melalui prakarsa kebajikan (amal saleh)
dalam semangat berlomba-lomba dalam kebaikan (istibag al-
khairat.

Orientasi Aurriyah. MUI merupakan wadah perkhidmatan
independen yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung
maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil
keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.
Orientasi ta’awuniyah. MUI merupakan wadah perkhidmatan
yang mendasari diri pada semangat tolong-menolong untuk
kebaikan dan ketakwaan dalam membela kaum duafa untuk
meningkatkan harkat dan martabat, serta derajat kehidupan
masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan

di kalangan seluruh lapisan umat Islam (ukhuwah Islamiyah). Ini
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merupakan landasan bagi MUI untuk mengembangkan
persaudaraan  kebangsaan  (ukhuwah  wathaniyah)  dan
memperkukuh persaudaraan kemanusiaan (ukhuwah basyariyah).

6) Orientasi syuriyah. MUI merupakan wadah perkhidmatan yang
menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan
melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan
aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang
dalam masyarakat.

7) Orientasi tasamuh. MUI merupakan wadah perkhdmatan yang
mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam menghadapi
masalah-masalah khilafiah.

8) Orientasi qudwah. MUI merupakan wadah perkhidmatan yang
mengkedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa
kebajikan yang bersifat perintisan untuk kemaslahatan umat.

9) Orientasi duwaliyah. MUI merupakan wadah perkhidmatan
yang menyadari dirinya sebagai anggota dunia yang ikut aktif
memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia sesuai dengan
ajaran Islam.*°

Selain adanya visi, misi dan orientasi, juga dipertegas peran-

peran penting yang dilakukan oleh MUI. Sebagaimana diuraikan dalam

* Pedoman Penyelenggara Organisasi MUI, 8-10.
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Pedoman dan Penyelenggaraan Orgnisasi MUL " peran-peran yang

dimaksud adalah:

1) MUI sebagai waratsat al-anbiya (Ahli waris tugas para Nabi).
Peran ini dimaksudkan untuk menyebarkan ajaran Islam serta
memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara
arif dan bijaksana berdasarkan ajaran Islam. MUI menjalankan
fungsi kenabian (an- nubuwah) yakni memperjuangkan perubahan
kehidupan agar berjalan sesuai ajaran Islam, walaupun dengan
konsekuensi akan menerima kritik, tekanan dan ancaman karena
perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya dan
peradaban manusia.

2) MUI sebagai mufti (Pemberi Fatwa). Peran ini menempatkan
MUI untuk memberikan fatwa terutama persoalan berkaitan
dengan hukum Islam, baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai
lembaga pemberi fatwa MUI mengakomodir dan menyalurkan
aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran dan
paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.

3) MUI sebagai Ra’ly wa Khadim al-Ummah (Pembimbing dan
Pelayan Umat). Peran ini menempatkan MUI untuk melayani
umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan
mereka. MUI senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat,

baik langsung maupun tidak langsung akan bimbingan dan fatwa

*" Ibid., 10-13
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keagamaan. MUI juga selalu berusaha tampil di depan dalam
membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam

hubungannya dengan pemerintah.

4) MUI sebagai Penegak Amar Makruf dan Nahi Mungkar. Peran ini

5)

6)

dimaksudkan MUI sebagai wahana penegak amar makruf nahi
mungkar, dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan
kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istigamah.
Sekaligus MUI sebagai wadah perkhidmatan bagi pejuang dakwah
yang senantiasa berusaha merubah dan memperbaiki keadaan
masyarakat dan bangsa dari kondisi yang tidak sejalan dengan
ajaran Islam menjadi masyarakat dan bangsa yang berkualitas
(khaira ummabh).

MUI sebagai Pelopor Gerakan Tajdid. Peran ini menempatkan
MUI sebagai pelopor tajdid suatu gerakan pemurnian (tashfiyah)
dan dinamisasi (¢athwir) pemikiran Islam.

MUI sebagai Ishlah al-Ummah. Peran ini lebih menegaskan MUI:
(1) pendamai terhadap perbedaan pendapat dan gerakan yang
terjadi di kalangan umat. Metodologi yang dilakukan dengan “a/-
Jjam’u wat taufig” (kompromi dan persesuaian) dan tarjih (memilih
hukum yang terkuat), dan (2) pelopor perbaikan umat (ishlah al-
ummah) dengan cara membina dan memelihara kehidupan umat
(himayah al-ummah) terutama dalam akidah, syariah dan akhlak.

Penguatan dan pemberdayaan kehidupan umat (tagwiyah al-
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ummah). Berusaha terus-menerus menyatukan umat (fauhid al-
ummah).

7) MUI sebagai Qiyadah al-Ummah (pengemban kepemimpinan
umat). Peran ini mengharuskan MUI untuk menciptakan
kerukunan kehidupan umat beragama, perbaikan akhlak bangsa dan
pemberdayaan umat Islam dalam semua segi kehidupan

Dari orientasi dan peran yang dimainkan oleh MUI di atas,
diimplementasikan dalam program kegiatan komisi dan lembaga/badan
yang ada di lingkungan MUI meliputi : (1) Komisi Fatwa, yang
membidangi tentang pemberian fatwa, (2) Komisi Ukhuwah Islamiyah,
yang membidangi tentang penguatan ukhuwah Islamiyah, (3) Komisi

Dakwah dan Pengembangan Masyarakat yang membidangi

pengembangan dakwah, (4) Komisi Pendidikan dan Kaderisasi, (5)

Komisi Pengkajian dan Penelitian, (6) Komisi Hukum dan Perundang-

undangan, (7) Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat,(8) Komisi

Perempuan, Remaja dan Keluarga, (9) Komisi Informatika dan

Komunikasi, (10) Komisi Hubungan Antar Umat Beragama, (11)

Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, dan (12)

Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam.**

Beberapa lembaga yang juga berperan penting dibentuk

MUI adalah: (1) Lembaga Pengkajian Pangan, Minuman dan

Kosmetika MUI (LPPOM MUI), (2) DSN-MUI, (3) Badan Arbitrase

* Ibid., 49-50.
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Syariah Nasional MUI (BASYARNAS MUI), (4) Yayasan Dana
Dakwah Pembangunan MUI (YDDP MUI), (5) Lembaga
Perekonomian dan Keuangan MUI (LPK-MUI), (6) Lembaga
Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (LPLH-SDA
MUI), (7) Forum Ukhuwah Islamiyah MUI (FUI MUI), dan (8) Komite
Dakwah Khusus MUI (KDK MUI).*

Perjalanan waktu yang cukup panjang semakin mematangkan
MUI semakin berperan dan berkiprah. Memang di awal kemunculan
MUI mendapatkan kontroversi pro dan kontra, di samping respons
masyarakat terhadap MUI juga amat rendah. Hal itu terjadi, karena
saat itu hubungan antara pemerintah dan umat Islam terasa kurang
harmonis.  Apalagi pemerintah saat itu begitu intens melakukan
rekayasa sosial melalui kebijakan floating mas (masa mengambang)
yang membatasi ruang gerak partai-partai  politik, serta
penyederhanaan jumlah partai politik melalui fusi partai-partai yang
sehaluan, termasuk partai-partai Islam. Kehadiran MUI pun dicurigai
sebagai rekayasa pemerintah untuk membatasi peranan dan kiprah
ormas Islam.”

Namun setelah MUI melakukan sosialisasi yang komprehensif,
memperkenalkan diri ke masyarakat Indonesia dan dunia internasional,
MUI-pun dapat diterima oleh masyarakat Indonesia, apalagi tujuan

pendiriannya adalah membantu masyarakat dan pemerintah. Berbagai

* Ibid., 50.
% 1bid., 45.
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lembaga lahir hasil bentukan MUI seperti Bank Muamalat Indonesia
(BMI), Ikatan Cendekiawan Muslim (ICMI), Yayasan Inkubasi Bisnis
Usaha Kecil (YINBUK), Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil
(PINBUK) dan lainnya, yang sesungguhnya lembaga-lembaga tersebut
berafiliasi dengan masyarakat.”' Kemudian kontribusi MUI tidak saja
terlihat dalam membantu masyarakat dan pemerintah, dari aspek
pengembangan legislasi hukum nasional, MUI mampu memotivasi dan
segala hukum yang difatwakan menjadi sumber inspirasi dan bahan
baku dalam produk hukum nasional seperti : Kompilasi Hukum Islam
(KHI), UU Perkawinan No 1 tahun 1974, UU Perwakafan, UU
tentang Peradilan Agama, UU Perbankan, UU Penyelenggaraan haji,
UU tentang Pengelolaan Zakat dan lainnya.

Respons masyarakat dan negarapun semakin menguat ke MUI
sebagai lembaga yang terpercaya didasarkan kepada: (1) adanya
bantuan masyarakat, berupa sumbangan insidentil infak maupun
sedekah, (2) adanya bantuan pemerintah, baik melalui APBN (Pusat),
APBN (daerah) atau bantuan insidentil lainnya, dan (3) adanya
kerjasama program/kegiatan dengan berbagai pihak, baik pemerintah
maupun non pemerintah, baik dalam negeri maupun luar negeri.52
Sebagai salah satu dari lembaga sosial dan keagamaan, MUI semakin

meningkatkan performancenya memberikan andil menyelesaikan

persoalan-persoalan kemasyarakatan dan kenegaraan.

31 Ibid., 51.
52 Ibid.
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B. Sejarah Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia

Tonggak sejarah penting dari kerangka regulasi perbankan syariah
dimulai pada tahun 1990 dengan diselenggarakannya simposium MUI yang
menyepakati pendirian bank syariah di Indonesia. Simposium ini
mendorong lahirnya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
yang memperkenalkan “bank bagi hasil”, dengan aturan pelaksana berupa
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan
Prinsip Bagi Hasil, maka pada tahun 1992 lahir Bank Muamalat sebagai
bank syariah pertama di Indonesia.™

Sepanjang tahun 1990-an perkembangan ekonomi syariah di

Indonesia relatif lambat. Tetapi setelah terpaan krisis moneter tahun 1997,
khususnya sejak tahun tahun 2000-an terjadi gelombang perkembangan yang
sangat pesat ditinjau dari sisi pertumbuhan aset, omzet dan jaringan kantor
lembaga perbankan dan keuangan syariah.

Setelah terjadi krisis tahun 1997, hampir seluruh bank konvensional
dilikuidasi karena mengalami negative spread, kecuali bank yang
mendapat rekapitalisasi dari pemerintah melalui BLBI dalam jumlah besar
mencapai Rp 650 triliun. Bank-bank konvensional itu bisa diselamatkan
dengan bantuan BLBI. Krisis tersebut membawa hikmah bagi
pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Pemerintah dan DPR

mengeluarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan

>> Wisam Rohilina dan Yusuf Wibisono, “Perbankan Syariah Mengokohkan Fondasi Menuju
Pertumbuhan Tinggi Yang Berkelanjutan,” dalam Indonesia Syari’ah Economic Outlook
(ISEO) 2001, ed. Yusuf Wibisono (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia, 2011), 2.
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Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Setelah berlakunya
undang-undang tersebut sejumlah bank konvensional melakukan konversi
kepada syariah dan membuka unit usaha syariah. Perkembangan itu
selanjutnya diikuti oleh lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya, seperti
asuransi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, obligasi
syariah, pegadaian syariah dan sebelumnya telah berkembang lembaga
keuangan mikro syariah BMT.

Eksperimen dual banking system di Indonesia berpuncak di tahun
1998 setelah lahirnya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang
mengizinkan perbankan konvensional untuk membuka unit usaha syariah.
Regulasi baru ini memicu ekspansi industri perbankan syariah nasional
secara signifikan setelah mengalami stagnasi selama lebih dari 7 tahun.
Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menegaskan
tanggung jawab bank sentral atas regulasi dan supervisi sistem perbankan
nasional termasuk bank syariah dan BPR Syariah. Dengan undang-undang
tersebut Bank Indonesia juga mendapat kewenangan untuk melakukan
pengelolaan moneter berbasis syariah. Tugas pokok tersebut mempertegas
bahwa Bank Indonesia berkewajiban mengembangkan bank syariah
dengan menyusun ketentuan dan menyiapkan infrastruktur yang sesuai

dengan karakteristik bank syariah.>*

* Ibid.
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Dari perkembangan lembaga perbankan dan keuangan syariah
tersebut yang perlu dicatat yaitu: (1) Bank syariah telah menunjukkan
ketangguhannya dalam masa krisis moneter. Ketika bank-bank
konvensional mengalami likuidasi, bank syariah dapat bertahan, karena
sistemnya bagi hasil, sehingga tidak wajib membayar bunga pada jumlah
tertentu kepada nasabah sebagaimana pada bank konvensional; (2)
Pemerintah telah bantu bank-bank raksasa agar bisa bertahan dengan
BLBI yang disusul dengan pembayaran bunga obligasi dan SBI dalam
jumlah ratusan triliun rupiah; (3) Bank-bank syariah sepeserpun tidak
dibantu pemerintah, sementara bank konvensional telah menguras
keuangan negara dalam jumlah yang signifikan; (4) FDR bank syariah
senantiasa tinggi, dalam masa yang panjang bertengger di atas 100%. Ini
menunjukkan bahwa dana pihak ketiga bersifat produktif/diinvestasikan
kepada usaha masyarakat, sementara bank konvensional cukup lama
bertengger di angka 30-40%. Walaupun kini LDR-nya di atas 50-60%
namun secara riil, fungsi intermediasinya masih sangat rendah. Hal ini
sekaligus menjadi beban negara, karena penempatan dananya di SBI
meniscayakan bunga. Membayar bunga SBI tetap menjadi beban rakyat
Indonesia yang mayoritas miskin.>’

Perkembangan ekonomi syariah berpuncak pada tahun 2008 dengan
terbitnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-undang tersebut secara umum memiliki beberapa tujuan utama,

55

Agustianto, “Blueprint Ekonomi Syariah di Indonesia,”

(http://www.agustiantocentre.com/?p=783, diakses pada tanggal 29 April 2017).
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yaitu: (1) Menjamin kepastian hukum bagi stakeholder’s dan sekaligus
memberi keyakinan kepada masyarakat untuk menggunakan produk dan
jasa perbankan syariah. (2) Menjamin kepatuhan syariah (syariah
compliance); dan (3) Menjamin “stabilitas sistem keuangan™.”°

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa perbankan syariah
Indonesia mengalami perkembangan yang hebat dari masa ke masa. Hal itu

menjadi semakin nyata terutama setelah terbitnya undang-undang nomor

21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

C. Keberadaan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
1. Latar Belakang Lahirnya DSN-MUI

DSN-MUI muncul berkat adanya lokakarya Ulama tentang
Reksadana Syariah yang diselenggarakan MUI Pusat pada tanggal 29-30
Juli 1997 di Jakarta merekomendasikan perlunya sebuah lembaga yang
menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas LKS
(LKS). Setelah itu, MUI mengadakan rapat Tim Pembentukan DSN pada
tanggal 14 Oktober 1997. Rapat ini kemudian berimplikasi pada
penerbitan SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999
tentang Pembentukan DSN-MUI oleh Dewan Pimpinan MUI. Sebagai
tindak lanjut dari penerbitan SK tersebut, Dewan Pimpinan MUI
mengadakan acara ta’aruf dengan Pengurus DSN-MUI tanggal 15

Februari 1999 di Hotel Indonesia Jakarta. Pengurus DSN-MUI untuk

*% Ibid., him. 3.
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pertama kalinya mengadakan Rapat Pleno I DSN-MUI tanggal 1 April
2000 di Jakarta dengan mengesahkan Pedoman Dasar dan Pedoman
Rumah Tangga DSN-MUI. Adapun susunan Pengurus DSN-MUI saat ini
berdasarkan Surat Keputusan MUI No : Kep-487./MUI/IX/2010 tentang
Susunan Pengurus DSN-MUI, Periode 2010-2015. Adapun pimpinan
DSN-MUI secara ex-officio dijabat oleh Ketua Umum MUI, Dr. K.H.
Mohammad Ahmad Sahal Mahfudz (w. 2014) selaku ketua dan Sekretaris
Jenderal MUI Drs. H. M Ichwan Syam selaku sekretaris, serta Dr. K.H.
Ma’ruf Amin selaku ketua pelaksana.

DSN-MUI dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat
Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran
Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai
dengan tuntunan syariat Islam. Pembentukan DSN-MUI merupakan
langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu
yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Berbagai
masalah/kasus yang memerlukan fatwa ditampung dan dibahas bersama
agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-
masing DPS yang ada di LKS. Untuk mendorong penerapan ajaran Islam
dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI senantiasa berperan
secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia

yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.’’

°7 «Sekilas tentang DSN MUI”, https:/www.dsnmui.or.id, diakses tanggal 28 Oktober 2017.
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2. Visi dan Misi DSN-MUI

DSN-MUI memiliki visi utama yaitu memasyarakatkan ekonomi
syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat. Untuk mewujudkan visi
tersebut, lembaga ini mempunyai misi menumbuhkembangkan ekonomi
syariah dan lembaga keuangan/bisnis syariah untuk kesejahteraan umat
dan bangsa. Visi dan misi ini diderivasikan ke dalam beberapa tugas,
fungsi dan wewenang DSN-MUI. Tugas dan fungsi yang dimaksud
meliputi tiga hal: (1) mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syariah untuk
dijadikan pedoman bagi praktisi dan regulator, (2) menerbitkan
rekomendasi, sertifikasi, dan syariah approvalbagi lembaga keuangan dan
bisnis syariah dan (3) melakukan pengawasan aspek syariah atas
produk/jasa di lembaga keuangan/bisnis syariah melalui DPS.

Beberapa wewenang DSN-MUI yang berhubungan dengan
manifestasi visi misinya yaitu mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di
masing-masing LKS dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait,
mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan
yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen
Keuangan dan Bank Indonesia, memberikan rekomendasi dan/atau
mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada
suatu lembaga keuangan dan bisnis syariah, mengundang para ahli untuk
menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi
syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar

negeri, memberikan peringatan kepada LKS wuntuk menghentikan
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penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN, mengusulkan
kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila

peringatan tidak diindahkan.’®

. Tugas dan Wewenang DSN-MUI

DSN merupakan bagian dari MUI*® yang mempunyai tugas dan
wewenang sebagai berikut:

a. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam
kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada
khususnya.

b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.

c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.

d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Untuk dapat menjalankan tugasnya, DSN-MUI memiliki
beberapa kewenangan, yaitu:

a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing LKS dan
menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait

b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan
yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen
Keuangan dan Bank Indonesia.

c. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-

nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu LKS.

38 Ibid.

*? Surat Keputusan DSN No. Kep-754/MUI/11/1999
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d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang
diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas
moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.

e. Memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan
penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI.

f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil
tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.®’

Fatwa DSN-MUI mempunyai peran dalam upaya
pengembangan lembaga ekonomi dan perbankan syariah yang
dikeluarkan atas pertimbangan Badan Pelaksana Harian (BPH) yang
membidangi ilmu syariah dan ekonomi perbankan.’’ Dengan adanya
pertimbangan para ahli tersebut, maka fatwa yang dikeluarkan DSN-
MUI memiliki kewenangan dan kekuatan ilmiah bagi kegiatan usaha
ekonomi syariah. Karena itu agar fatwa memiliki kekuatan mengikat,
sebelumnya perlu diadopsi dan disahkan secara formal ke dalam bentuk
peraturan perundang-undangan.

Agar peraturan perundang-undangan yang mengadopsi prinsip-
prinsip syariah dapat dijalankan dengan baik, maka DSN-MUI perlu
membentuk DPS di setiap LKS.% Dengan demikian dapat dipahami
bahwa tujuan pembentukan DPS adalah untuk menjalankan fungsi

pengawasan terhadap aspek syariah yang ada di LKS.

% Untuk eksplorasi, lihat Himpunan Fatwa Keuvangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI
(Jakarta: Erlangga, 2014), 13-14
o Surat Keputusan DSN No. Kep-754/MUI/I11/1999
62 .
Ibid.
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4. Metode Penetapan Fatwa DSN-MUI

Metode penetapan fatwa DSN-MUI mengikuti pedoman atau
panduan yang telah ditetapkan oleh komisi fatwa MUI. Berdasarkan
Pedoman Penetapan fatwa MUI No. U-596/MUI/X/1997 tanggal 02
Oktober 1997, setiap masalah yang dibahas oleh komisi fatwa
(termasuk fatwa tentang ekonomi syariah) harus didasarkan pada al-
Quran, Sunah, /jma dan Qiyas. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah
ditinjau terlebih dahulu secara seksama pendapat para imam mazhab
tentang masalah yang akan difatwakan tersebut berikut dalil-dalilnya.®®

Setiap masalah yang telah jelas hukumnya dalam nash gat ’i, maka
MUI menyampaikannya seperti yang tertera dalam nas. Dalam masalah
yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan mazhab (masalah khilafiah),
maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu
antara pendapat-pendapat mazhab melalui metode a/-jam’u wa al-tawtiqg.
Jika usaha untuk menemukan titik pertemuan itu tidak berhasil, maka
penetapan fatwa melalui metode mugaranah al-mazahib dengan
menggunakan kaidah wusul al-Figh al-Mugqaran.

Mengenai permasalahan yang tidak ditemukan pendapat ulama
tentang hukumnya di kalangan mazhab, dan tidak dapat dilakukan ilhaqgi
karena tidak ada pendapat ulama, maka penetapan fatwa didasarkan pada
hasil ijtihad kolektif (jama‘iy) melalui metode manhaji, yaitu metode

bayaniy, ta‘liliy dan istislahiy. Selain itu fatwa yang dikeluarkan harus

% M. Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Ul Press, 2011), 92.
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senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (masalih al- ‘ammah) dan

tujuan syariah (magasid al-shari‘ah).**

Dengan penjelasan yang telah dikemukakan,

maka dapat

disimpulkan bahwa metode penetapan fatwa oleh DSN-MUI sudah

mewakili langkah-langkah istinbat hukum Islam. Hal ini dapat disimak

dalam bagan berikut ini:

Problem
Ummat

(Y
)

Al-Qur’an

—
)

Al-Sunnah /
Hadith

—

ljtihad
(al-jam’u
wa’l-tawfiq)

—

—

Terjawab
(Didapatkan

A\ 4

dalil yang tepat)

Problem Baru
(Tidak / Belum
ada dalil)

O it

Metode:
1. bayaniy,
2. ta‘liliy
3. istislahi

Prinsip:

1. sadd al-
dhari’ah,
2. maqasid al-
shari’ah
3. maslahah

—

Gambar 3.1. Metode Penetapan Fatwa DSN-MUI

5. Prosedur Penetapan Fatwa DSN-MUI

Prosedur

penetapan

fatwa

DSN-MUI

dilakukan

A\ 4

Terbit
Fatwa
DSN
MUI

dalam

musyawarah pleno yang dihadiri oleh semua anggota DSN-MUI dengan

disertai oleh Bank Indonesia atau lembaga keuangan lainnya, serta

pihak industri keuangan, baik perbankan, asuransi, pasar modal, maupun

% Ibid., 93.
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lembaga yang memiliki ~ hubungan dengan ekonomi dan keuangan
syariah. Sebelum fatwa dibahas dalam musyawarah pleno, draf fatwa
telah dibahas oleh Badan Pelaksana  Harian, sehingga  ketika
musyawarah pleno pembahasan draf fatwa sudah dalam taraf
penyelesaian  akhir. Draf fatwa tersebut dapat diubah secara
keseluruhan atau mungkin saja ditolak, namun pada umumnya draf
fatwa yang telah disiapkan oleh Badan Pelaksana harian diterima,
meskipun tentu saja ada catatan kritis dari para anggota musyawarah
pleno. Biasanya setelah selesai musyawarah pleno akan dibentuk tim
perancang yang bertugas merumuskan fatwa sesuai dengan pandangan
atau usulan dari para peserta musyawarah pleno DSN-MUI tersebut.®’
Dari penjelasan tersebut, maka prosedur penetapan fatwa DSN-

MUI dapat digambarkan dalam bagan berikut:

Otoritas

Keuangan DSN-MUI BPH

(LKS) DSN-MUI
Rapat

FATWAH Pleno H Draft

Gambar 3.2. Prosedur Penetapan Fatwa DSN-MUI

% Ibid., 94.
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Keterangan:

1. Otoritas Keuangan / LKS (LKS/Masyarakat): Pihak-pihak yang
menyampaikan permohonan fatwa kepada DSN-MUI terkait masalah di
bidang ekonomi dan keuangan.

2. BPH DSN-MUI: Pihak yang melakukan pendalaman masalah dan
perumusan fatwa atas permohonan dari Otoritas Keuangan / LKS
(Masyarakat).

3. Draf fatwa: Draf fatwa sementara hasil pengkajian secara intensif yang
dilakukan oleh BPH DSN-MUI dengan melibatkan para praktisi / pakar di
bidang terkait dan pengkajian terhadap dalil dari kitab-kitab figh baik
klasik maupun kontemporer.

4. Rapat Pleno DSN-MUI: Forum pembahasan draf fatwa yang telah
diselesaikan oleh BPH DSN-MUI yang dihadiri oleh seluruh anggota
DSN-MUI.

5. Fatwa DSN-MUI: Hasil fatwa yang disetujui dalam rapat pleno DSN-
MUL

Dengan demikian, secara umum proses penyusunan fatwa DSN-
MUI tidak berbeda dengan proses pembuatan fatwa MUI. Keduanya

diawali dengan adanya permohonan pembuatan fatwa, proses pendalaman

materi, dan penetapan fatwa dalam suatu rapat pleno atau sidang komisi.*®

6. Produk Fatwa DSN-MUI

Sampai saat ini, DSN-MUI telah mengeluarkan 116 fatwa terkait
berbagai hal dalam perkembangan ekonomi syariah dewasa ini. Secara
tematik, fatwa-fatwa tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa poin
sebagai berikut:
a. Fatwa tentang Simpanan, ada 4 yaitu:

1). Fatwa No. 1 : Giro

% Untuk elaborasi, lihat Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI,
(Jakarta: Erlangga, 2014), 24-25. Lihat Juga Ma’ruf Amin, Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam,
(Jakarta: Elsas), 274-275.
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2). Fatwa No. 2 : Tabungan

3). Fatwa No. 3 : Deposito

4). Fatwa No. 97 : Sertifikat Deposito Syariah

. Fatwa tentang Mudharabah, ada 3 yaitu:

1). Fatwa No. 7 : Pembiayaan Mudarabah ( Qiradh)

2). Fatwa No. 38 : Sertifikat Investasi Mudarabah Antarbank (IMA)
3). Fatwa No. 50 : Akad Mudarabah Musyarakah

. Fatwa tentang Musyarakah, ada 3 yaitu:

1). Fatwa No. 8 : Pembiayaan Musyarakah

2). Fatwa No. 55 : Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah
3). Fatwa No. 73 : Musyarakah Mutanaqgisah

. Fatwa tentang Murabahah, ada 10 yaitu:

1). Fatwa No. 4 : Murabahah

2). Fatwa No. 13 : Uang Muka Murabahah

3). Fatwa No. 16 : Diskon dalam Murabahah

4). Fatwa No. 23 : Potongan Pelunasan dalam Murabahah

5). Fatwa No. 46 : Potongan Tagihan Murabahah

6). Fatwa No. 47 : Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak
Mampu Membayar

7). Fatwa No. 48 : Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah

8). Fatwa No. 49 : Konversi Akad Murabahah

9). Fatwa No. 84 : Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan


http://www.ziddu.com/download/11226339/49-konversi_akad_murabahah.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/11226339/49-konversi_akad_murabahah.pdf.html
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Murabahah di LKS

10). Fatwa No. 90 : Pengalihan Pembiayaan Murabahah antar LKS (LKS)
. Fatwa tentang Salam dan Istisna, ada 3 yaitu:

1). Fatwa No. 5 : Jual Beli Salam

2). Fatwa No. 6 : Jual Beli Istisna

3). Fatwa No. 22 : Jual Beli Istisna Paralel

. Fatwa tentang [jarah, ada 5 yaitu:

1). Fatwa No. 9 : Pembiayaan Ijarah

2). Fatwa No. 27 : Al-ljarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik (IMBT)

3). Fatwa No. 56 : Ketentuan Review Ujrah pada LKS

4). Fatwa No. 101 : Akad a/-fjarah al-Maushufah fi al-Dzhimmah

5). Fatwa No. 102 : Akad a/-ljarah al-Maushutah fi al-Dzhimmah

. Fatwa tentang Hutang dan Piutang, ada 5 yaitu:

1). Fatwa No. 19 : Qardh

2). Fatwa No. 17 : Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Bayar
3). Fatwa No. 31 : Pengalihan Hutang

4). Fatwa No. 67 : Anjak Piutang Syariah

5). Fatwa No. 79 : Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah

. Fatwa tentang Hawalsh, ada 2 yaitu:

1). Fatwa No. 12 : Hawalah

2). Fatwa No. 58 : Hawalah bil Ujrah

i. Fatwa tentang Rahn (Gadai), ada 3 yaitu:

1). Fatwa No. 25 : Rahn
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2). Fatwa No. 26 : Rahn Emas

3). Fatwa No. 68 : Rahn 7asjiliy
Fatwa tentang Sertifikat Bank Indonesia, ada 3 yaitu:
1). Fatwa No. 36 : Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)
2). Fatwa No. 63 : Sertifikat Bank Indonesia Syariah
3). Fatwa No. 64 : Sertifikat Bank Indonesia Syariah Ju'alah
Fatwa tentang Kartu (Card), ada 2 yaitu:
1). Fatwa No. 42 : Syariah Charge Card
2). Fatwa No. 54 : Syariah Card
Fatwa tentang Pasar Uang, ada 3 yaitu:
1). Fatwa No. 28 : Jual Beli Mata Uang (al-Sharf)
2). Fatwa No. 37 : Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
3). Fatwa No. 78 : Mekanisme dan Instrumen Pasar Uang Antarbank
Berdasarkan Prinsip Syariah

. Fatwa tentang Asuransi Syariah, ada 8 yaitu:

1). Fatwa No. 21 : Pedoman Umum Asuransi Syariah
2). Fatwa No. 39 : Asuransi Haji
3). Fatwa No. 51 : Akad Mudarabah Musyarakah pada Asuransi Syariah
4). Fatwa No. 52 : Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan
Reasuransi Syariah
5). Fatwa No. 53 : Akad 7abarru'pada Asuransi Syariah
6). Fatwa No. 81 : Pengembalian Dana Tabarru' bagi Peserta Asuransi

yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir


http://www.ziddu.com/download/11226974/37-PUAS.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/11226974/37-PUAS.pdf.html
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7). Fatwa No. 98 : Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan
Syariah

8). Fatwa No. 106 : Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi
pada Asuransi Jiwa Syariah

Fatwa tentang Pasar Modal Syariah, ada 5 yaitu:

1). Fatwa No. 20 : Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana
Syariah

2). Fatwa No. 40 : Pasar Modal & Pedoman Umum Penerapan Prinsip
Syariah di Bidang Pasar Modal

3). Fatwa No. 65 : Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)
Syariah

4). Fatwa No. 66 : Waran Syariah

5). Fatwa No. 80 : Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme
Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek
Fatwa tentang Obligasi Syariah, ada 4 yaitu:

1). Fatwa No. 32 : Obligasi Syariah

2). Fatwa No. 33 : Obligasi Syariah Mudarabah

3). Fatwa No. 41 : Obligasi Syariah Ijarah

4). Fatwa No. 59 : Obligasi Syariah Mudarabah Konversi

Fatwa tentang Surat Berharga Negara, ada 6 yaitu:

1). Fatwa No. 69 : Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

2). Fatwa No. 70 : Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

(SBSN)
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3). Fatwa No. 72 : Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Ijarah Sale
and Lease Back

4). Fatwa No. 76 : Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Ijarah Asset
to Be Leased

5). Fatwa No. 94 : Repo Surat Berharga Syariah (SBS) berdasarkan
Prinsip Syariah

6). Fatwa No. 95 : Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah
Fatwa tentang Ekspor / Impor, ada 5 yaitu:

1). Fatwa No. 34 : Letter of Credit (L/C) Impor Syariah

2). Fatwa No. 35 : Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah

3). Fatwa No. 57 : Letter of Credit (L/C) dengan Akad Kafalah bil Ujrah
4). Fatwa No. 60 : Penyelesaiann Piutang dalam Ekspor

5). Fatwa No. 61 : Penyelesaian Utang dalam Impor

Fatwa tentang Multi Level Marketing (MLM), ada 2 yaitu

1). Fatwa No. 75 : Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)

2). Fatwa No. 83 : Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa
Perjalanan Umrah

Fatwa tentang Hasil Usaha dalam LKS (LKS), ada 4 yaitu:

1). Fatwa No. 14 : Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam LKS

2). Fatwa No. 15 : Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam LKS

3). Fatwa No. 18 : Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif LKS

4). Fatwa No. 86 : Hadiah dalam Penghimpunan Dana LKS


http://www.ziddu.com/download/11226569/72-sbsn_ijarah.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/11226569/72-sbsn_ijarah.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/11226192/15-Prinsip_Distribusi_Hasil_Usaha.pdf.html
http://www.ziddu.com/download/11226192/15-Prinsip_Distribusi_Hasil_Usaha.pdf.html
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Fatwa tentang Pembiayaan, ada 8 yaitu:

1). Fatwa No. 29 : Pembiayaan Pengurusan Haji LKS

2). Fatwa No. 30 : Pembiayaan Rekening Koran Syariah

3). Fatwa No. 44 : Pembiayaan Multijasa

4). Fatwa No. 45 : Line Facility (at-Tashilat as-Saqtiyah)

5). Fatwa No. 89 : Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah

6). Fatwa No. 91 : Pembiayaan Sindikasi (a/-Tamwil al-Mashrifi al-
Mujamma’)

7). Fatwa No. 92 : Pembiayaan yang disertai Rahn (at-Tamwil al-
Mautsuq bi al-Rahn

8). Fatwa No. 105 : Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan
Mudarabah, Musyarakah, dan Wakalah bil Istitsmar

Fatwa tentang Penjaminan, ada 2 yaitu:

1). Fatwa No. 11 : Kafalah

2). Fatwa No. 74 : Penjaminan Syariah

Fatwa tentang Pensiun, ada 2 yaitu:

1). Fatwa No. 88 : Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun
Berdasarkan Prinsip Syariah

2). Fatwa No. 99 : Anuitas Syariah untuk Program Pensiun

Fatwa Lain, ada 17 yaitu:

1). Fatwa No. 10 : Wakalah

2). Fatwa No. 62 : Akad Ju'alah

3). Fatwa No. 24 : Safe Deposit Box
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4). Fatwa No. 43 : Ganti Rugi ( 7a'widh)

5). Fatwa No. 71 : Sale and Lease Back

6). Fatwa No. 77 : Jual Beli Emas secara tidak tunai

7). Fatwa No. 82 : Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah

di Bursa Komoditi

8). Fatwa No. 85 : Janji ( Wa'ad) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis

Syariah

9). Fatwa No. 87 : Metode Perataan Penghasilan (/ncome Smoothing)

Dana Pihak Ketiga

10). Fatwa No. 93 : Keperantaraan ( wasathah) dalam Bisnis Properti

11). Fatwa No. 96 : Transaksi Lindung Nilai Syariah [ a¢- Tahawwuth al-

Islami] atas Nilai Tukar

12). Fatwa No. 100 : Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat

Syariah

13). Fatwa No. 103 : Novasi Subyektif berdasarkan Prinsip Syariah

14). Fatwa No. 104 : Subrograsi berdasarkan Prinsip Syariah

15). Fatwa No. 107 : Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit

berdasarkan Prinsip Syariah

16). Fatwa No. 108 : Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan

Prinsip Syariah

17). Fatwa No. 109 : Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah
Adapun beberapa fatwa lainnya yang baru-baru ini dirilis oleh

DSN-MUI meliputi fatwa tentang akad jual beli(110), akad jual beli
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murabahah(111), akad ijarah(112), akad wakalah bi’l-ujrah(113), akad
shirkah(114), akad mudarabah(115) serta uang elektronik syariah(116).
Ini menunjukkan bahwa DSN-MUI benar-benar semakin menunjukkan

eksistensinya di dunia ekonomi syariah Indonesia.



BABIV
AKTUALISASI FATWA DSN-MUI SEBAGAI SOLUSI

PROBLEMATIKA PRAKTIK BANK SYARIAH DI INDONESIA

A. Formalisasi Fatwa DSN-MUI ke dalam Undang-undang Perbankan Syariah
1. Fatwa DSN-MUI di Bidang Perbankan Syariah

DSN-MUI telah mengeluarkan 116 fatwa terkait dengan keuangan
syariah. Adapun fatwa yang terkait dengan perbankan syariah secara garis
besar dapat diklasifikasikan ke dalam tiga perspektif, yaitu berdasarkan
jenis produk penyaluran dana, penghimpunan dana, dan jasa. Namun
demikian, klasifikasi seperti inipun akan agak rumit dilakukan. Hal ini
dikarenakan beberapa poin seperti mudarabah dan murabahah, dapat
dimasukkan ke dalam lingkup produk penyaluran dana ataupun
pembiayaan. Tentunya klasifikasi ini harus disinkronisasikan dengan
peruntukannya bagi nasabah. Oleh karena itu dalam bahasan ini akan
diulas mengenai beberapa produk fatwa DSN-MUI yang memiliki
dampak signifikan dalam operasionalisasi bank syariah.

Berdasarkan Kodifikasi Produk Perbankan Syariah Tahun 2008
yang diterbitkan oleh  Direktorat Perbankan Syariah  Bank
Indonesia, secara garis besar produk-produk perbankan syariah
diklasifikasikan menjadi tiga kegiatan usaha, yaitu penghimpunan dana,
penyaluran dana dan pelayanan jasa. Berikut ini akan dijelaskan ketiga

kegiatan tersebut beserta fatwa DSN-MUI yang menyertainya.

174
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a. Produk Penghimpunan Dana

1) Giro Syariah, adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan
setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah
pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.! Akad dalam
giro syariah berupa Wadiah dan Mudarabah.

2) Tabungan Syariah, adalah simpanan yang penarikannya hanya
dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi
tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro dan atau alat lainnya
yang dipersamakan dengan itu’ Akad dalam tabungan syariah
berupa Wadiah dan Mudarabah.

3) Deposito Syariah, adalah simpanan yang penarikannya hanya
dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara
nasabah dengan bank.> Akadnya adalah Mudarabah.

b. Produk Penyaluran Dana

1) Pembiayaan atas dasar akad mudarabah.* Akad dalam pembiayaan
ini berupa mudarabah, mudarabah muthlagoh dan mudarabah
muqayyadah.

2) Pembiayaan atas dasar akad musyarakah.” Akad dalam pembiayaan

ini berupa musyarakah.

! Fatwa DSN-MUI yang mendasarinya yaitu Fatwa DSN No. 1/ DSN-MUI /IV/2000 tentang Giro.

* Fatwa DSN-MUI yang mendasarinya yaitu Fatwa DSN No. 2/DSN- MUI/IV/2000 tentang
Tabungan.

? Fatwa DSN-MUI yang mendasarinya, Fatwa DSN No. 3/ DSN-MUI /IV/2000 tentang Deposito.

4 Fatwa DSN-MUI yang mendasari, Fatwa DSN No. 7/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan
Mudharabah (Qiradh).

> Fatwa DSN-MUI yang mendasari, Fatwa DSN No. 8/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan
Musyarakah.
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3) Pembiayaan atas dasar akad murabahah.® Akad dalam pembiayaan
ini berupa murabahah.

4) Pembiayaan atas dasar akad salam.” Akad dalam pembiayaan ini
berupa salam.

5) Pembiayaan atas dasar akad istisna.® Akad dalam pembiayaan ini
berupa istisna.

6) Pembiayaan atas dasar akad ijarah.” Akad dalam pembiayaan ini
berupa ijarah dan ijarah muntahiya bittamblik.

7) Pembiayaan atas dasar akad gardh.'® Akad dalam pembiayaan ini
berupa gardh.

8) Pembiayaan Multijasa.'' Akad dalam pembiayaan ini berupa ijarah

dan kafalah.

® Fatwa DSN-MUI) yang mendasari, yaitu Fatwa DSN No. 4/ DSN-MUI)/IV/2000 tentang
Murabahah; Fatwa DSN No. 10/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah; Fatwa DSN No. 13/
DSN-MUI)/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah; Fatwa DSN No. 16/ DSN-
MUI)/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah; Fatwa DSN No. 23/ DSN-MUI)/111/2002
tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah; Fatwa DSN No. 46/DSN- MUI/II/2005 tentang
Potongan Tagihan Murabahah (Khashm Fi Al Murabahah); Fatwa DSN No. 47/DSN-
MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu
Membayar; Fatwa DSN No. 48/Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-
MUI)/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali tentang Tagihan Murabahah; Fatwa DSN No.
49/Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)/11/2005 tentang Konversi Akad
Murabahah.

’ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mendasari, yaitu Fatwa
DSN No. 5/Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)/IV/2000 tentang Jual
Beli Salam.

¥ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mendasari, yaitu
Fatwa DSN No. 6/Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)/1V/2000
tentang Jual Beli Istishna', dan Fatwa DSN No. 22/DSN- MUI/III/2002 tentang Jual Beli
Istishna' Paralel.

° Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mendasari, yaitu
Fatwa DSN No. 9/Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)/IV/2000
tentang Pembiayaan Ijarah dan Fatwa DSN No. 27/Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama
Indonesia (DSN-MUI)/II1/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al- Tamlik.

' Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mendasari, Fatwa
DSN No. 19/Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)/IV/2001 tentang Al
qardh.
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c. Produk Pelayanan Jasa

1) Letter of credit (L/C) Impor syariah, yaitu surat pernyataan akan
membayar kepada eksportir (beneficiary) yang diterbitkan oleh
bank (issuing bank) atas permintaan importir dengan pemenuhan
persyaratan tertentu (uniform customs and practice for documentary
credits / UCP)."?

2) Bank Garansi Syariah, yaitu jaminan yang diberikan oleh bank
kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan
kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada
pihak ketiga dimaksud."?

3) Penukaran Valuta Asing (Sharf), yaitu jasa yang diberikan bank
syariah untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama
(single currency), yang hendak ditukarkan atau dikehendaki oleh
nasabah.'

Fatwa-fatwa DSN-MUI ini memiliki fungsi menjelaskan hukum
yang merupakan regulasi praktis bagi lembaga keuangan, khususnya
yang diminta praktisi ekonomi syariah ke DSN-MUI untuk memberikan
guidance (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang

norma ekonomi syariah. Kehadiran fatwa-fatwa ini menjadi aspek organik

" Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mendasari, Fatwa
DSN No. 44/Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)/VIII/2004 tentang
Pembiayaan Multijasa.

"2 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mendasari, yaitu
Fatwa DSN Fatwa DSN No. 34/DSN- MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Impor Syariah.
" Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mendasari yaitu
Fatwa DSN Fatwa DSN No. 11/DSN- MUI/TV/2000 tentang Kafalah.

'* Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mendasari, yaitu
Fatwa DSN No. 28/DSN- MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf).
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dari bangunan ekonomi islami yang tengah ditata/dikembangkan, sekaligus
merupakan alat ukur bagi kemajuan ekonomi syariah di Indonesia."
2. Transformasi dan Formalisasi Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI jika dilihat dalam kerangka hukum nasional maka
fatwa tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akan tetapi
fatwa memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila fatwa tersebut
diperkuat dengan instrumen-instrumen negara yang mempunyai alat
legitimasi, seperti undang-undang, PP, PBI, atau sejenisnya.'® Di sinilah
letak kedudukan strategis dari negara dalam pandangan Islam. Dalam sebuah
negara Islam, fatwa merupakan produk hukum yang mengikat apabila
diadopsi oleh pemerintah. Jadi mengikat atau tidaknya sebuah fatwa jika
dilihat dari kerangka hukum nasional sangat tergantung apakah fatwa
tersebut termasuk produk hukum yang diadopsi negara atau tidak. Hal ini
yang menjadi masalah di Indonesia karena fatwa atau pendapat MUI itu
hanya dijadikan sebagai masukan oleh pemerintah bukan sebagai hukum
yang mengikat.

Fatwa DSN-MUI mempunyai kedudukan yang unik terkait dengan
daya ikatnya. Sebagai fatwa keagamaan yang dikeluarkan oleh institusi yang
mempunyai otoritas di bidangnya, fatwa DSN-MUI hanya mengikat atas
dorongan keimanan, sama seperti hukum Islam pada umumnya. Dalam

ungkapan yang lain materi muatan fatwa DSN-MUI itu menjadi doktrin

> M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Pers,
2001), 12.

' M. Fauzan, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah di
Indonesia (Jakarta: Kencana, 2005), 158.
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hukum substantif Islam/figh.'” Namun, pada sisi yang lain, sebagai fatwa
yang dikeluarkan sebuah institusi yang telah ditunjuk dan diberikan
wewenang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, fatwa DSN-
MUI mengikat kepada semua orang yang berkepentingan terhadap materi
yang difatwakan (pelaku ekonomi syariah), terlepas apakah mereka itu
peminta fatwa atau bukan. Terlebih lagi, sebagian besar fatwa-fatwa DSN-
MUI itu telah diserap, diadopsi, atau dimuat ulang dalam peraturan
perundang-undangan, yakni udang-undang perbankan syariah dan berbagai
peraturan Bank Indonesia, maka daya ikatnya bersifat mutlak.'®
Sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian terdahulu fatwa
merupakan salah satu bentuk hukum Islam (figh) di samping kitab/buku figh,
putusan pengadilan dan produk peraturan perundang-undangan. Sebagai
sama-sama hukum Islam fatwa mempunyai karakteristik yang tidak dipunyai
oleh tiga bentuk hukum Islam yang lain. Karakteristik fatwa adalah sifat
dinamisnya oleh karena ia muncul selain didasarkan atas nusus shar‘iyyah
(teks-teks suci) juga didasarkan atas refleksi dari kondisi sosial yang
melingkupinya. Sedemikian besar pengaruh kondisi sosial terhadap lahirnya
fatwa, sehingga dikatakan bahwa relevansi sebuah fatwa sangat bergantung
pada kondisi sosial yang melingkupinya tersebut. Pertanyaan yang diajukan
peminta fatwa (mustafti) merupakan refleksi sosial dimaksud. Karena

karakteristiknya ini —yakni, sebagai hasil mendialogkan kondisi sosial

7 Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer (Jakarta: RM Books, 2007), 302-303.
'8 Khotibul Umam, “Legislasi Figh Ekonomi Perbankan: Sinkronisasi Peran Dewan Syariah
Nasional dan KPS,” Mimbar Hukum, Volume 24, Nomor 2 (Juni 2012), 368.
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dengan nas— fatwa sangat mungkin berbeda dari materi hukum Islam yang
termaktub dalam buku figh misalnya.

Fatwa DSN-MUI pun, sebagaimana dikemukakan Amin'® boleh jadi
dalam hal-hal tertentu tidak sama dengan kesimpulan hukum yang
termaktub dalam buku figh terdahulu. Hal itu terjadi karena ditemukannya
sesuatu yang baru yang menjadi ‘%//ah hukum (/egal reason) yang tidak
ditemukan di waktu yang lampau. Contoh perkembangan permasalahan di
bidang ekonomi yang sangat pesat dan cepat saat ini misalnya adalah seputar
hukum pembiayaan berjangka secara online. Fatwa DSN-MUI sebagai hasil
ijtihad jama ‘i (kolektif) merupakan jawaban dan respons atas permasalahan
perekonomian tersebut. Adanya perbedaan antara pernyataan fatwa DSN-
MUI dari materi yang termaktub dalam kitab-kitab figh klasik tidak
mengurangi nilai keabsahan dan validitas fatwa. Sebab, meskipun berbeda,
keduanya mempunyai ruh yang sama, yakni mewujudkan tujuan utama
syariat (tahqiq magqasid al-shari‘ah).

Dalam kadar dan tataran tentu fatwa DSN-MUI secara sadar
dimaksudkan untuk melakukan pembaharuan hukum Islam di bidang
ekonomi. Pembaharuan ini tidak dalam arti menciptakan hukum yang sama
sekali baru dan tidak terkait dengan pendapat ulama terdahulu. Pembaharuan

hukum Islam oleh DSN-MUI lebih ditekankan pada pengujian validitas ‘7//ah

¥ Ma’ruf Amin, “Pembaharuan Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengembangan Produk
Keuangan Kontemporer (Transformasi Figh Muamalat dalam Pengembangan Ekonomi Syariah),”
Pidato Ilmiah pada Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan dalam Bidang Hukum Ekonomi
Syariah Disampaikan di Hadapan Sidang Senat Terbuka Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta, 5 Maret 2012, 3.
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terhadap pendapat ulama terdahulu. Jika ‘//ahnya dipandang masih relevan
dengan kondisi kekinian maka pendapat ulama tersebut akan dipakai.
Sebaliknya, jika ‘llahnya dianggap sudah tidak relevan dengan konteks
kekinian, maka pendapat tersebut ditinggalkan. Namun demikian, manhaj
istinbat al-hukm (metode penetapan hukum)-nya tetap dipakai oleh DSN-
MUI. Dalam konteks pembaharuan hukum Islam, DSN-MUI mengelaborasi
dua kaidah yang secara spesifik mendasari banyak fatwanya, yaitu kaidah
tafriq al-halal min al-haram (pemisahan unsur yang halal dari yang haram)
dan kaidah 7‘adah al-nazar (telaah ulang),.

Kaidah tafrig al-halal min al-haram (pemisahan unsur halal dari yang
haram) relevan dikembangkan di bidang ekonomi syariah karena kegiatan
ekonomi syariah belum dapat terlepas sepenuhnya dari sistem ekonomi
konvensional yang ribawi. Paling tidak, lembaga ekonomi syariah akan
berhubungan dengan ekonomi konvensional yang ribawi dari aspek
permodalan, pengembangan produk, dan aspek keuntungan yang diperoleh.
Kaidah ini dapat dilakukan sepanjang unsur yang haram tidak lebih besar
atau dominan dari unsur yang halal. Setelah unsur yang haram dan halal
telah dapat diidentifikasi, maka unsur yang haram harus dikeluarkan. Kaidah
ini dibangun atas dasar bahwa keharaman harta atau uvang dalam perspektif
figh bukan karena zatnya, tetapi karena cara memperolehnya. Oleh karena

itu, apabila harta atau uang yang halal tercampur dengan yang haram,



182

sedangkan masing-masing dapat diidentifikasi dan kemudian yang haram
dikeluarkan, maka yang tersisa adalah halal hukumnya.”

Kaidah 7i‘adah al-nazar (telaah ulang), yang dikembangkan sebagai
sarana pembaharuan hukum ekonomi syariah, dilakukan dengan cara menguji
kembali pendapat ulama terdahulu tentang suatu masalah. Telaah ulang
terhadap pendapat ulama terdahulu ini dilakukan karena hukumnya telah
berubah, tidak aplikatif, tidak memadai dengan kondisi kontemporer, atau
dianggap tidak cocok lagi untuk dipedomani karena sulit diimplementasikan.
Dalam konteks telaah ulang ini pendapat yang sebelumnya dipedomani
(mu’tamad) diuji kembali dengan mempertimbangkan pendapat yang
dipandang lemah (marjuh bahkan mahjur), karena adanya ‘///ah hukum yang
baru dan atau karena lebih membawa kemaslahatan. Dengan pertimbangan
itu, pendapat yang semula dianggap lemah kini dijadikan pedoman dalam
menetapkan hukum. Hal demikian sejalan kaidah wushul figh: al-hukm yaduru
ma‘a ‘illatih wujudan wa ’adaman.

Penerapan kaidah 7‘adah al-nazar merupakan suatu terobosan dalam
pengembangan hukum Islam, terutama di bidang ekonomi yang selama ini
mengalami kemandekan yang cukup lama di tengah hegemoni hukum bisnis
dan hukum dagang konvensional. Pengembangan kaidah ini ke depan
merupakan sikap yang lebih hati-hati dan terukur secara ilmiah daripada
sikap longgar dalam menetapkan hukum dengan berlindung di bawah kaidah:

al-asl fi al-ashya’ al-ibahah hatta yadulla al-dalil "ala tahrimiha (hukum asal

*Y H.M. Nadratuzzaman Hosen, dkk., Menjawab Keraguan Umat Islam terhadap Bank Syariah
(Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah Publishing, 2007), 30-31.
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segala sesuatu itu boleh, kecuali telah ada dalil yang mengharamkannya),
adanya mashlahah atau hajah (kebutuhan yang mendesak). Pengembangan
kaidah 7‘adah al-nazar ini merupakan jalan tengah di antara dua pilihan
ekstrim, yaitu (1) pemikiran sebagian pakar ekonomi Islam yang terlalu
longgar dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam sehingga
terjebak pada /abeling dan (2) pemikiran ekonomi Islam yang terlalu ketat
dan terikat dalam kaidah-kaidah dan pemikiran figh klasik yang sulit
diaplikasikan kembali pada era sekarang.”’

Karakteristik fatwa DSN-MUI yang demikian membuatnya mudah
diterima oleh Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) untuk kemudian
diadopsi dalam peraturan perundang-undangan. Bahkan, sebagaimana
dikemukakan Nafis,”* sebagian fatwa DSN-MUI diadopsi menjadi bagian
dari undang-undang, setidaknya Undang-undang Nomor 21 tentang
Perbankan Syariah dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Surat Berharga Syariah Negara. Penyerapan fatwa DSN-MUI ke dalam
undang-undang perbankan syariah dan pendelegasian formulasi hukum Islam

lebih lanjut kepada DSN-MUI membawa implikasi sebagai berikut:

2l Ma’ruf Amin, “Pembaharuan Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengembangan Produk
Keuangan Kontemporer (Transformasi Figh Muamalat dalam Pengembangan Ekonomi Syariah),”
Pidato Ilmiah pada Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan dalam Bidang Hukum Ekonomi
Syariah Disampaikan di Hadapan Sidang Senat Terbuka Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta, 5 Maret 2012, 7.

2 M. Cholil Nafis, Teori Hukum Ekonomi Syariah Kajian Komprehensif tentang Teori Hukum
Islam, Penerapannya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Penyerapannya ke dalam
Peraturan Perundang-undangan (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia-UI Press, 2011), 233-
249.
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(1) Fatwa DSN-MUI merupakan entitas yang sebanding dengan Peraturan
Bank Indonesia (PBI) sebagai produk hukum yang sama-sama
diperintahkan dan diakui oleh undang-undang perbankan syariah,
meskipun fatwa DSN-MUI tidak termasuk kategori peraturan
perundangan. Dengan demikian, fatwa DSN-MUI diakui dan
diamanatkan untuk menjabarkan prinsip syariah yang merupakan unsur
esensial dalam operasional perbankan syariah, sedangkan PBI
diperintahkan untuk mengatur lebih lanjut implementasi fatwa DSN-
MUI. Artinya keduanya merupakan pengaturan lebih lanjut dan
mendapatkan amanat dari undang-undang perbankan syariah.

(2) Eksistensi fatwa DSN-MUI bukan merupakan subordinat dari PBI,
namunmerupakan penunjang PBI dalam mengatur operasional
perbankan syariah, sehingga keduanya perlu bersinergi. Dengan
ungkapan yang lain, keberlakuan fatwa DSN-MUI telah diberikan dan
dijamin oleh undang-undang perbankan syariah secara langsung,
sehingga tidak perlu lagi pemberlakuan dengan PBI. Kalaupun secara
materi fatwa DSN-MUI dimuat ulang dalam PBI, maka hal tersebut
harus dipahami dalam konteks mengoperasionalkan fatwa DSN-MUI
dalam mekanisme kerja perbankan syariah, bukan dasar yuridis
keberlakuannya.

3. Manifestasi Fatwa DSN-MUI dalam Undang-undang Perbankan Syariah

Setelah sekian lama menunggu, rancangan Undang-undang

Perbankan Syariah akhirnya disahkan dalam Rapat Paripurna DPR hari
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Selasa, 17 Juni 2008 setelah 6 tahun berproses yang disetujui oleh 9
fraksi dari 10 fraksi yang ada di DPR, 1 fraksi yang menolak adalah
Fraksi Partai Damai Sejahtera (PDS). Ini berarti, kini perbankan syariah
memiliki payung hukum yang diharapkan semakin menguatkan eksistensi
perbankan syariah di Indonesia.”> Dengan lahirnya undang-undang
perbankan syariah ini tentunya akan semakin meningkatkan dukungan
pemerintah yang lebih nyata dalam memajukan perbankan syariah.

Dari wuraian di atas tentang sejarah perkembangan regulasi
perbankan syariah di Indonesia, dapat diketahui bahwa begitu besar
peranan MUI dalam pertumbuhan dan perkembangan bank-bank
syariah di Indonesia. Fatwa MUI tentang keharaman bunga bank,
bagaimanapun akan tetap berpengaruh terhadap pertumbuhan perbankan
syariah. Pasca fatwa MUI tersebut, terjadi shifting dana masyarakat dari
bank konvensional ke bank syariah secara signifikan yang meningkat
dari bulan-bulan sebelumnya. Menurut data Bank Indonesia, dalam
waktu satu bulan pasca fatwa MUI, dana pihak ketiga yang masuk ke
perbankan syariah hampir Rp 1 trilyun. Fatwa ini semakin mendapat
dukungan dari para sarjana ekonomi Islam.** Selain fatwa MUI
dijadikan acuan atau rujukan dalam pembentukan regulasi perbankan

syariah, MUI juga merupakan salah satu penggagas sekaligus pendiri

» Irwan, “Dampak Lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah Terhadap Perkembangan
Perbankan Syariah Di Indonesia,” ( http:/irwanpena.blogspot.com/2008/06/dampak-lahirnya-
undang-undang-perbankan.html, diakses pada tanggal 01 Maret 2017).

** Amidhan, Pengarus Utamaan Perbankan Syariah Menghadapi era Global, Ibid


http://irwanpena.blogspot.com/-
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bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI)
pada tahun 1991.

Undang-undang tentang perbankan syariah lahir sebagai bentuk
apresiasi dan akomodasi pemerintah terhadap nilai-nilai yang hidup di
masyarakat (7iving ]aW),25 dalam hal ini adalah nilai-nilai ekonomi Islam.
Dengan disahkannya undang-undang perbankan syariah tersebut
menunjukkan bahwa nilai-nilai ekonomi Islam ikut mempengaruhi
kebijakan politik Indonesia yaitu kebijakan politik ekonomi nasional.
Peraturan perundang-undangan merupakan bagian atau sub sistem dari
sistem hukum. Oleh karena itu, membahas peraturan perundang-
undangan pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari membahas politik
hukum

Istilah politik hukum Indonesia sering digunakan sebagai
pengganti dari istilah-istilah pembangunan hukum, hukum dan
pembangunan, pembinaan hukum, pembaharuan hukum, perkembangan
hukum, perubahan hukum dan tata hukum nasional.”® Ada beberapa
definisi tentang politik hukum, yaitu: (1) diartikan sebagai
pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan
terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; (2)

Sebagai pelaksana ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan

* Syaugi Mubarak, “Regulasi perbankan Syari’ah Pasca Lahirnya UU No. 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syari’ah (Kajian Politik Hukum),” dalam Majalah Risalah Hukum
Fakultas Hukum UNMUL, Edisi Desember 2008, vol. 4 no. 2, 88.

*® Burhanuddin, Politik Hukum di Indonesia, diktat Fakultas Syari’ah dan Hukum (Jakarta: UIN
Syarif Hidayatullah, 2005), 1.
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fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.’’ Dari kedua
pengertian tersebut terlihat bahwa politik hukum mencakup proses
pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke
arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.

Istilah politik hukum atau politik perundang-undangan didasarkan
pada prinsip bahwa hukum atau peraturan perundang-undangan
merupakan bagian dari suatu produk politik karena peraturan perundang-
undangan pada dasarnya merupakan rancangan atau hasil desain lembaga
politik (body politic). Corak pembentukan hukum sangat dipengaruhi
oleh tingkat perkembangan masyarakat, yaitu kenyataan sosial
kemasayarakatan yang ada. Karena itu pendekatan dalam pembentukan
hukum disesuaikan dengan kondisi pragmatik masyarakat yang ada, baik
karena tingkat ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi® serta
kepercayaan agama masyarakat Indonesia. Pada negara yang mayoritas
masyarakatnya menganut standar nilai-nilai tertentu maka pembentukan
hukum pun memperhatikan nilai-nilai dan keyakinan yang hidup di
tengah-tengah masyarakat itu.

Karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki
keyakinan atas nilai-nilai tertentu yang bersumber dari ajaran agama

maupun budaya yang ada, maka syariat Islam sebagai ajaran dan nilai

*" Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), 9.

*® Abdul Ghani Abdullah dan Ismail Hasani menyebutkan bahwa aspek-aspek yang dapat
mempengaruhi perubahan suatu hukum atau perundang-undangan antara lain aspek politik, aspek
sosial budaya, aspek perubahan ekonomi, aspek internasional dan aspek teknologi. Diktat mata
kuliah Ilmu Perundang-undangan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Jakarta, 2007, 81.
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yang diyakini kebenaran dan daya berlakunya bagi umat Islam ternyata
menjadi faktor yang berpengaruh dan menentukan bagi politik hukum
nasional. Hal ini dapat dilihat pada berbagai perundang-undangan yang
memberlakukan syariat Islam (figh) baik yang diperkenalkan dalam
undang-undang yang berlaku umum bagi seluruh warga negara maupun
yang berlaku secara khusus bagi umat Islam dan bahkan berlaku secara
khusus di daerah tertentu (misalnya Nanggroe Aceh Darussalam).

Dalam upaya pembinaan dan pembangunan hukum nasional,
hukum Islam telah memberikan kontribusi yang sangat besar paling tidak
dari segi jiwanya, ini terbukti dengan adanya beberapa peraturan
perundang-undangan yang diadopsi dari hukum Islam. Ini menunjukkan
adanya kesadaran umat Islam yang meyakini bahwa Islam bukan hanya
sekedar agama ritual saja, tetapi juga mempunyai aturan hukum untuk
kehidupan umatnya di dunia. Salah satu kontribusi hukum Islam dalam
pembangunan politik hukum nasional berkaitan dengan tulisan ini adalah
lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Berhasilnya perjuangan politik umat Islam dalam hal melegal
formalkan hukum ekonomi syariah dalam bentuk keputusan politik
yaitu UU Perbankan Syariah tentunya tidak terlepas dari besarnya
peranan MUI dalam mengupayakan hal tersebut. Fatwa MUI baik itu
tentang haramnya riba dan fatwa-fatwa tentang ekonomi syariah lainnya
ikut mempengaruhi lahirnya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah tersebut.
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4. Implikasi Formalisasi Fatwa DSN-MUI
Eksistensi bank syariah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari
peran BI, selaku regulator yang mengatur lalu lintas industri perbankan di
Indonesia. Sesuai dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang
Perbankan, di wilayah Indonesia diakui adanya industri perbankan
syariah, yang operasionalnya tunduk pada aturan yang ada dalam syariat
Islam, yaitu fatwa DSN-MUI.

Adanya pengakuan kedudukan dan peran Fatwa DSN-MUI
secara formal (dalam peraturan yang berlaku) ini, tentunya memberi
pengaruh dalam penyelesaian perkara hukum di pengadilan. Fatwa-fatwa
ini menjadi dasar hukum bagi hakim sebagai bahan pertimbangan hukum
untuk memutuskan perkaranya karena dalam perundang-undangan yang
berlaku ditentukan bahwa kegiatan ekonomi syariah tersebut berpedoman
pada fatwa DSN-MUI. Hal ini berbeda dengan fatwa-fatwa bidang
lainnya (selain bidang ekonomi syariah) bahwa tidak ada suatu keharusan
bagi hakim untuk menggunakannya sebagai dasar hukum dalam
pertimbangan hukumnya karena tidak adanya ketentuan khusus mengenai
fatwa ini sebagai pedoman dalam peraturan-peraturan yang ada.

Eksistensi Fatwa DSN-MUI terhadap peraturan perundang-
undangan bidang perbankan syariah memberi pengaruh yang sangat besar.
Hal ini dapat dilihat dalam perkembangannya yakni, diawali dengan
pengaturan dalam bentuk PBI, kemudian meningkat ke dalam bentuk

undang-undang. Selain itu dengan ketentuan yang secara implisit atau
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pengakuan terhadap fatwa DSN-MUI, kemudian meningkat secara yuridis
formal dengan ketentuan secara eksplisit yang mengakui fatwa DSN-MUI
sebagai suatu hukum syariah yang berlaku.”

Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 pada pasal 49
ditentukan adanya perluasan kompetensi absolut Pengadilan Agama,
yaitu ditambah dengan kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara bidang ekonomi syariah yang antara lain meliputi
bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah,
reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga
berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah,
pegadaian syariah, dan dana pensiun LKS, dan bisnis syariah.”® Fatwa-
fatwa DSN-MUI yang menjadi pedoman bagi BI,>' Bapepam, dan
Kementerian Keuangan dan LKS yang melaksanakan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip syariah dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya,
otomatis menjadi pedoman bagi para hakim di Pengadilan Agama (atau di
lingkungan Peradilan Agama) untuk penyelesaian perkara di bidang

ekonomi syariah.

¥ Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah nasional dalam Sistem Hukum
Nasional di Indonesia (Disertasi tidak diterbitkan, Depok: Fakultas Hukum Program Doktor
Pascasarjana, 2010), 58.

%% Sebelumnya, pada Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama ditentukan bahwa
Pengadilan Agama hanya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di
bidang perkawinan; kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
wakaf dan sedekah. Kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara di bidang-
bidang tersebut tidak dihapus oleh perubahan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, tetapi hanya
ditambahkan dengan kewenangan penyelesaian perkara di bidang ekonomi syariah.

*! Lihat UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
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Di sisi lain, di bidang ekonomi syariah, pemerintah-dalam hal ini
BI, Bapepam, dan Departemen Keuangan-mengatur bahwa produk atau
kegiatan usaha syariah harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari
DSN-MUI dalam bentuk fatwa DSN-MUI. Fatwa DSN-MUI menjadi
pedoman atau dasar atas keberlakuan kegiatan perbankan syariah, pasar
modal syariah, dan asuransi syariah.’” Dapatlah dikatakan bahwa fatwa
DSN-MUI merupakan suatu kaidah hukum dalam kegiatan ekonomi
syariah, karena fatwa ini menjadi pedoman dalam berperilaku di bidang
ekonomi syariah.”

Fatwa-fatwa DSN-MUI memberi pengaruh terhadap peraturan
perundang-undangan. Pada sejumlah peraturan dalam bentuk PBI, pada
mulanya tidak diatur secara eksplisit bahwa fatwa DSN-MUI menjadi
pedoman bagi bank-bank syariah dalam menjalankan kegaiatan usahanya.
Adanya ketentuan bahwa di setiap bank syariah harus ada DPS yang
ditunjuk dan ditetapkan oleh DSN-MUI, maka bank syariah harus
berpedoman pada Fatwa DSN-MUI. Hal ini disebabkan, salah satu tugas
DPS adalah mengawasi kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga
keuangan syariah agar tidak menyimpang dari prinsip syariah. Prinsip
syariah yang dimaksud adalah prinsip yang tertuang dalam Fatwa DSN-

MUI. Sebagai lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh DSN-MUI,

32 Adanya ketentuan bahwa setiap bank syariah harus ada DPS yang ditunjuk dan ditetapkan oleh
DSN, maka bank syariah harus berpedoman pada fatwa DSN. Hal ini disebabkan disebabkan,
salah satu tugas DPS adalah mengawasi kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan
syariah agar tidak menyimpang dari prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip
yang tertuang dalam fatwa DSN

** Yeni Salma Barlinti, “Fatwa MUI ...,” dalam Tim, Fatwa Majelis ..., 260.
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DPS harus tunduk pada ketentuan yang dibuat oleh DSN-MUI, yakni
mentaati ketentuan Fatwa DSN-MUI, mengawasi kegiatan lembaga
keuangan syariah, serta melaporkan perkembangan lembaga keuangan
syariah kepada DSN-MUI.

Adanya berbagai ketentuan dalam PBI bahwa harus ada DPS pada
setiap bank syariah, secara implisit menegaskan bahwa ketentuan fatwa
DSN-MUI diakui secara yuridis. Bank Indonesia mengeluarkan peraturan
mengenai akad-akad yang digunakan oleh bank syariah dalam
melaksanakan transaksi keuangan syariah. Ketentuan ini berpedoman
pada fatwa DSN-MUI. Artinya, ketentuan-ketentuan yang terdapat pada
fatwa- fatwa DSN-MUI diadopsi atau diserap ke dalam PBI. Pada tahun
2008, terbentuklah undang-undang khusus mengatur perbankan syariah
yaitu Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Dalam undang-undang ini disebutkan (Pasal 1 angka 1) bahwa “prinsip
hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang
dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan
fatwa di bidang syariah”. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank-bank
syariah yang tentunya harus berdasar pada prinsip syariah, maka ia
berdasar pada fatwa yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, yaitu
DSN-MUI.

Sebagai pelaksanaan terhadap undang-undang perbankan syariah
yang diatur lebih lanjut dalam peraturan Bank Indonesia, terdapat salah

satu ketentuan  yang mengatur bahwa produk perbankan yang
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diluncurkan oleh bank-bank syariah harus sesuai dengan Kodifikasi
Produk Perbankan Syariah,’* yang didalamnya merupakan pedoman-
pedoman transaksi produk perbankan syariah tersebut. Dan kodifikasi ini
pun berpedoman kepada fatwa DSN-MUI. Ditentukan pula dalam PBI
tersebut bahwa apabila belum ada ketentuannya dalam Kodifikasi Produk
Perbankan Syariah, maka bank syariah tersebut harus mendapatkan fatwa
dari DSN-MUI yang menunjukkan bahwa produk yang akan diluncurkan
tersebut sesuai dengan syariah.

Fatwa DSN-MUI ditunjuk oleh undang-undang, dalam hal ini
Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sehingga
pengaruhnya akan lebih kuat secara hukum. Oleh karena itu, jika bank
syariah tidak melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam fatwa tentang
produk tertentu, maka terhadapnya dapat dikenakan sanksi secara hukum
oleh otoritas yang berwenang, antara lain Bank Indonesia. Namun hal ini
tidak serta merta terjadi ketika fatwa belum dituangkan menjadi PBL.>*

Pandangan Bank Indonesia terkait dengan produk DSN-MUI
berupa fatwa, yaitu bahwa fatwa tidak mengikat. Oleh sebab itu, Bank
Indonesia tidak bisa memberikan sanksi bagi bank syariah atau unit usaha
syariah yang tidak mengikuti fatwa tersebut. Dengan demikian, solusi
yang ditempuh agar fatwa menjadi mengikat adalah melalui positifisasi

fatwa dimaksud ke dalam PBI. Apabila sudah tertuang ke dalam PBI,

3 Kodifikasi tersebut memuat Produk Perbankan Syariah yang meliputi: Penghimpunan Dana,
Penyaluran Dana, dan Pelayanan Jasa

** Sanksi administrasi akan diberikan sesuai dengan pasal 58 UU No. 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Indonesia
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maka Bank Indonesia dapat memberikan sanksi bagi bank syariah atau
unit usaha syariah yang tidak melaksanakan ketentuan PBI tersebut.*®

Penyerapan materi fatwa ke dalam materi undang-undang
dilakukan dengan cara mengakomodasi beberapa substansi nilai jenis-
jenis transaksi menjadi prinsip syariah. Seperti jenis penawaran palsu
(ba’i al-najsy), menjual sesuatu yang belum dimiliki (ba’7 al
ma’dum/short selling), menggunakan informasi orang dalam untuk
mengambil keuntungan (/nsider trading), menimbulkan informasi yang
menyesatkan, dan penimbunan (7khtikar) dengan prinsip syariah yang
melarang gharar. Dan seperti tentang maksiat dalam transaksi
diakomodasi ke dalam  undang-undang menjadi larangan transaksi
terhadap objek yang tidak boleh diperjual belikan, sehingga kata “haram”
di sini tidak hanya menyangkut proses transaksi sebagaimana dituangkan
sebagian besar fatwa MUI tetapi juga menyangkut masalah objek yang
diperdagangkan.’’

Undang-undang tentang Perbankan Syariah telah menyerap jenis-
jenis transaksi yang telah difatwakan oleh MUI, meskipun cara
penyerapannya sebatas nama jenis transaksi dan definisinya diletakkan
dalam penjelasan undang-undang. Sedangkan praktik dari jenis transaksi
tersebut mengacu kepada prinsip syariah yang difatwakan oleh MUI. Oleh

karena itu, kesesuaian dan kepatuhan syariah praktik ekonomi syariah

% Lihat BAB X Sanksi Administratif, Pasal 56-58, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah

" Lihat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tentang Perbankan Syariah, Menteri Keuangan
Republik Indonesia No. S-32/MK.011/2008.
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menurut undang-undang ini berada pada kewenangan MUI melalui
fatwanya yang kepanjangan tangannya dalam pengawasan dilakukan oleh
DPS di masing-masing bank syariah dan fatwa- fatwanya dikeluarkan
oleh Dewan DSN-MUI.

Hal serupa juga terjadi dalam transformasi fatwa DSN-MUI dalam
PBI. PBI telah menyerap jenis-jenis transaksi dalam fatwa DSN-MUI,
meskipun cara penyerapannya sebatas nama jenis transaksi dan penjelasan
lebih rincinya diletakkan dalam kodifikasi produk perbankan syariah.
Model penyerapan fatwa-fatwa tersebut ke dalam PBI secara utuh
mengadopsi bahasa figh yang telah ditetapkan oleh fatwa DSN-MUI.
Karakteristik fatwa yang tidak mengikat kepada siapapun kemudian
menjadi fatwa yang mengikat kepada semua warga negara, baik muslim
maupun non muslim setelah fatwa tersebut mendapat pengesahan dari
undang-undang.

Proses positivisasi fatwa ke dalam hukum nasional dilakukan
dengan cara penyerapan isi fatwa ke dalam undang-undang. Fatwa DSN-
MUI mengenai perbankan di akomodir, disahkan dan diserap secara utuh
ke dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Sebab semua istilah hukum, substansi hukum termaktub dalam undang-
undang tersebut. Bahkan menempatkan DSN-MUI sebagai lembaga yang
berwenang menentukan kesesuaian dan kepatuhan syariah dari setiap
produk perbankan syariah. Namun, pada hakikatnya materi yang tertuang

dalam fatwa DSN-MUI akan tetap mempunyai kekuatan mengikat bagi
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bank syariah, terlepas dari apakah fatwa tersebut kemudian dijadikan PBI
atau tidak. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa selain fatwa masuk
dalam ranah hukum yang hidup di masyarakat (/iving law), keberadaan
DSN-MUI dan produk fatwanya juga diakui keberadaannya oleh
peraturan perundang-undangan di bidang perbankan syariah.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keinginan untuk
mengadakan transformasi hukum melalui perundang-undangan, yakni di
bidang perbankan syariah pada khususnya, telah seimbang dengan
kesadaran atau kenyataan yang hidup di tengah masyarakat.
Konsekuensinya peraturan perundang-undangan yang ada, yakni undang-
undang perbankan syariah dan peraturan BI sebagai peraturan
pelaksanaannya akan mempunyai pengaruh yang efektif, begitu pula

dengan fatwa DSN-MUI.

B. Penerapan Fatwa DSN-MUI dalam Praktik Perbankan Syariah
Perbankan Syariah menunjukkan perkembangan pesat di Indonesia
salah satunya karena disebabkan oleh tingginya harapan dan kepercayaan
masyarakat yang memang mayoritas muslim. Namun demikian, perlu
dikaji ulang sampai sejauh mana perbankan syariah telah menerapkan
fatwa DSN-MUI yang notabene menjadi dasar utama dalam

operasionalisasinya.
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Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak praktik perbankan
syariah yang belum sejalan dengan fatwa DSN-MUL* Misalnya saja
tentang penerapan akad murabahah kontemporer.”® Sebagaimana
kebanyakan ulama dan berbagai lembaga fikh nasional atau internasional
membolehkan akad murabahah kontemporer, DSN-MUI juga
membolehkan akad murabahah ini, sebagaimana dituangkan dalam
fatwanya No: 04/DSN-MUI/IV/2000.

Penulis menganalisis beberapa poin penting dalam fatwa tersebut
sebagai gambaran riil bagaimana praktik fatwa ini dalam perbankan
syariah di Indonesia. Pertama, dalam poin 3 disebutkan bahwa “bank
membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah
disepakati kualifikasinya.” Dalam fatwa DSN-MUI ini menyebutkan kata
“membiayai” sehingga DSN-MUI menganggap bahwa murabahah ini
sebuah pembiayaan, bukan jual-beli, dan ini sudah keluar dari makna

murabahah itu sendiri.

** Disini penulis menemukan hasil penelitian yang menarik (sebagai penguat), bahwa; There are
three fatwas on Islamic banking instruments issued by the DSN that apparently used the same
argument, namely that on checking account (demand deposits), savings account, and time
deposit. These fatwas did not mention of any specific letter of requests, but as they were issued
in the early stages of the existence of the DSN created only in 1999, they must have been closely
connected to the very reason for establishing the DSN itself namely an agreement among
practitioners of Islamic financial institutions on the need for the creation of a national provider of
fatwas on Islamic economic issues which was later discussed and adopted as the recommendation

of a seminar of ulama on Islamic Bonds (Reksana Dana Syariah) held from 29-30 July, 1997. M.

Atho Mudzhar, “The Legal Reasoning and Socio-Legal Impact of The Fatwés of The Council of
Indonesian Ulama on Economic Issues”, Ahkanz Vol. X111, No. 1, Januari 2013, 10.

% Akad Murabahah adalah satu satu produk perbankan syariah yang banyak diminati

masyarakat. Karena akad ini menjadi alternatif mudah dan tepat bagi berbagai pembiayaan atau

kredit dalam perbankan konvensional yang tentu sarat dengan riba. Lihat

https://pengusahamuslim.com/2728-fatwa-dsn-mui-1451.html. Diakses pada 14 April 2020.

Disini perlu dicatat bahwa Peraturan Bank Sentral menggunakan istilah mudarabah, wadiah,

sahib al-mal, dan mudarib dalam kalimatnya.. lihat; Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa

Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia, Unpublished Doctoral
Dissertation, Faculty of Law, University of Indonesia, Jakarta, 2010, 209-2011.



https://pengusahamuslim.com/2728-fatwa-dsn-mui-1451.html
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Kalau kita melihat aplikasinya di perbankan syariah, mereka
memasukkan akad jual-beli murabahah dalam produk pembiayaan, karena
produk bank syariah itu ada dua macam; produk penyaluran dana dan
produk pembiayaan, tidak ada produk jual beli. Kemudian, dalam fatwa
DSN-MUI disebutkan “membiayai sebagian atau seluruhnya” hal ini
sebenarnya bertentangan dengan makna murabahah itu sendiri, karena
dalam murabahah seharusnya bank membeli barang dari supplier dengan
secara penuh, sehingga barang itu secara penuh menjadi hak milik bank,
kemudian baru dijual kepada nasabah sebagai pembeli. Kalau bank hanya
membeli sebagian saja, berarti barang itu tidak sepenuhnya milik bank.
Dan jika tidak sepenuhnya milik bank, maka bank tidak boleh menjual
seluruh barang itu. Oleh sebab itu dengan kata “sebagian” berarti sisanya
dibiayai oleh nasabah.

Perlu dijelaskan, apakah murabahah di sini sebuah transaksi jual-
beli atau pembiayaan. Karena antara jual-beli dengan pembiayaan itu
berbeda. Kalau jual-beli, maka seluruh ketentuan jual-beli harus berlaku
dalam akad murabahah ini, misalnya tidak boleh melakukan jual-beli
terhadap sesuatu yang belum menjadi miliknya, atau dalam
penguasaannya. Dalam kasus di atas, bank tidak lagi bertindak sebagai
penjual, namun sebagai peminjam dana atau pemberi hutang kepada
nasabah. Karena bank tidak memiliki hak terhadap barang itu secara
sepenuhnya, sebab bank hanya membayar sebagian harga barang. Atau

dengan kata lain, ini bukan lagi jual beli dengan harga beli plus margin,
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akan tetapi hutang plus margin. Tetapi masalahnya adalah, jika ini sebuah
hutang piutang, maka semestinya pihak bank tidak boleh mengambil
keuntungan atas barang yang dijual kepada nasabah. Karena hutang tidak
boleh dibayar kecuali dengan jumlah uang yang sama. Kalau ini dilakukan
maka akan menjadi riba. Jika seperti ini kondisinya, maka seharusnya
fatwa ini tidak boleh ada, karena sudah keluar dari makna murabahah itu
sendiri.*’

Kedua, dalam poin ke 4 disebutkan bahwa “bank membeli barang
yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus
sah dan bebas riba.” Fatwa di atas sudah jelas bahwa bank harus membeli
barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri. Pada praktiknya,
perbankan syariah hanya melakukan akad murabahah bila nasabah telah
terlebih dahulu melakukan pembelian dan pembayaran sebagian nilai
barang. Tentu kita mengetahui bahwa perbankan di Indonesia, baik yang
berlabel syariah maupun tidak, hanyalah berperan sebagai badan
intermediasi. Artinya bank hanya berperan dalam pembiayaan, dan bukan
membeli barang untuk kemudian dijual kembali. Karena secara regulasi
dan faktanya, bank tidak dibenarkan untuk melakukan praktik perniagaan

praktis. Dengan ketentuan ini, bank tidak mungkin membeli yang

“0" Abd. Hafidz Ridlwan, “Evaluasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI) tentang Akad Murabahah dan Aplikasinya di Perbankan Syariah,” CENDEKIA:
Jurnal Studi Keislaman, Volume 1, Nomor 1 (Juni 2015), 47-49.
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diperlukan nasabah atas nama bank sendiri. Hasilnya bank telah
melanggar ketentuan DSN-MUI di atas.*'

Ketiga, dalam poin 5 disebutkan bahwa “bank harus
menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya
jika pembelian dilakukan secara utang.” Semua hal yang berkaitan dengan
pembelian harus dijelaskan kepada nasabah, misalnya jika pembelian itu
dilakukan secara hutang, karena biasanya jika pembelian dilakukan secara
hutang maka harganya akan lebih mahal.** Namun kenyataannya sekarang
tidak ada bank yang membeli barang dengan cara hutang, sebab bank
adalah lembaga keuangan, sehingga semuanya membeli dengan cara
kontan. Kemudian hal yang berkaitan dengan pembelian yang perlu
disampaikan juga adalah jika terjadi diskon dalam pembelian, karena
diskon itu adalah hak nasabah, bukan hak bank. Dan yang menjadi harga
pokok adalah harga setelah diskon, bukan sebelum diskon.

Keempat, dalam poin 6 disebutkan bahwa “bank kemudian
menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual
senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini, bank harus
memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut
biaya yang diperlukan.” Akad jual-beli murabahah adalah akad jual-beli
amanah, maksudnya dalam jual-beli ini diperlukan kejujuran yang tinggi,

sebab jika terjadi kebohongan maka akan berakibat fatal, terutama dalam

“l Muhammad Arifin Baderi, “Antara Fatwa DSN dan Praktik Perbankan Syariah,” Majalah
Pengusaha Muslim, Edisi 25, (2005), 25.
> Wahbah al-Zuhaily. A/-Figh al-Islam wa ‘Adillatuhu (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), 709.
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harga pokok barang. Jika bank tidak jujur dalam menyebutkan harga
pokok, dengan menyebutkan harga yang lebih tinggi dari harga pokoknya,
maka nasabah mempunyai hak khiyar (hak memilih) apakah dia akan
meneruskan akadnya atau akan membatalkan akadnya. Misalkan jika
barang tersebut harganya Rp 200 juta lalu bank menyebutkan Rp 250
juta, maka nasabah berhak untuk mengembalikan barang tersebut dan
membatalkan akadnya, walaupun sebenarnya, kalau akad itu diteruskan
akadnya masih tetap sah, namun dia mempunyai hak khiyar.

Kelima, dalam poin 7 disebutkan bahwa ‘“nasabah membayar
harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu
yang telah disepakati.” Redaksi fatwa di atas seharusnya bukan “nasabah
membayar harga barang yang telah disepakati” akan tetapi yang benar
adalah “membayar harga barang plus margin (keuntungan) yang telah
disepakati” sebab perbedaan jual-beli murabahah dengan jual beli lainnya
adalah dalam murabahah menyebutkan harga barang (harga beli) plus
margin yang telah disepakati, sedangkan jual beli biasa adalah langsung
menyebutkan harga barangnya (harga jual kepada nasabah), tanpa
menyebutkan margin yang didapat oleh bank.

Kemudian fatwa di atas menyebutkan “pada jangka waktu yang
telah disepakati”. Hal ini memberikan pengertian bahwa jual beli
murabahah yang dimaksud dalam fatwa DSN-MUI itu hanya dilakukan
dengan cara kredit, padahal dalam kitab-kitab figh pelunasan jual beli

murabahah itu bisa dilakukan dengan tiga macam cara; pelunasan dengan
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cara kontan (nagdan), atau dengan cara ditunda sampai waktu tertentu
(mu’ajjal) atau dengan cara mencicil (fagsif).* Berarti ini sudah berbeda
dengan apa yang dijelaskan dalam kitab-kitab figh.

Kenyataan di perbankan syariah pelunasan murabahah hanya
menggunakan cicilan (taqgsit), tidak ada bank syariah yang dalam
pelunasan murabahah-nya dengan cara kontan atau mu’ajjal. Dan dalam
menentukan margin, bank syariah juga masih melihat kepada jangka
waktu cicilannya, semakin lama waktu cicilannya maka semakin banyak
juga margin yang diambil oleh bank. Oleh sebab itu, tidak salah kalau
banyak orang yang mengatakan bahwa jual-beli murabahah di bank
syariah itu sama dengan kredit di bank konvensional. Karena bank
mengambil keuntungan yang tinggi bukan hanya karena margin atas jual
beli, akan tetapi karena sebagai pengganti waktu selama pelunasan. Dan
inilah yang disebut dengan riba jahiliah.

Keenam, dalam poin 9 disebutkan “jika bank hendak mewakilkan
kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli
murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik
bank.” Bank bisa mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari
pihak ketiga, dengan menggunakan akad wakalah, namun hal itu bisa
dilakukan sebelum nasabah melakukan transaksi murabahah dengan pihak
bank. Jika sudah terjadi akad murabahah, maka pihak bank tidak bisa

mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang. Namun

“ Sa’adudin Muhammad al-Kalabi, a/-Mu’amalat al-Maliyah al-Mu’ashirah Fi Dhou’i al-Islam
(Beirut: al-Maktab al-Islami, 2002), 2.
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kenyataannya, bank syariah mewakilkan kepada nasabah setelah nasabah
melakukan transaksi jual-beli murabahah dengan bank dan nasabah sudah
membayar uang muka. Hal ini telah menyalahi prosedur jual beli
murabahah. Karena kalau akad wakalah itu dilakukan setelah terjadinya
akad murabahah maka itu bukan murabahah lagi, akan tetapi itu menjadi
pembiayaan. Oleh sebab itu dalam fatwa di atas disebutkan bahwa jual-
beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi
milik bank.

Namun yang terjadi dalam praktik bank syariah bukanlah
demikian. Nasabah melakukan transaksi jual-beli murabahah dengan
bank, kemudian bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang
dari pihak ketiga, dan setelah itu barang tersebut sudah menjadi hak
nasabah. Jika jual-beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara
prinsip, menjadi milik bank, maka bagi bank syariah, hal itu akan
merugikan pihak bank, karena jika bank membeli barang, lalu nasabah
menolak untuk membeli barang tersebut, maka bank akan rugi. Oleh
sebab itu, hal ini tidak pernah dilakukan oleh bank syariah. Inilah
kesalahan bank syariah

Ketujuh, dalam ketentuan kedua, poin 3 menyebutkan bahwa :
“pbank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah
harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah
disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian

kedua belah pihak harus memuat kontrak jual-beli.” Fatwa ini jelas tidak
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tepat, karena janji untuk membeli belum disebut akad jual-beli, karena
akad itu harus terjadi atas barang atau jasa, sementara janji bukanlah
barang atau jasa, akibat dari klausul ini, maka lahir fatwa berikutnya “jika
nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank
harus dibayar dari uang muka tersebut” padahal dalam akad jual-beli
yang sudah jelas-jelas mengikat saja masih ada hak khiyar (pilihan untuk
melanjutkan akad atau tidak), sementara apa yang dilakukan oleh bank
dengan nasabah tersebut baru sebatas komitmen atau janji. Jika sudah
terjadi akad saja masih ada hak khiyar maka tentu lebih boleh lagi untuk
melakukan hak khiyar atas apa yang belum diakadkan.

Sa’aduddin al-Kalabi berkata:bahwa janji nasabah untuk membeli
barang yang dipesan kepada bank untuk membelikan barang tertentu
dengan akad murabahah, itu adalah janji yang tidak mengikat, karena
bank menjual barang yang belum dimilikinya, dan barang itu belum
menjadi tanggungan bank sebelum bank membelinya, karena syariat islam
melarang untuk menjual barang yang belum dimilikinya.** Muhammad
Bakhit al-Muthi’i berpendapat bahwa akad murabahah itu hukumnya
boleh secara syariat jika bank tidak mewajibkan kepada nasabah untuk
melaksanakan janji untuk membelinya, baik janji itu tertulis maupun
tidak tertulis.* Seharusnya, bank membeli barang yang dipesan oleh

nasabah, kemudian barang itu ditawarkan kepada nasabah dengan harga

44
Ibid., 308.
5 Syarafuddin An-Nawawi, A/-Majmu’ Sharh Muhaddhab (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, 2002),

82.
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yang telah ditentukan oleh bank, dan nasabah mempunyai kesempatan
memilih (Khiyar), apakah dia akan melanjutkan jual-belinya atau
membatalkan.

Dari paparan contoh-contoh tersebut, penerapan akad murabahah
di perbankan syariah di Indonesia memang masih memiliki celah,
terutama bila dicermati dari isi fatwa DSN-MUI. Secara garis besar,
setidaknya terdapat empat penyimpangan utama, yaitu (1) pelanggaran
syarat milkiyah, (2) pelanggaran syarat ra’sul mal ma’lim, (3)
penempatan akad yang tidak tepat, dan (4) melibatkan maysir dalam
perhitungan margin keuntungan. Secara kasat memang murabahah
tampak seperti bunga, bahkan tidak terasa bahwa ia berbeda dari bunga.
Asumsi ini menurut penulis umum dirasakan para nasabah perbankan
syariah.

Contoh berikutnya adalah tentang mudharabah (bagi hasil). Akad
Mudharabah adalah akad yang oleh para ulama telah disepakati akan
kehalalannya. Karena itu, akad ini dianggap sebagai tulang punggung
praktik perbankan syariah. DSN-MUI telah menerbitkan fatwa no:
07/DSN-MUI/IV/2000, yang kemudian menjadi pedoman bagi praktik
perbankan syariah. Tapi, lagi-lagi, praktik bank syariah perlu ditinjau
ulang. Pada fatwa dengan nomor tersebut, DSN-MUI menyatakan: “LKS
(Lembaga Keuangan Syariah) sebagai penyedia dana, menanggung semua

kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah)
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melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.”*

Pada ketentuan lainnya, DSN-MUI kembali menekankan akan hal ini
dengan pernyataan: “Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat
dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian
apapun, kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau
pelanggaran kesepakatan.™’

Praktik akad mudharabah perbankan syariah di lapangan masih
jauh dari apa yang di fatwakan oleh DSN-MUL™* Penulis menemukan
beberapa ketidaksesuaian akad mudharabah di perbankan syariah.
Pertama adalah status ganda perbankan syariah menyalahi ketentuan akad
mudharabah sesuai syar’i menurut yang dipahami para ulama fikh islam.
Kedua, bank syariah hakekatnya menjalankan akad utang piutang dan
bukan akad mudharabah dalam hubungannya dengan nasabah. Ketiga,
kegiatan usaha bank syariah yang masih memplagiasi pada aturan main
kegiatan bank konvensional maka akan bermasalah dalam implementasi

akad mudharabahnya. Keempat, Undang-undang Perbankan Syariah tidak

mengisyaratkan bank syariah untuk memiliki usaha real dan terjun

“ Tim Penyusun, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, 43.

7 1bid., 45.

¥ Sekilas sebagai penguat pernyataan penulis, disini penulis melihat dari hasil Disertasi Barlinti,
bahwa; Studi Barlinti menemukan bahwa status dan peran Fatwa DSN dapat diidentifikasi di
empat bidang. Pertama, mereka merupakan pedoman prinsip-prinsip ekonomi Islam untuk
masyarakat Muslim secara umum; kedua, mereka merupakan pedoman bagi anggota Dewan
Penasehat Syariah (Dewan Pengawas Syariah disingkat DPS) dilampirkan untuk setiap lembaga
keuangan Islam untuk memastikan kepatuhan dengan Prinsip-prinsip Islam; ketiga, mereka
merupakan pedoman untuk pengelolaan lembaga keuangan Islam untuk memastikan bahwa
produk dan layanan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam; dan keempat, mereka
membentuk pedoman untuk diadopsi oleh dan diserap dalam berbagai hukum dan peraturan
pemerintah. lihat; Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional., 485-486.
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langsung dalam dunia usaha, maka hal ini adalah sesuatu yang musykil
bagi bank syariah dalam menjalankan akad mudharabah pada usaha riil
yang hakekatnya memang tidak pernah dimiliki. Ke/ima, bank tidak siap
menanggung kerugian. Keenam, nasabah tidak siap menanggung
kerugian. Ketujuh, semua nasabah mendapat bagi hasil. Kedelapan,
metode bagi hasil yang berbelit-belit. Kesembilan, bagi hasil yang tidak
riil. Dan kesepuluh dana nasabah perbankan syariah pasti aman meski
bank merugi.*’

Contoh lain yaitu tentang gadai emas (rahn). (Gadai emas
merupakan salah satu produk unggulan dari perbankan syariah saat ini.
Dengan membawa emas ke bank syariah, seseorang bisa memperoleh cash
money dalam waktu singkat untuk memenuhi kebutuhannya. Masyarakat
yang selama ini terbiasa bertransaksi gadai dengan pegadaian, saat ini
memiliki banyak pilihan. Bank syariah pun berlomba-lomba untuk
menciptakan dan mengkreasikan produk ini, lengkap dengan tarif yang
bersaing. Banyak nasabah dan masyarakat yang sangat terbantu oleh
keberadaan produk rahn ini, selain proses yang relatif mudah, mereka juga
tidak memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan uang.

Gadai emas merupakan cara investasi yang marak ditawarkan
perbankan syariah akhir-akhir ini. Gadai emas mencuat dan diminati
banyak orang sejak harga emas terus membumbung tinggi. DSN-MUI

melalui fatwanya no: 25/DSN-MUI/III/2002 membolehkan praktik ini.

“ Irwin Ananta, “Tinjauan Kritis Praktik Mudharabah pada Perbankan Syariah,” Prosiding
Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi (SNIT), (2012), 79-90.
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Pada fatwa tersebut DSN menyatakan: “Besar biaya pemeliharaan dan
penyimpanan marhun (barang gadai) tidak boleh ditentukan berdasarkan

% Sementara dalam fatwa DSN No: 26/DSN-

jumlah pinjaman.”
MUI/IT/2002 yang secara khusus menjelaskan aturan gadai emas,
dinyatakan: “Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan
pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.”

Fakta yang ada di lapangan membuktikan bahwa perbankan
syariah telah memungut biaya administrasi pemeliharan dan penyimpanan
barang gadai sebesar persentase tertentu dari nilai piutang. Jika bank
syariah bersedia menerapkan fatwa di atas, tentunya dalam menentukan
biaya pemeliharaan emas yang digadaikan, bank akan menentukan
berdasarkan harga Safe Deposit Box (SDB). Akan tetapi, fakta
menunjukkan bahwa ongkos penyimpanan yang dibank-kan nasabah tidak
sesuai dengan biaya riil yang dibutuhkan untuk standar penyimpanan dan
penjagaan bank, atau melebihi nilai harga SDB untuk penyimpanan
emas.”!

Praktik-praktik menyimpang dalam lembaga perbankan tidak
seharusnya terjadi. Praktik satanic finance seperti riba, gharar, maysir,

zalim semestinya dijauhi. Oleh karena itu, implementasi prinsip syariah

dalam kegiatan usaha perbankan syariah harus dilaksanakan secara kaffah

*% Riset yang dilakukan oleh Arief Budiono menunjukkan bahwa Ketidaksyariahan bank syariah
justru dalam taraf mendasarnya, yaitu ketidaksesuaian operasional dengan fatwa DSN. Bahkan
ada pula bank Syariah yang menerapkan #hilah dengan mengistinbatkan dengan hal yang tidak
sesuai. Lihat: Arief Budiono, “Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah,”
Jurnal Law and Justice, Volume 2, Nomor 1 (April 2017), 63.

! Muhammad Arifin Baderi, “Antara Fatwa DSN dan Praktik Perbankan Syariah,” Majalah
Pengusaha Muslim, (2005). Edisi 25.
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dan isiqomah, sehingga dapat tercipta keadilan, kebersamaan dan
pemerataan dalam kegiatan ekonomi.”® Ketidaksesuaian tata kelola bank
dengan prinsip syariah akan berpotensi menimbulkan berbagai resiko,
selain merugikan masyarakat tapi juga berdampak kepada reputasi bagi
industri perbankan syariah itu sendiri.

Salah satu keunggulan perbankan syariah terletak pada sistem bagi
hasilnya, sehingga tidak salah masyarakat menyebut bank syariah dengan
bank bagi hasil, akan tetapi pada kenyataannya pembiayaan di perbankan
syariah tidak didominasi oleh pembiayaan mudharabah dengan konsep
bagi hasilnya, akan tetapi lebih didominasi oleh pembiayaan murabahah.
Untuk menjamin agar terlaksananya pembiayaan murabahah agar sesuai
konsep syariah, maka diperlukan pengawasan ketat dari Dewan Pengawas
Syariah (DPS) atau Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).” Dengan
demikian, pembiayaan murabahah sebagai pembiayaan primadona di
perbankan syariah bisa dikawal dan tidak mencoreng citra dan wibawa
perbankan syariah sehingga tidak ada lagi kesan bahwa bank syariah sama

saja dengan bank konvensional.

C. Sistem Pengawasan terhadap Praktik Bank Syariah
Secara umum, pengawasan bank syariah dilakukan oleh Bank

Indonesia (BI) sebagai otoritas pembina dan pengawas bank. Namun

> Elmiliyani Wahyuni, “Satanic Finance dalam Perbankan Syariah,” ILTIZAM: Journal of
Shariah Economic Research, Volume 2, Nomor 1 (2018), 20-44.

> Yenti Afrida, “Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah,” JEBI: Jurnal Ekonomi
dan Bisnis Islam, Volume 1, Nomor 2 (2016), 155-166.
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secara khusus dilakukan oleh DPS yang ada pada tiap bank yang
menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. DPS merupakan
badan independen yang bertugas melakukan pengarahan (directing),
pemberian konsultasi (consulting), melakukan evaluasi (evaluating), dan
pengawasan (supervising) terhadap kegiatan bank syariah dalam rangka
memastikan bahwa kegiatan usaha bank syariah tersebut mematuhi
terhadap prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa DSN-

MUIL>

BI sebagai bank sentral memiliki kewenangan dan berkewajiban
untuk membina, serta melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan
perbankan. Tujuan pembinaan dan pengawasan perbankan oleh BI
mencakup empat aspek™, yaitu:

a. power to licence, yakni kewenangan dalam mengatur perizinan bank
sebagai proses pengawasan paling awal;

b. power to regulate, yakni otoritas pengawas untuk mengatur kegiatan
operasi bank dalam bentuk ketentuan-ketentuan sehingga dapat
mendorong terciptanya sistem perbankan yang sehat, sekaligus dapat
memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana yang cukup dan kualitas

pelayanan jasa perbankan;

34 Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia, dikeluarkan oleh Komite Nasional
Kebijakan Corporate Governance, Januari 2004.

> Choirul Anwar, “Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dan Bank Indonesia
Terhadap Bank Jateng Syariah di Surakarta”, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.
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c. power to control, yakni kewenangan dasar yang dimiliki oleh BI untuk
melakukan pengawasan, dengan batas-batas pengawasan yang jelas
dengan tujuan agar bank-bank yang berada dalam pengawasannya juga
merasakan adanya pengawasan terhadap mereka, dan

d. power to impose sunction, yakni kewenangan dalam menetapkan dan
menjatuhkan sanksi kepada bank yang tidak mematuhi hal-hal yang
telah diatur dalam ketiga aspek di atas.

Keempat aspek pengawasan yang menjadi otoritas BI berlaku bagi

semua jenis bank sesuai undang-undang tentang perbankan, termasuk di

dalamnya bank syariah. Esensi pengawasan itu juga tampak relevan

dengan misi dan nilai-nilai ekonomi Islam untuk menegakkan hukum
keadilan, profesionalitas dan tanggung jawab.”® Hal tersebut kemudian
diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
yang mengamanatkan BI sebagai otoritas yang melakukan pengaturan dan
pengawasan bank. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, BI menetapkan
peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan
usaha tertentu bank, melaksanakan pengawasan bank, serta mengenakan
sanksi terhadap bank.’” Selain itu, BI berwenang menetapkan ketentuan-

ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati- hatian.

% Ali Syukron, “Pengaturan dan Pengawasan pada Bank Syariah”, dalam Economic: Jurnal
Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 2, No.1, 2012, 23.
°7 Pasal 24 Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
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Pengawasan yang dilakukan oleh BI meliputi pengawasan
langsung dan tidak langsung.’® Dalam hal ini, BI berwenang mewajibkan
bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai
dengan tata cara yang ditetapkan oleh BI, di mana hal ini dapat dilakukan
terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait dan pihak
terafiliasi dari bank.”’ Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar
prudential regulation yang diterapkan dapat secara efektif dengan
melakukan transparansi dan akuntabilitas melalui accounting dan
auditing serta good corporate governance.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan keunikan tersendiri
yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah. Organisasi ini terdiri dari
cendekiawan syariah yang bertugas mengawasi dan memantau kegiatan
lembaga keuangan untuk memastikan bahwa lembaga tersebut patuh
terhadap prinsip syariah. Adanya DPS ini merupakan salah satu hal
pokok yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah.
Tugas utama DPS adalah mengawasi pelaksanaan operasional bank dan

produk-produknya supaya tidak menyimpang dari aturan syariah.®'

¥ Dalam Pasal 27 Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dijelaskan
pengawasan tidak langsung terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis,
dan evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul
dengan tindakantindakan perbaikan.

> Pasal 28 Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank dan pihak lain
tersebut wajib memberikan kepada pemeriksa berupa keterangan dan data yang diminta,
kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan
kegiatan usahanya, hal-hal lain yang diperlukan seperti salinan dokumen yang diperlukan dan
lain-lain.

% Hennie van Grunieng dan Zaid Igbal dalam Simon Archer dan Rifaat Ahmed Abdel Karim,
Islamic Finance: The Regulatory Challenge (Singapura: John willey & Son, 2007), 28.

' Ari Kristin Prasetyoningrum, “Analisis Pengaruh Faktor Ekonomi dan Religiusitas Terhadap
Persepsi Supervisor dan Manajer Menganai Independensi Dewan Pengawas Syariah (Studi Kasus
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Menurut Standar AAOIFI, anggota DPS setidaknya harus terdiri
atas tiga orang cendekiawan syariah®® yang diangkat berdasarkan Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam keadaan tidak merangkap
jabatan sebagai konsultan di seluruh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha
Syariah.”® Hal ini perlu dilakukan karena DPS sebagai badan independen
dapat terlepas dari konflik kepentingan. Dalam pelaksanaan tugasnya,
diatur dalam Pasal 46 PBI No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG
bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Berikut adalah tugas
dan tanggungjawab DPS:

a. DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan
prinsip-prinsip GCG.

b. Tugas dan tanggungjawab DPS adalah memberikan nasihat dan saran
kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan
prinsip syariah.

c. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab DPS meliputi: (a) menilai dan
memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional
dan produk yang dikeluarkan oleh bank; (b) mengawasi proses
pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa DSN-
MUI; (c¢) meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru bank

yang belum ada fatwanya; (d) melakukan review secara berkala atas

Bank Syariah di Indonesia”, Tesis, Program Studi Magister Sains Akuntansi Program
Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2004.

%2 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009),
590.

% Pasal 51 Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.



214

pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana
dan penyaluran dana, serta pelayanan jasa bank dan (¢) meminta data,
serta informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank
dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Apabila dalam pelaksanaan
produk baru yang telah ditawarkan ternyata tidak memenuhi prinsip
syariah, maka dalam hal ini DPS tidak memiliki wewenang untuk
menghentikan produk tersebut karena ini merupakan otoritas Bank
Indonesia sebagai bank sentral yang menghentikan produk yang
dimaksud.®*

d. DPS wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS secara
semesteran yang disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat
dua bulan setelah periode semester dimaksud berakhir. Dalam
laporannya dibuat pernyataan bahwa bank yang diawasinya telah
berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini kemudian
dimuat dalam laporan keuangan bank.®’

e. Dari segi kinerja bisa jadi tugas DPS lebih berat dari Dewan
Komisaris. Hal ini bisa dilihat dari jumlah rapat yang wajib dilakukan
oleh DPS dibandingkan oleh Dewan Komisaris. Dalam Pasal 49 ayat
1 PBI No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank
Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah disebutkan bahwa rapat DPS

wajib diselenggarakan paling kurang satu kali dalam satu bulan.

64 Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No.10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah
dan Unit Usaha Syariah.

% Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001),
68.
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Sedangkan bagi Dewan Komisaris wajib diselenggarakan paling
kurang satu kali dalam dua bulan.

Sebagai contoh implementasinya, praktik kepatuhan ini dapat
dilihat pada salah satu hasil penelitian Ade Sofyan Mulazid.®® Terkait
dengan peran dan tugas DPS, BSM telah mengungkapkan nama anggota
DPS. Pengungkapan nama anggota DPS dalam laporan tahunan BSM
adalah salah satu bagian dari penerapan prinsip GCG, yaitu transparansi.
Dengan diungkapkannya nama DPS, stakeholders mengetahui siapa yang
menjadi DPS yang akan menjamin kesyariahan operasional dan kehalalan
produk dan operasional. Tentunya, seluruh pihak yang sudah ditetapkan
menjadi anggota DPS sudah mendapatkan rekomendasi dari DSN-MUI
dan memiliki kompetensi yang memadai.

Dalam laporan tahunan, BSM sudah mengungkapkan jumlah rapat
yang dilakukan oleh DPS dan jumlah kehadiran anggota DPS dalam rapat.
Rapat yang diadakan oleh DPS serta kehadiran anggota DPS dalam rapat
tersebut, mencerminkan usaha DPS dalam melaksanakan tugasnya.
Rapat-rapat tersebut tentunya digunakan untuk membahas permasalahan
dan tugas DPS selaku pengawas atas kepatuhan BSM terhadap ketentuan
syariah.

Selain itu, BSM telah mengungkapkan mekanisme dan kriteria se/f’
assessment tentang kinerja DPS. Pada laporan tahunan disebutkan bahwa

DPS telah melakukan pengarahan, pemberian konsultasi, melakukan

% Ade Sofyan Mulazid, “Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada
BSM, Jakarta),” Madania, Vol. 20 No. 1 (Juni 2016), 37-54.
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evaluasi, pengawasan serta memastikan bahwa kegiatan operasional bank
telah mematuhi prinsip-prinsip syariah yang telah ditentukan oleh fatwa
DSN-MUI. BI mensyaratkan seluruh transaksi perbankan syariah harus
sesuai dengan prinsip syariah dan DPS yang akan menilai ke-syariah-an
produk dan operasional bank syariah.

Di sinilah pentingnya peranan Bl dan DPS dalam menjaga sharia
compliance yang berkaitan erat dengan pengelolaan perusahaan dari sisi
kebenaran syariah. Dengan demikian dapat disimpulkan, selain tata kelola
yang baik dari sisi manajemen perusahaan, tata kelola pengawasan dan
pengembangan yang dilakukan oleh BI dan DPS menjadi tolok-ukur
mendasar dalam kesuksesan penerapan sharia governance pada bank

syariah di Indonesia.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan disertasi dengan judul “Figh Bank Syariah; Sebuah

Telaah Kritis atas Fatwa DSN-MUI sebagai Solusi Problematika Praktik

Bank Syariah di Indonesia” yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya

telah melahirkan banyak pemikiran yang muncul dan telah berbaur menjadi

sebuah gagasan baru. Karenanya, disertasi ini sampai pada kesimpulan

berdasarkan rumusan masalah dan pembahasannya masing-masing sebagai

berikut:

1.

Fatwa merupakan bagian dari ijtihad, namun bersifat lebih khusus
daripada ijtihad, karena dilakukan ketika adanya suatu pertanyaan atau
kejadian nyata pada saat itu. Dengan demikian, kedudukan fatwa dalam
istinbat hukum Islam memegang peran yang sangat strategis karena
merespon dan menjawab setiap persoalan figh kontemporer yang muncul.
Majelis Ulama Indonesia memprakarsai berdirinya bank syariah melalui
kajian-kajian, seminar-seminar dan simposium sejak tahun 1990, hingga
pada tahun 1992 lahirlah Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di
Indonesia, lalu diikuti oleh bank-bank syariah lainnya, baik yang murni
syariah maupun bank konvensional yang menyelenggarakan unit syariah.
Kemudian, untuk menjamin praktik bank syariah sesuai dengan prinsip

syariah maka MUI membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN), sebuah

217
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lembaga fatwa yang khusus mengeluarkan fatwa di bidang ekonomi
syariah. Dengan demikian, MUI telah memberi kontribusi yang besar
dalam pertumbuhan dan pengembangan bank syariah di Indonesia.

Fatwa DSN-MUI di bidang perbankan syariah sudah bertransformasi
menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Transformasi ini
menjadikan fatwa DSN-MUI memiliki kekuatan hukum yang kuat dan
mengikat. Namun, tidak bisa dipungkiri masih terjadi praktik bank
syariah yang tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI karena adanya
beberapa kendala di lapangan, padahal sudah dilakukan pengawasan oleh
Bank Indonesia (BI) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), sehingga fatwa
DSN-MUI belum menjadi solusi problematika praktik bank syariah di
Indonesia. Oleh karena itu, harus terus diupayakan agar keyakinan
masyarakat terhadap praktik bank syariah terus tumbuh untuk

menghindari praktik ribawi yang dilarang oleh Islam.

B. Implikasi Teoritik

Berdasarkan kerangka konseptual dan telaah mendalam pada disertasi

ini, penulis menggaris bawahi beberapa poin penting, yaitu:

1.

Sejak dibentuknya tahun 1999 sampai tahun 2019, DSN-MUI telah
menghasilkan 130 fatwa mengenai keuangan syariah. Fatwa nomor 130
tentang Pedoman Bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pelaksanaan

Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah Yang Mengalami
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Permasalahan Solvabilitas dikeluarkan tanggal 02 Oktober 2019.
Banyaknya fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI ini berbanding lurus
dengan makin berkembangnya sektor ekonomi syariah dan perbankan
syariah di Indonesia.

2. Transformasi fatwa DSN-MUI menjadi Undang Undang Nomor 21 Tahun
2008 tentang Perbankan Syariah telah memberikan legitimasi formal
dalam perspektif hukum positif negara ini. Hal ini menunjukkan bahwa
fatwa DSN-MUI semakin menunjukkan eksistensinya dalam mewarnai
perkembangan ekonomi syariah pada umumnya, serta perbankan syariah
pada khususnya.

3. Kendala-kendala penerapan fatwa DSN-MUI antara lain disebabkan
karena beberapa faktor, yaitu: tidak semua pelaku bank syariah
memahami secara total adanya fatwa DSN-MUI; masih banyaknya
anggapan bahwa fatwa DSN-MUI tidak memiliki kekuatan hukum; fatwa
DSN-MUI tidak dapat diterapkan secara sempurna karena adanya
peraturan-peraturan yang telah berlaku sebelumnya yang harus dipatuhi
oleh pelaku ekonomi syariah dan masih banyak peraturan perundang-
undangan yang belum menunjang pelaksanaan fatwa DSN-MUIL.

Ketiga poin tersebut menegaskan kembali bahwa disertasi ini secara
teoritik berimplikasi pada terkonfirmasinya teori Ahyar A. Gayo (2011)
bahwa Fatwa DSN-MUI merupakan perangkat aturan kehidupan masyarakat
yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi

sasaran diterbitkannya fatwa untuk mematuhi ketentuan fatwa tersebut.
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Namun di sisi lain, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
khususnya UndangUndang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
melalui pola-pola tertentu, adanya kewajiban bagi regulator dalam hal ini
Bank Indonesia agar materi muatan yang terkandung dalam Fatwa DSN-
MUI dapat diserap dan ditransformasikan dalam Peraturan Bank Indonesia
dan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan
mengikat umum.

Namun, disertasi ini bertolak belakang dengan teori Yeni Salma
Barlinti (2010) tentang Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam
Sistem Hukum Nasional di Indonesia, dimana fatwa DSN-MUI memang
telah menjadi ruh dalam sendi Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah. Hampir seluruh fatwa DSN-MUI yang terkait
dengan perbankan syariah telah termanifestasikan ke dalam Peraturan Bank
Indonesia dan senantiasa bersinergi dengan terobosan-terobosan yang
dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawal praktik
perbankan syariah di Indonesia. Namun demikian pada tataran praktiknya,
masih banyak fatwa DSN-MUI yang tidak dapat dijalankan secara utuh
akibat dari berbagai kendala yang dihadapi oleh bank syariah di Indonesia.

Dengan demikian, disertasi ini juga memiliki implikasi praktis berupa
gagasan bahwa fatwa DSN-MUI memang memiliki eksistensi yang kuat
dalam memberikan arahan-arahan dasar dalam penyelenggaraan perbankan
syariah di Indonesia. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala

dalam pelaksanaannya sehingga masyarakat masih saja memiliki persepsi
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bahwa bank syariah dirasa tidak berbeda jauh dengan bank konvensional,
kecuali karena adanya akad yang lebih syar’i.

Pelibatan yang lebih aktif dan partisipasi stakeholders amat
diperlukan (dalam hal ini Bank Indonesia dan lembaga perbankan syariah)
oleh DSN-MUI dalam setiap penyusunan fatwa DSN-MUI, sehingga fatwa-
fatwa yang dihasilkan dapat langsung diimplementasikan sehingga aspek
kehati-hatian dalam kegiatan perbankan syariah dapat terjaga. Dukungan
pemerintah dan DPR juga diperlukan dalam merancang peraturan perundang-
undangan yang lebih harmonis dalam mendukung pelaksanaan transaksi
perbankan syariah. Sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif mengenai
produk-produk perbankan syariah harus terus dilakukan kepada masyarakat
luas, dan juga para praktisi perbankan syariah sehingga perbankan syariah

dapat berkembang lebih cepat.

. Rekomendasi

Berdasarkan telaah kritis mengenai fatwa DSN-MUI sebagai solusi
problematika praktik bank syariah di Indonesia, maka penulis
merekomendasikan beberapa hal berikut ini:

1. DSN-MUI sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam penetapan
fatwa di bidang ekonomi syariah perlu diapresiasi dan didukung oleh
semua pihak termasuk pemerintah Indonesia, agar perkembangan bank
syariah semakin bergerak ke arah yang lebih baik. Bentuk dukungan yang

paling signifikan adalah dengan menjalin kerjasama yang lebih kooperatif
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dan menjadikan fatwa DSN-MUI sebagai peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, maka bank syariah di Indonesia akan semakin
berkembang pesat.

. Metode DSN-MUI dalam menetapkan fatwa di bidang ekonomi syariah
dan khususnya perbankan syariah dirasa sudah cukup representatif. Perlu
diingat juga bahwa fatwa ini diputuskan atas dasar kemaslahatan umat.
Oleh karena itu, perlu kiranya seluruh umat Islam di Indonesia
mendukung fatwa DSN-MUI ini dalam bentuk aplikasi di lapangan, yaitu
lebih memilih transaksi di bank syariah daripada bank konvensional, agar
terhindar dari praktik ribawi yang dilarang oleh syari’at Islam.

. Proses penetapan fatwa DSN-MUI telah melalui serangkaian metode
istinbat hukum yang ketat, dilanjutkan dengan dukungan formalisasi
fatwa menjadi Undang-undang Perbankan Syariah, maka akan lebih baik
lagi jika seluruh upaya pengembangan ekonomi syariah, khususnya
perbankan syariah, terus dilakukan pengawasan secara simultan dan
kontinyu, baik oleh Bank Indonesia selaku regulator, lembaga independen
DPS maupun masyarakat. Hal ini sebagai upaya preventif agar prinsip
syariah dalam praktik bank syariah benar-benar dilaksanakan, sesuai
dengan kandungan maksud lahirnya bank syariah untuk menjawab

keresahan masyarakat atas praktik bank konvensional yang ribawi.
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A. Kesimpulan

Pembahasan disertasi dengan judul “Figh Bank Syariah; Sebuah

Telaah Kritis atas Fatwa DSN-MUI sebagai Solusi Problematika Praktik

Bank Syariah di Indonesia” yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya

telah melahirkan banyak pemikiran yang muncul dan telah berbaur menjadi

sebuah gagasan baru. Karenanya, disertasi ini sampai pada kesimpulan

berdasarkan rumusan masalah dan pembahasannya masing-masing sebagai

berikut:

1.

Fatwa merupakan bagian dari ijtihad, namun bersifat lebih khusus
daripada ijtihad, karena dilakukan ketika adanya suatu pertanyaan atau
kejadian nyata pada saat itu. Dengan demikian, kedudukan fatwa dalam
istinbat hukum Islam memegang peran yang sangat strategis karena
merespon dan menjawab setiap persoalan figh kontemporer yang muncul.
Majelis Ulama Indonesia memprakarsai berdirinya bank syariah melalui
kajian-kajian, seminar-seminar dan simposium sejak tahun 1990, hingga
pada tahun 1992 lahirlah Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di
Indonesia, lalu diikuti oleh bank-bank syariah lainnya, baik yang murni
syariah maupun bank konvensional yang menyelenggarakan unit syariah.
Kemudian, untuk menjamin praktik bank syariah sesuai dengan prinsip

syariah maka MUI membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN), sebuah
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lembaga fatwa yang khusus mengeluarkan fatwa di bidang ekonomi
syariah. Dengan demikian, MUI telah memberi kontribusi yang besar
dalam pertumbuhan dan pengembangan bank syariah di Indonesia.

Fatwa DSN-MUI di bidang perbankan syariah sudah bertransformasi
menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah dan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Transformasi ini
menjadikan fatwa DSN-MUI memiliki kekuatan hukum yang kuat dan
mengikat. Namun, tidak bisa dipungkiri masih terjadi praktik bank
syariah yang tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI karena adanya
beberapa kendala di lapangan, padahal sudah dilakukan pengawasan oleh
Bank Indonesia (BI) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), sehingga fatwa
DSN-MUI belum menjadi solusi problematika praktik bank syariah di
Indonesia. Oleh karena itu, harus terus diupayakan agar keyakinan
masyarakat terhadap praktik bank syariah terus tumbuh untuk

menghindari praktik ribawi yang dilarang oleh Islam.

B. Implikasi Teoritik

Berdasarkan kerangka konseptual dan telaah mendalam pada disertasi

ini, penulis menggaris bawahi beberapa poin penting, yaitu:

1.

Sejak dibentuknya tahun 1999 sampai tahun 2019, DSN-MUI telah
menghasilkan 130 fatwa mengenai keuangan syariah. Fatwa nomor 130
tentang Pedoman Bagi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pelaksanaan

Penanganan atau Penyelesaian Bank Syariah Yang Mengalami
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Permasalahan Solvabilitas dikeluarkan tanggal 02 Oktober 2019.
Banyaknya fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI ini berbanding lurus
dengan makin berkembangnya sektor ekonomi syariah dan perbankan
syariah di Indonesia.

2. Transformasi fatwa DSN-MUI menjadi Undang Undang Nomor 21 Tahun
2008 tentang Perbankan Syariah telah memberikan legitimasi formal
dalam perspektif hukum positif negara ini. Hal ini menunjukkan bahwa
fatwa DSN-MUI semakin menunjukkan eksistensinya dalam mewarnai
perkembangan ekonomi syariah pada umumnya, serta perbankan syariah
pada khususnya.

3. Kendala-kendala penerapan fatwa DSN-MUI antara lain disebabkan
karena beberapa faktor, yaitu: tidak semua pelaku bank syariah
memahami secara total adanya fatwa DSN-MUI; masih banyaknya
anggapan bahwa fatwa DSN-MUI tidak memiliki kekuatan hukum; fatwa
DSN-MUI tidak dapat diterapkan secara sempurna karena adanya
peraturan-peraturan yang telah berlaku sebelumnya yang harus dipatuhi
oleh pelaku ekonomi syariah dan masih banyak peraturan perundang-
undangan yang belum menunjang pelaksanaan fatwa DSN-MUIL.

Ketiga poin tersebut menegaskan kembali bahwa disertasi ini secara
teoritik berimplikasi pada terkonfirmasinya teori Ahyar A. Gayo (2011)
bahwa Fatwa DSN-MUI merupakan perangkat aturan kehidupan masyarakat
yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi

sasaran diterbitkannya fatwa untuk mematuhi ketentuan fatwa tersebut.
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Namun di sisi lain, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
khususnya UndangUndang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
melalui pola-pola tertentu, adanya kewajiban bagi regulator dalam hal ini
Bank Indonesia agar materi muatan yang terkandung dalam Fatwa DSN-
MUI dapat diserap dan ditransformasikan dalam Peraturan Bank Indonesia
dan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan
mengikat umum.

Namun, disertasi ini bertolak belakang dengan teori Yeni Salma
Barlinti (2010) tentang Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam
Sistem Hukum Nasional di Indonesia, dimana fatwa DSN-MUI memang
telah menjadi ruh dalam sendi Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah. Hampir seluruh fatwa DSN-MUI yang terkait
dengan perbankan syariah telah termanifestasikan ke dalam Peraturan Bank
Indonesia dan senantiasa bersinergi dengan terobosan-terobosan yang
dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawal praktik
perbankan syariah di Indonesia. Namun demikian pada tataran praktiknya,
masih banyak fatwa DSN-MUI yang tidak dapat dijalankan secara utuh
akibat dari berbagai kendala yang dihadapi oleh bank syariah di Indonesia.

Dengan demikian, disertasi ini juga memiliki implikasi praktis berupa
gagasan bahwa fatwa DSN-MUI memang memiliki eksistensi yang kuat
dalam memberikan arahan-arahan dasar dalam penyelenggaraan perbankan
syariah di Indonesia. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala

dalam pelaksanaannya sehingga masyarakat masih saja memiliki persepsi
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bahwa bank syariah dirasa tidak berbeda jauh dengan bank konvensional,
kecuali karena adanya akad yang lebih syar’i.

Pelibatan yang lebih aktif dan partisipasi stakeholders amat
diperlukan (dalam hal ini Bank Indonesia dan lembaga perbankan syariah)
oleh DSN-MUI dalam setiap penyusunan fatwa DSN-MUI, sehingga fatwa-
fatwa yang dihasilkan dapat langsung diimplementasikan sehingga aspek
kehati-hatian dalam kegiatan perbankan syariah dapat terjaga. Dukungan
pemerintah dan DPR juga diperlukan dalam merancang peraturan perundang-
undangan yang lebih harmonis dalam mendukung pelaksanaan transaksi
perbankan syariah. Sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif mengenai
produk-produk perbankan syariah harus terus dilakukan kepada masyarakat
luas, dan juga para praktisi perbankan syariah sehingga perbankan syariah

dapat berkembang lebih cepat.

. Rekomendasi

Berdasarkan telaah kritis mengenai fatwa DSN-MUI sebagai solusi
problematika praktik bank syariah di Indonesia, maka penulis
merekomendasikan beberapa hal berikut ini:

1. DSN-MUI sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam penetapan
fatwa di bidang ekonomi syariah perlu diapresiasi dan didukung oleh
semua pihak termasuk pemerintah Indonesia, agar perkembangan bank
syariah semakin bergerak ke arah yang lebih baik. Bentuk dukungan yang

paling signifikan adalah dengan menjalin kerjasama yang lebih kooperatif
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dan menjadikan fatwa DSN-MUI sebagai peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, maka bank syariah di Indonesia akan semakin
berkembang pesat.

. Metode DSN-MUI dalam menetapkan fatwa di bidang ekonomi syariah
dan khususnya perbankan syariah dirasa sudah cukup representatif. Perlu
diingat juga bahwa fatwa ini diputuskan atas dasar kemaslahatan umat.
Oleh karena itu, perlu kiranya seluruh umat Islam di Indonesia
mendukung fatwa DSN-MUI ini dalam bentuk aplikasi di lapangan, yaitu
lebih memilih transaksi di bank syariah daripada bank konvensional, agar
terhindar dari praktik ribawi yang dilarang oleh syari’at Islam.

. Proses penetapan fatwa DSN-MUI telah melalui serangkaian metode
istinbat hukum yang ketat, dilanjutkan dengan dukungan formalisasi
fatwa menjadi Undang-undang Perbankan Syariah, maka akan lebih baik
lagi jika seluruh upaya pengembangan ekonomi syariah, khususnya
perbankan syariah, terus dilakukan pengawasan secara simultan dan
kontinyu, baik oleh Bank Indonesia selaku regulator, lembaga independen
DPS maupun masyarakat. Hal ini sebagai upaya preventif agar prinsip
syariah dalam praktik bank syariah benar-benar dilaksanakan, sesuai
dengan kandungan maksud lahirnya bank syariah untuk menjawab

keresahan masyarakat atas praktik bank konvensional yang ribawi.
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